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Prakata

Pijl syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penelitian tahap pertama (2016) dan kedua (2017) dari
PENPRINAS MP3EI 2011-2025 dapat diselesaikan tepat wakeu.
Penelitian ini dilakukan untuk mempercepat dan memperkuat pem-
hangunan ekonomi sesuai defigan keunggulan dan potensi strategis
wiliyah termasuk Sulawesi, yakni provinsi Gorontalo, memperkuat
lneltivitas nasional yang terintegrasi secara lokal, dan sumber daya
manisia yang mendukung pengembangan ekonomi pada sekror
ketlaulatan pangan. Contoh komoditas unggulan pertanian pan-
fan, antara lain padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Untuk daerah
{inrontalo mencanangkan kebijakan agropolitan jagung.
[Karenanya, pembangunan pertanian di tingkat lokal sangat
didulung oleh visi provinsi Gorontalo, yaitu “Terwujudnya Perce-
putan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi
Masyarakac yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo®. Arah kebi-
[alan pembangunan pertanian dimaksudkan untuk menciptakan
kedaulatan pangan, baik di tingkat nasional hingga daerah. Kedau-
latan pangan itu sendiri adalah amanat Undang-Undang No. 18
Thhun 2012 tentang pangan yang dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan
bihwa kedaulatan pangan yaitu hak negara dan bangsa yang secara

ii menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas
pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk
menentukan sistem pangan yang sesuai potensi lokal. Kajian riset
di provinsi Gorontalo untuk tahun kedua ini difokuskan pada ke-
bijakan pemerintah daerah dalam menata sumber daya manusia di
bidang percanian, ekonomi politik yang berbasis agropolitan jagung,
dun rekomendasi kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan
kelembagaan tentang agropolitan jagung,

Riset yang berorientasi pada interdisipliner ini yang mengkaji
pembangunan pertanian yang berbasis agropolitan jagung dengan




6 Kebijakan Pembangunan Pertanian

pendekatan kebijakan publik, ckonomi politik, maupun politik lo-
kal sesungguhnya sebagai pertaruhan bagi peneliti yang ingin men-
gawinkan berbagai disiplin dalam satu tema dalam rangka menggali
potensi-potensi pembangunan daerah melalui PENPRINAS MP3EI
2011-2025. Walaupun disadari oleh peneliti bahwa terkandung ciri
maupun kelemahan dari penclitian terapan yang interdisipliner,
tetapi tetap dijaga batas-batas yang bersifac keangkuhan maupun
keakuan sejati dari ahli-ahli yang terlibat dalam pekerjaan ini. Un-
tuk itu, dengan kesadaran yang tinggi dari kekuatan interdisiplin
ilmu dapat memperkuat studi mengenai “Depolitisasi Birokrasi
dan kebijakan Pengembangan Pertanian Agropolitan Jagung dalam
Meningkatkan Ekonomi Petani di Provinsi Gorontalo” yang dihara-
pkan dapat menghasilkan sintesis yang ampuh dan menarik bagi pe-
neliti maupun yang akan menggunakan penelitian ini. Sintesis dari
karya ini telah muncul dari berkat peranan perguruan tinggi dan
Kementerian Riset Dikti yang memfasilitasi ruang dan mencambuk
aura berpikir para dosen untuk berkarya bagi kenyamanan dan kea-
manan pangan, baik nasional dan lokal, yang dapat menentukan
perjalanan hidup semua anak bangsa dalam mengejar kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat.

Para peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihale
yang terlibat dalam karya ini, baik masyarakat petani maupun pe-
merintah daerah, yang telah bersedia bekerja sama dan meluang-
kan waktu untuk membantu rercapainya tulisan yang sederhana
dan tidak luput dari berbagai kelemahan ini. Selanjutnya, tak lupa
pula kami mengucapkan terima kasih kepada ketua lembaga pe-
nelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu Prof. Dr. Fenty
U Puluhulawa, M.Hum. dan sekretaris Dr. Lukman Laliyo serta
stafnya yang telah membuka jendela kesempatan bagi peneliti
untuk berkarya dan mengganggu dalam urusan penelitian.

Semoga karya dari hasil penelitian ini sedikitnya membuka
cakrawala terhadap bianglala ilmu pengetahuan dari scudi antar-
bidang dalam kajian kebijakan pembangunan pertanian pada sektor

Prakata o

apropolitan jagung yang mungkin membantu para teman pencliti
termasuk dari disiplin ilmu pertanian, paling tidak untuk dikritik
dan diberikan masukan jernih dan sejati. Peneliti menyadari bahwa
tuh dari karya ini bagaimanapun sedikitnya bermanfaat minimal un-
tuk diperdebatkan dari berbagai perspekdif ilmu. Kami punya keya-
kinan untuk mendalami dan memahami pembangunan pertanian
dalam memacu pembangunan demi kepentingan masyarakat, maka
para akademisi dicuntut menggali penelitian dari berbagai perspektif
yang membutuhkan kajian-kajian di luar otoritas keilmuwan, dan
kirenanya perlu ada nyali dan belajar terus tanpa henti untuk meng-
gili penelitian yang melampaui studi lain dalam koridor memakai
pendekatan otoritas keilmuwan masing-masing. Akhir kara, kami
sebagai peneliti sadar bahwa karya ini banyak kekurangan dan keter-
bitasan, mengingat belum begitu banyak pengalaman sehingga de-
nan tangan terbuka dan senang hati menerima masukan dan kritik
terhadap hasil penelitian ini. Insya Allah karya ini bisa menambah
lhazanah terhadap kelesuan dunia penelitian yang masih minim,

lchususnya di lembaga kami. Amin.

Giorontalo, Agustus 2017
Peneliti
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1,1, Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan
pembangunan di bidang pertanian merupakan bagian yang tidak
iunpkin terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan
fintuk mencapai cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
ying adil dan merata. Sejak menjadi provinsi baru melalui RPMJ
pembangunan di- Gorontalo memprioritaskan kebijakan pemba-
Nginan dalam empat bidang, vaitu sekror ekonomi kerakyatan,
_aq_::,:_c:f kesehatan, dan infrastruktur. Pada sektor pembangun-
i elonomi kerakyatan diwujudkan melalui sektor pertanian dan
willunan karena sektor ini paling banyak menampung tenaga kerja.
: rna:;:: scktor kebijakan ini sangat didukung oleh Rencana Pem-
wa_.x._ 1 Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengimple-
fentusilan kinerja pembangunan di daerah.

Secara empiris aktor politik, yakni gubernur provinsi Gorontalo,
yefake Fadel Muhammad, Gusnar Ismail, hingga Rusli Habibie telah
enyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP-
IMD) yang semuanya diarahkan untuk peningkatan modal dasar
pembangunan daerah dengan memacu pertumbuhan ekonomi.

“:__ i witu dimensi arah pencapaian percumbuhan ekonomi tersebut

lelule lain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, yak-
M,:_ penlnglatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Selain itu efek
tmbuhan ekonomi bagi masyarakart tidak lain diharapkan men-
Wil trickle clown effect (tetesan ke bawah) bagi penciptaan lapangan
,W-_:___.___: dian pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai
Hifian ftu cenca membutuhkan arah kebijakan politik yang secara
nanen sebagai landasan implementasi kebijakan yang akan di-
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Aitangkan modal pembiayaan dari pemerintah pusat yang kurang
_u-_.___ ratusan miliar. Namun demikian, kebijakan politik anggaran
Junp ditempuh oleh pemerintah provinsi itu tidak disercai dengan
Jiiijemen pengelolaannya yang dinilai kurang tepat. Hal ini dapat
, yaitu mulai dari perumusan kebijakan yang tidak sesuai
kondisi masyarakat, akibatnya kebijakan tersebut pada ta-
fiian Implementasi maupun hasilnya masih jauh dari harapan semua
unyirakac. Lebih jauh kebijakan agropolitan ini pada masa Gu-
S Fadel Muhammad tidak mendapat respons dan dukungan
il sermua pihak terutama para elit politik termasuk kepala daerah
.—::E__._ ketidakseriusan dalam memanfaatkan potensi ekonomi
Witanlan pada program agropolitan jagung tersebut belum maksi-
ul, Demikian pula kegagalan memanfaatkan potensi ini disebab-

wujudkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya bagi kelompok
masyarakat miskin. ]

Sebab itu disusunlah arah kebijakan pembangunan daerah yang
sesungguhnya sudah dibuat sejak terbentuknya provinsi. Untuk le=
bih jelas kebijakan tersebut dapar dilihat pada dua rencana WQU:mw
sebagai berikut. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menenga .._‘,
Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012 dengan visi “Gorontalo Provin:
si Inovasi”. Untuk mendukung visi tersebut, misinya adalah “mems
bangun Gorontalo yang mandiri, produktif, dan religius”. Kedua,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012
2017 Provinsi Gorontalo telah ditetapkan visi pemerintah proving
Gorontalo, yakni “Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbag

3
Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan d
, M pengabaian variabel-variabel human resources, mekanisme pasar,

it perilaku perani. Selain persoalan lainnya adalah masalah kondisi
bunomi politik di tingkat lokal yang berdimensi nativisme budaya
bal dalam bentuk kearifan dan lingkungan, juga adalah masalah

e

Provinsi Gorontalo”.
Kebijakan pada sektor ini, yakni sektor ekonomi kerakyatan
sesungguhnya sangat baik, tetapi masih banyak permasalahan ter
utama kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kesejahterd
an masyarakat, misalnya angka kemiskinan sesuai data tahun 20
pada bulan Maret adalah 18,32 persen kemudian turun lagi pad
bulan September 18,16 persen dan turun pada tahun 2016 sebess
17,72 persen. Jauh sebelumnya tahun 2010 menurut data nasion
yang disiarkan oleh Metro TV angka kemiskinan (23,16%) berad
pada posisi keempat daerah termiskin di Indonesia. Untuk lebih jel

L, Perumusan Masalah

gl bagian dari upaya mengungkapkan fenomena tersebur, akan
Uil pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

saat ini penambah tingkat kemiskinan adalah ﬂbmwﬁ penganggu |, Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menata
yang pada tahun 2015 mencapai angka 4,65 persen dari %Em i tluya manusia di sektor pertanian jagung? .
Pengangguran Terbuka (TPT) dengan angka penganggur _uQ.EB_ | ' mana ckonomi politik pertanian yang berbasis agro-
24.101 orang, dan angka ini sesungguhnya cukup besar dibandin ...____:. Jupung?

kan dengan jumlah penduduk Gorontalo sebanyak 1.150.765 ji ) Wagaimana rckomendasi kebijakan yang berkaitan dengan

Persoalan lainnya adalah kebijakan agropolitan meskipun pa | ipin tentang agropolitan jagung?

awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pecani untul
meraih kesejateraan, tetapi tidak bisa dihindari kebijakannya mayl
bersifat politis. Dengan alasan kebijakan tersebuc lebih berorienta

pada nuansa politik anggaran yang begitu besar, yaitu dengan ml
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|

Bab 2
Tinjauan Pustaka

1,1, Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat berperan strategis dalam menentukan arah
penyclenggaraan pemerintahan karena di dalamnya terkandung
liput (masukan) yang berisi tuntutan dan dukungan masyaralat
liepada pemerintah. Dalam sistem yang demokratis, kebijakan pu-
hlik menjadi penting karena tidak sekadar berperan sebagai regulasi,
{otapi juga sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dalam
musyarakat (Putro et al, 2008:22-23). :

Derdasarkan hasil studi Charles Jones (1996) menemukan bahwa
tntuk menghasilkan perumusan usul kebijakan yang komprehensit
minimal ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu: (1) Jumlah
isalih yang ditangani, apakah usul kebijakan akan menyelesaikan
yeluruh masalah ataukah perhatiannya hanya spesial; (2) Lingkup
analisis, apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani
semun aspek masalah atau hanya melayani aspek-aspek tertencu; (3)
Memperkirakan dampak, apakah usul kebijakan yang diformulasi
widal divji dampak-dampaknya ataukah pengujian dampak hanya
dibntasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup isu (dalam Pu-
(1o e, al, 2008).

lerkaitan dengan argumentasi tersebut studi kajian Michael
Borter (1998) menemukan bahwa keunggulan kompetitif dari seciap
fegara ditentukan oleh seberapa mampu negara tersebut mencip-
flan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap ak-
tor i dalamnya, khususnya akror ckonomi. Lingkungan ini hanya
dipit diciptakan oleh kebijakan publik. Kebijakan publik yang ter-

btk ndalah mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun
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daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan :
ke dalam pola kebergantungan (dalam Nugroho, 2008).

2.2.Pendekatan Ekonomi Politik

Asal mula teori ekonomi politik berkembang pada akhir abad kedela-

pan belas dan tercatat sebagai ckonomi politik yang tidak hanya "
dikembangkan oleh Marx, tetapi juga oleh David Ricardo, Thomas
Malthus, Jereny, dan John Stuart Mill. Pemikiran-pemikiran mereka
dititikberatkan atau difokuskan pada kapitalisme dan evolusi yang:
begitu cepat berkembang di Eropa, khususnya di Inggris. Dari pe-
mikiran mereka telah membentuk teori ekonomi politik dari zaman:
kuno sampai dengan modern, yaitu FPezzy Commodtitysm, Mercantil-|
ism, Classical liberalism, Utopian Socialism, Marxism, Marginalism,
Neoclassicalism, Keynesianism, Post Keynesianism, dan Neo-Marism.
Sebagian besar sejarah ekonomi politik dari produksi petty commodity _
yang ditandai munculnya uang, fluktuasi harga, para produsen jatuh
ke dalam utang, dan hubungan masyarakat primitif dimulai dengan
sebuah persekutuan. Tokoh-tokoh seperti Mang Tsze di Cina, ser-
ta Plato dan Ariscotle di Yunani adalah orang yang pertama men-
jelaskan ketidakstabilan yang diikuti oleh produlksi komoditas yang !
rendah dan menemukan cara untuk mengatasinya di tengah-tengah

kelompok masyarakat. Kemudian juga lahir karya-karya ilmiah lain-
nya pada masa itu seperti Duns Scotus sebagai pemikir Scholastic
dengan karya terkenalnya teori pertukaran nilai yang didasarkan -
pada pertukaran kerja. Juga Abd-al-Rahman Ibn-Khaldun sebagai -

pemikir Islam yang mengelaborasi secara materialistis dipandang

dari sejarah. Selanjutnya perhatian utama ekonomi politik di antara -

abad keempat belas dan ketujuh belas, yaitu sifat dasar kekayaan
adalah sistem individu pasar (Ronald Chilcote, 2000: 2-3).

Tulisan tentang merkantilisme pada periode ini bersifat prag-
matis yang menganalisis bagaimana sebuah bangsa menghasilkan

kekayaan yang menunjukkan pentingnya keseimbangan kredit -

15

pembayaran, keseimbangan perdagangan, dan menghasilkan pro-
itk pabrik dan tanah yang subur. Pandangan merkantilisme meng-
Aiigp bahwa kehidupan ekonomi diistilahkan dengan sirkulasi ko-
moditas yang oleh para ilmuwan pada akhir abad ketujuh belas dan
keddelapan belas dinyatakan argumentasinya tentang kelebihan pro-
ksl sosial yang menjadi bukti dengan tumbuhnya produksi pabrik
din teknologi pertanian. Tulisan William Petty tentang kalkula-
il ekonomi politik menganalisis asal-usul pertanian berdasarkan
wiiplus nilai yang kemudian dikritik oleh Francois Quesnay yang
ienpinggap asumsi kaum merk antilisme cumbuh berkembang dari
perdagangan yang penekanannya pada kelebihan hasil pertanian.
Hasll perdebatan antara Petty dan Quesnay memunculkan pandan-
jan Nicolas Barbon (1960) yang menghubungkan nilai komodirtas
{ethadap pembuaran barang dan menekankan keuntungan masya-
flat yang menurut Ronald Meck digambarkan sebagai transisi
imerkantlisme ke pendekatan klasik dari Smith dan lainnya.

Adam Smith menuangkan ide-idenya dalam ekonomi klasik
yang menunjukkan secara bersama tema utama komoditas, modal,
iilal lesederhanaan, dan kompleksitas tenaga kerja. Dia memfor-
imilusikan hukum pasar untuk menjelaskan pergerakan dari kepent-
Wigan individu dalam kompetisi yang dibayangkan sebagai pasar
yang, kompertitif. Politik ekonomi menurut Smith dianggap sebagai
il tujuan yang berbeda, yaitu: pertama, menyiapkan sebanyak
iinpkin pendapatan bagi masyarakat; dan kedua, memberikan
kepada negara kemakmuran dengan pendapatan yang cukup un-

layani masyarakat (Hannu Nurmi, 2006: 1). Pandangan ini
dilerieile oleh David Ricardo yang memberi perbaikan kontribusi
putcla ckonomi politik yang menganggap bahwa akumulasi modal
whugai dasar ckspansi ekonomi. Ia berkeyakinan bahwa pemerintah

wharusnya tidak mengintervensi dan menganggap bahwa pemba-
ghin lerja dan kebijakan perdagangan bebas akan menguntungkan
seinin bangsa. Lebih lanjut Ricardo menghubungkan ide-ide Smith
durt pertumbuhan dan keseimbangan pasar terhadap sistem ekonomi
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internasional dan mencatat konflik antara kepentingan tuan tanah {lan dari aliran sosialis lainnya seperti Piere Joseph Proudhon de-

(yang menentang masyarakat) dan kapitalis (yang menguntungkan jyin konsep ekonomi ortodoksnya. Melebihi dari teori sosialis uto-

masyarakat). Interpretasi dari pemikiran Ricardo dipengaruhi oleh pli dan juga ceori liberal klasik, Karl Marx menyusun teori surplus

pemahaman ekonomi politik, khususnya nilai komoditas secara: illul dan sintesis yang diikuti dengan penjelasan terhadap perjuang-
murni dan semata-mata ditentukan oleh kuantitas keburuhan para an lielus. la mengembangkan teori harga produksi dan kecenderung-
tenaga kerja untuk produksi. Para tenaga kerja sosial itu dibedakan it tngkat keuntungan atau kerugian. Awal karyanya menyerang pa-
dalam tiga kelas, yaitu tuan tanah, pemilik modal, dan para pekerja. i sosialis utopia khususnya Ricardo dan Smith, yang kemudian
Di antara aliran liberal klasik lainnya yang muncul adalah Tho- menphasillan karya ekonomi liberal klasik. Dalam karya lainnya

mas Malthus dan Jeremy Betham. Malthus memberi kontribusi teori yung berjudul Filosofi Kemiskinan dijelaskan bahwa metafisika dari

populasi pada ekonomi politik yang menganggap bahwa pertum- ehomomi politik Proudhon dianggap sebagai salah satu yang akan

buhan penduduk berkembang cepat daripada produksi makanan. menpuji sebuah gerakan sejarah dan hubungan produksi serta pro-

Sementara itu, Bentham berpendapat bahwa setiap orang secara ikt itu sendiri yang dibentuk oleh masyarakat secara keseluruhan,

alamiah memiliki hasrat untuk mementingkan dirinya sendiri, teta- ntara itu, paham teori marginalis terhadap nilai dan ekonomi

pi diyakini bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki kepen- politik neoklasik dikembangkan untuk merespons terhadap tiga
tingan yang serupa. Tindakan pemerintah bisa diterima sepanjang kelompok tersebut di atas. Paham marginal mencari kecilnya kuali-
tindakannya tersebut tidak merespons kepentingan yang sempit dari (s ddalam analisis keseimbangan, di mana neoklasik mencoba men-
kelompok-kelompok khusus dan diberi kebebasan dalam kerang- : fuell teliti, detail, dan abstrak serta menekankan pada keseimbangan
ka moral dan hukum yang mengikat. Pandangan Ricardo terhadap yuny sering dikritik oleh sejumlah pengkritik yang dipengaruhi oleh
tenaga kerja dan produksi serta ramalan yang suram dari Malthus wejumlah keseimbangan krisis strukeural. Di tengah-tengah tekanan

digairahkan oleh kelompok sosialis utopia di dalam kritik mereka yang begitu besar paham keynesianisme yang dikembangkan oleh

terhadap kapitalis. Karenanya Robert Owen mendorong reformasi [uhn Meyner Keynes menggerakkan ekonomi politik dari sudut
tenaga kerja termasuk jam kerja yang lebih pendek, bahkan menga- pembelaan kapitalisme yang pragmatis. Meskipun hal ini lebih dari
khiri tenaga kerja dari kalangan anak-anak. Bahkan Claudio Hen- pembenaran kapitalisme sebagai teori. Salah satu pengikut aliran te-
ol Ini adalah Paul Samuelson yang melakukan konsep tradisi makro
elionomi (Ronald Chilcote, 2000: 5). Aliran keynesianisme berkem-

lang lebib jauh dan memunculkan pandangan yang berfokus pada

dri de Rouvroy, Comte de Saint Simon sebagai kaum bangsawan
yang kemudian berupaya menurunkan masalah kemiskinan. John
Stuart Mill menunjukkan pemahaman terhadap sosialis dalam kar-
yanya prinsip-prinsip ekonomi politik yang ia lacak kembali jalan sefurnh dan lembaga yang menganggap bahwa proses pasar ekonomi

pemikiran Smith dan Ricardo, tetapi dia sendiri menempatkan pe- liehis pada dasarnya tidak stabil, produksi lebih dari pertukaran

mikirannya pada penekanan produksi daripada distribusi.

Mill berargumen bahwa ekonomi politik adalah untuk kepen- winping itu, para pengikut keynesian membuat suatu pemahaman

Lihwa kehidupan ekonomi yang banyak dicirikan seandainya bu-

tingan negara yang mempunyai dua tujuan, yaitu konsumsi bagi ma-

syarakat dan memberikan secara terbuka konsumsi tersebut (Hannu
soperti halnya persaingan dan penerimaan adanya intervensi dalam

Nurmi, 2006 : 1). Meskipun pandangan Mill sendiri mendapat kri-




05 Kebijakan Pembangunan Pertanian Wali 2 Tinjauan Pustaka

urusan-urusan internasional. Paham post keynesianisme ini diinspi- -
rasi oleh ilmuwan Keynes dan Kalecki.
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Sementara itu, kelompok pemikiran lain muncul yang disebut

Neo Marxisme yang dikenal dengan tradisi Marxist, yang diikuti Pamikiran Utama

Fionomi Politik

Tokoh-tokohnya Karakteristik

oleh pengikut seperti Friedrich Engels yang menghasilkan karya:
tentang Marx Capital dn Karl Kautsky dengan buah tulisannya
mengenai Sejarah Ekonomi Marx dan kapitalisme dalam pertani-

fitty Commoditysim

an yang kemudian memperluas pandangan-pandangan Marx. Dan
selanjutnya pengikut lainnya adalah Rudolf Hilferding dengan .
bukunya Das Finanzkapital, Rosa Luxemburg tentang Akumulasi
Kapital, dan Lenin yang membuat imperalisme sebagai fase teralhir
dari kapitalisme. Stalin punya kepentingan terhadap teori Marx dari :
politik ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan Marx maupun Non: it Liberalsm

Marx memungkinkan digunakan sebagai studi ekonomi poliik,

Umpamanya pengaruh ekonomi politik klasik muncul saat ini se Wiuplan Soclafism
bagai perdebatan sebagaimana yang dilakukan oleh Robert Brenner
(1976) dalam karyanya tentang Catatan Sebuah Pilihan dan juga
mengenai pendekatan Sistem Dunia oleh Immanuel Wallerstein - Maniam
(1974). Ta menganggap adanya suatu sistem sosial yang lebih _uam,,_.,, _
daripada negara yang menentukan perilaku negara dan akrtor-aktol ~ Marginalism
lain dalam sistem itu. Sistem kapitalis merupakan suatu sistem yang

Neatlassicalism

telah menciptakan suatu pembagian kerja internasional yang mem
bagi dunia ke dalam tiga lapisan, yaitu lapisan negara-negara inti
semi pinggiran, dan pinggiran. Ketiga lapisan ini saling dihubung Hoyfestantsim
kan dengan pasar dunia yang memperdagangkan komoditas pasa ._
Dengan demikian, posisi masing-masing negara ditentukan olel Bkt Keynestansm
hubungan mereka dengan pasar dunia itu. Atau dengan kara lain
peranan dan kemampuan negara-negara itu ditentukan oleh posi B M
mereka dalam sistem dunia itu (Victor Lippit, 2004).

Lebih jauh Wallerstein (1974) membedakan antara sistem-si

tem dunia dan kekaisaran-kekaisaran dunia, sistem dunia (yan

Mang-Tsze, Aristotle, - Hubungan masyarakat primitif mulai

Plato, Magnus, Aquinas, lbn-  menyatu
Khaldum. « Perubahan nilai didasarkan pada
& tenaga kerja

William Petty, Piere Boisquile- + Asal muasal pertanian dari surplus nilai
bart, Quesny - de komoditas, modal, nilai, dan
tenaga kerja

Adam Smit, David Ricardo,
Maltus, Bentham, Mill

- Akumulasi kapital sebagai basis
ekspansi ekanomi

Robert Owen, Rouf roy, Sain
Simon, Froudond

« Reformasi jam kerja
- Tenaga kerja mendapat reward dan
dukungan organisasi

Karl Marx « Teori surplus nilai,

« Perjuangan kelas
Stanley Jerons, Walras, Pareto - Distribusi

Stanley Jerons, Walras, Pareto, - Keseimbangan distribusi
Edgework, Marshell

Jhon Magner Keynes, Sam-  « Tradisi makro ekonomi
uelson.
Kalecki - Kebebasan pasar ekonomi dan

produksi

Kautsky, Engels, Hilferding,
Luxemburge, Lenin, Stalin

- Imperialisme ekonomi

tidak perlu mencakup seluruh bumi, tetapi memiliki dimensl
dimensi global) adalah satu unit dengan sebuah pembagian tenig
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kerja tunggal dan sistem-sistem budaya majemuk. Dalam pandang-
an Wallerstein ciri-ciri tersendiri periode setelah Renaissance meru-
pakan dinamisme ekspansi kapitalisme dan kegagalan setiap negara’
tunggal untuk mengambil alih kontrol dan menciprakan sebuah
kekaisaran dunia baru. Sementara itu, untuk merevisi pendekatan
ini, Giovanni Arrighi (1994) memberi fokus perhatian ﬁnarm&mw,ﬂ_
hegemoni dan kapitalisme modern. Hegemoni dunia oleh Antonio
Gramsci dianggap bahwa kelas dan kelompok politik menunjuk
pada kekuasaan dari negara yang melebihi sistem kedaulatan negara.

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas Brabant menguraikan;
inti yang menentukan keberhasilan dan kegagalan ekonomi politik
sebagai berikut. Pertama, bagian yang penting dari ekonomi politi ¢

yakni transformasi lebih awal dari sosial ekonomi, yang bukan has
nya terletak pada satu ukuran melainkan dari semua ukuran %mnuﬁ
menjadikan sebagai agenda. Ukuran transformasi ekonomi dimulai
dengan stabilisasi makro ekonomi seperti harga, perdagangan, refors
masi sistem perbankan, dan reformasi pasar tenaga kerja; kedua
pada tingkat politik isu yang paling penting mencakup konsensus
mengenai pembangunan dan transparansi kelembagaan. Pemeri
tah membuart ukuran untuk menjamin sebuah kompetisi yang efel¢
tif (Mats Lundahl dan Michael Wyzan, 2005: 19). ,

4

2.3. Model Peran Negara dalam Pembangunan Pertanian

Dalam mengurai analisis peran negara dalam pembangunan di sele
tor pertanian akan dipakai analisis-analisis hasil studi yang diilhy
tisarkan oleh Masoed (1994) terutama karya Robert Bates (1981)
dan Atul Kohli (1987). Menurut studi Bates (1981) di Afrika bah
model perilaku rasional bisa dipakai melihat persoalan krisis pe
tanian, terutama mengapa intervensi negara dalam ekonomi negi
ra-negara di benua itu menimbulkan kemerosotan produksi pangal
nasional. Ta melihat asal-usul politik dan krisis pertanian sangat beg
kaitan erat sehingga kebijakan di banyak negara Afrika telah meny

itk
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hubkan mekanisme pasar tidak berfungsi efektif dan kebijakan ini
merugikan kepentingan sebagian besar petani, menimbulkan disin-
sentif terhadap produsen dengan demikian menyebabkan kemero-
sotan produksi pertanian.

[asil kajian lain adalah karya Kohli (1987) yang merupakan
_,n___‘___..._..::ﬁ karya Bates, menurutnya ada hubungan antara kebijakan
[ pangan dan kemerosotan produksi pertanian, yaitu bahwa ke-
[ijakan harga pangan murah itu telah menimbulkan disinsentif yang
__:_x_:_ parah bagi petani sehingga tidak tertarik untuk berproduksi.

Rarena itu, dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan
tsebut menjadi tidak ada artinya. Selanjutnya, Kohli mengutip

pundangan Schulez bahwa low level of equilibrium dalam pertanian

udislonal telah membuat investasi baru sulit diharapkan sehingga

pertumbuhannya terhambat.
Sementara itu, kajian lainnya yang menguraikan hubungan

whion pertanian jagung dan angka kemiskinan dapat dilihat dari
lsertast Jafar Ibrahim (2012) yang mengutip hasil penelitian Gerry
Mhuimbo Muuko dan Muntita Milamo Choongo (2009) bahwa di

_sm:

| pembangunan pertanian sudah baik, tetapi belum mengu-
il kemiskinan karena tidak mempunyai pemasaran yang lebih
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Bab 3
Penataan Sumber Daya Manusia
pada Sektor Pertanian Jagung

a. Pembangunan Daerah pada Sektor Lapangan Kerja

anian di Provinsi

Il mendiskusikan pembangunan, termasuk pembangunan di
kit dacrah yang bisa memberi dampak pada terbukanya lapang-
et)u, adda berbagai pendekatan yang digunakan sebagai berikut.
Wi, perspekdif tradisional pembangunan memiliki peningkat-
| YAl secara terus-menerus pada Gross Domestic Bruto (Produk
Jimestll Bruto). Untuk kepentingan daerah makna pembangunan
Wi tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik
nial Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Kedua, per-
il pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan
W Per Capita (Pendapatan Per Kapita), yang menekankan ke-
Apian suatu negara termasuk daerah untuk meninglackan ozz-
§ yung dapac melebihi tingkat pertcumbuhan penduduk. Definisi
dhunpgunan tradisional sering dikaitkan dengan strategi mengu-
I st serukeur negara atau sering kita kenal dengan industrial-
J __
[engan mengacu pada gambaran tentang pembangunan dae-
il peningkatan Produk Domestik Regional Bruto tersebut, se-

~ Luju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaba tahun
12019 secara lengkap akan digambarkan pada Tabel 3.

~ Werdasarkan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan

dhit tahin 2011-2015 sekror pertanian digabung dengan kehu-

27
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tanan dan perikanan pada tahun 2015 hanya E.nbomwﬂ .m:m_.ﬂm 4,26 Fivedom from servitude, yakni kebebasan bagi setiap individu suatu
persen. Tentu angka ini dianggap belum maksimal dari tujuh be- fegara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha un-
las indikator yang terbagi dalam kategori/subkategori dari pertum- (il berpartisipasi dalam pembangunan.
buhan riil PDRB daerah ini. Angka PDRB ini masih .rm._mr jauh - Mendasari ketiga parameter yang diberikan oleh Kuncoro dan
dengan indikator lainnya seperti konstruksi, transportasi, informa- Tbdaro sebenarnya posisi pernbangunan pertanian sebagai bagian
si, maupun jasa keuangan, padahal bila dilihat secara rata-rata, se- - il pilar yang memiliki andil paling besar dalam menopang pem-

sungguhnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan bingunan dacrah dan sekaligus merupakan sebuah parameter yang

uigen dalam memenuhi kebutuhan manusia, yakni dalam rangka
menciptakan ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasio-

sumber suplai yang terbesar terhadap laju PDRB dacrah. Kondisi
ini bisa terjadi mengingat pertumbuhan ckonomi daerah ini sedang
mengalami konsolidasi dari scktor pertanian kepada sektor lainnya. il Dengan mengacu pada parameter di atas, pembangunan dac-
Persoalan ini sebenarnya sudah menjadi fakta secara ekonomi politik * il di provinsi Gorontalo tanpa terkecuali pembangunan pertanian

bahwa kontribusi pertanian mulai tergeser dengan sektor lainnya. diperuntukkan bagi usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat

Karena itu kontribusi pertanian mulai digantikan dengan industri.. (petani). Pencapaian itu misalnya pada sektor pembangunan agro-

polltan jagung tidak lain diarahkan bagi kemakmuran masyarakat
petani di daerah itu dengan memberikan perhatian yang besar bagi
fembangunan pertanian yang secara terus-menerus dilakukan de-

Definisi yang cenderung melihat segi kuantitacif dari pembangunan:
ini dipandang perlu melihat kembali indikator-indikator sosial yang |
ada. Ketiga, paradigma pembangunan modern memandang suatu
pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Per-

tanyaan yang mendasar adalah benarkah semua indikator ekonomi GamBAR 1. Peta Provinsi Gorontalo

d berik b kemak :
yang ada memberikan gambaran kemakmuran , =

Karena itu, para ilmuwan ekonomi modern mulai mengede- Porowhone=0 (B oo Enlm

pankan penurunan takhta pertumbuhan ckonomi, pengentasan

|§ mABUFATEN SORONTELO UTARS
N 3

garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin:
timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Menurut
Kuncoro (2003), teriakan para ekonom ini membawa perubahan
dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pem-
bangunan harus dilihat dari proses yang multidimensional. Bahkan -
menurut Kuncoro (2000) maupun Todaro (2000), pembangunan
suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai, yaitu: (1) Ketahanan

(sustenance), kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pa-

v Scbdak Utara berbataian dovgan KabBuo! ZTab-Tak
(Sulicag), Scdatsm Barat Bobatisas dogas Kab Dasggakb
(Sulicag). Timwr dgu Kab. Baluasgmeengsadaw Sebell i xoTA coRONTALD
dum Sebelih Sclitam berbatusas dosgan Tohek Tomini. A
! FENDUDUR

+  Luas Wiliysh fem2 RETAMATAN

v Pemdwduk - @asid) ket
= Patemed Lakam 469.649.00 ks,
whelnle diomundnssicnn (48.302,78 Bha 2%)

ngan, papan, keschatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hi-
dup; (2) Harga diri (esteem), pembangunan haruslah memanusiakan
orang, dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah mening-

katkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu; (3) _.
~ Nimber: Provins| Gorontalo
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GaMBar 2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo
2011-2015 (Persen)

2011 2012 2013 2014 2015

® Nasional

® Provinsi Gorontalo

sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo: Potret Capaian Beberapa Indikator Makro
Pembangunan Provinsi Gorontalo 2011-2015

TaseL 2. PDRB Provinsi Gorontalo 2010-2015

RINCIAN 2010 2011 2012 2013 2014 201 ]

PDRB ADHB

1547574 1740653 19.669,72 1212928 2519365 2853848
(Miliar Rupiah)

P ATIE S 1547574  16.669,00 17.987,07 19.367,57 20.77570 22.070,45
(Miliar Rupiah)
PDRB ADHB
Per Kapita 14,81 16,38 18,21 20,15 22,58 258
(Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo: Potret Capaian Beberapa Indikator Makro
Pembangunan Provinsi Gorontalo 2011-2015
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TaBeL 3. Laju Percumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
2011-2015 (Persen)

ategori/Subkategori 2011 2012 2013 2014 2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,75 7,00 6,93 6,44 4,26
['ertambangan dan Penggalian M 6,92 483 2,98 3,36 3,95
[elustri Pengolahan 7,77 8,18 7,99 5,99 4,66
Pengadaan Listrik dan Gas 10,70 11,56 70 = Ta] 1,72

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,

dan Daur Ulang A0 2085l T8 =100 8,05 5,75
Konstruksi 9,41 7,55 7,20 7,85 977

Iordagangan Besar dan Eceran; Reparasi -
Mobil dan Sepeda Motor Wal e 0 805 575

[fansportasi dan Pergudangan 9,14 8,68 8,76 8,57 9,67
lonyediaan Akomodasi dan Makan Minum TIE. 63l B9 B35 805
[nformasi dan Komunikasi 833 835 867 902 980
Jisa Keuangan dan Asuransi 15,03 11,60 5,09 454 10,15

818 978 88 78 82
Insa Perusahaan G e 6 ORI ARG O S

y . .
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 687 470 - S

jib
Jusa Pendidikan : R S TR e 3155 7,14
Inna Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,88 8,44 9,27 8,84 10,64
litsa lainnya 5,00 6,30 6,48 528 492
['oduk Domestik Regional Bruto 7,7 7,91 7,67 Tl s 673

' Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo
pangan Usaha 2011-2015
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ngan memperhatikan kepentingan dan keburuhan masyarakat yang
sebagian besar di daerah pedesaan.

Untuk memperkuat pembangunan agropolitan sebagai bagian
dari pembangunan pertanian, sesungguhnya sudah diperkuat de-
ngan regulasi daerah bahkan nasional sebagaimana diamanatkan
oleh pemerintah pada ranggal 27 Mei 2011 telah mengeluarkan
Perpres No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek in-
vestasi di sektor riil maupun infrascrukeur yang telah melakukan
groundbreaking di berbagai daerah. MP3EI memiliki semangat
mempercepat pembangunan di sektor pangan, energi, dan infra-
struktur. Penetapan koridor ekonomi Sulawesi dan koridor ekonomi
Papua-Kepulauan Maluku sebagai koridor pembangunan sektor
pangan nasional dalam MP3EI (LPIKE 2014).

Dengan demikian, pengembangan ckonomi Gorontalo tidak
terlepas dan harus sinergi dengan Langkah MP3EI (Masterplan Per-
cepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang me-
nempatkan wilayah Sulawesi sebagai koridor IV dalam pengembang-
1n ckonomi Indonesia kurun 2011-2025. Dalam bagian tersebut
wilayah koridor I'V-Sulawesi akan difokuskan sebagai pusat produksi
dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan
pertambangan nasional. Dalam pelaksanaannya akan melibatkan
6 wilayah sebagai pusat ekonomi baru, yaitu Makassar, Mamuju,
Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado dengan komoditas unggulan
pertanian pangan (padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu), kakao, per-
ikanan, nikel, minyak dan gas bumi (migas). Upaya pengembangan
sekror unggulan harus didukung oleh pengembangan infrastruktur
dasar mengingat kondisi yang ada masih sangat terbatas. Pemerintah
Dacrah merumuskan pengembangan infrastruktur dasar meliputi
proyek pembangunan jalan, pengembangan pelabuhan, dan fasili-
tas pendukung lainnya (Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Provinsi
Gorontalo, 2014).
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Kesinambungan MP3EI (2011-2025) sesungguhnya adalah
Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 yang
disusun sebagai arahan dan acuan seluruh komponen bangsa da-
lim upaya pembangunan bangsa harus bersifat sinergis, koordina-
lif, dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak
dalam mewujudkan konsensus visi, misi, dan arah pembangunan
lhususnya pembangunan pertanian yang bermartabat, mandi-
tl, maju, adil, dan makmur~Tujuan penyusunan SIPP adalah: (1)
Menyediakan bahan acuan dalam penyusunan scluruh dokumen
fencana pembangunan nasional maupun daerah; (2) Menghasilkan
[nstrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan
ilnkronisasi rencana pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis; (3)
Membangkitkan energi politik untuk mewujudkan suatu konsensus
nusional rencana pembangunan pertanian jangka panjang; (4) Men-
dorong diskursus nasional perihal arah dan peta jalan pembangu-
llin pertanian jangka panjang yang paling sesuai bagi Indonesia; (5)
Menyediakan bahan acuan bagi teknokrat, ilmuwan, pendidik, dan
imusyarakat (Kementerian Pertanian, 2014).

Dengan memperhatikan kondisi faktual di daerah Gorontalo
sebigai wilayah koridor ekonomi Sulawesi yang memprioritaskan
kebijakan pangan scharusnya arah kebijakan pembangunan provinsi
alo dalam membangun ekonomi kerakyatan menempatkan
ievelopment core (inti pembangunan) adalah pembangunan pertani-
i, yakni agropolitan jagung sebagai basis ketahanan pangan dae-
fh yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat petani.
Iebljukan pembangunan yang ditopang oleh sektor pembangunan
pertanian hanya bisa diukur keberhasilannya dalam mengisi surplus
putigan atau tidak. Menurutnya, harus kita akui bahwa negara besar

swperti Indonesia tidak bisa tidak mengimpor bahan pangan karena
Hilule semua bahan pangan diproduksi di dalam negeri. Jadi, untuk
lehil meninglkackan lagi surplus di sektor pangan, kita harus bisa
i menggenjot ekspor (dalam LPIKP, 2014).
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et dan perlu pengoptimalan program. Sclain tingkat produksi
pili dimaksimalkan hingga mencapai hasil yang diinginkan, tentu
ﬂ i tantangan lainnya adalah kondisi pembangunan pertani-
i sebagai ajang kepentingan politik, misalnya agropolitan menjadi
Junsumsi politik para elit politik yang berasumsi agropolitan tidak
intungkan dan sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa
Agiopolitan sangat bermanfaat bagi kebutuhan hidup masyarakat
i kebutuhan dunia industri. Oleh sebab itu, dengan otonomi
iierih yang diberikan oleh pemerintah pusat harus dikelola dengan
Jalk bersama-sama dengan partisipasi masyarakat yang bersifat de-
Wherative pada sektor pertanian. Hal ini membutuhkan tata kelola

Karena tantangan dan terbukanya peluang terhadap _.umabg@
ngunan pertanian saat ini, scpatutnya pemerintah daerah provini
Gorontalo memanfaatkan situasi dan kondisi dalam mengemba
kan pembangunan pertanian yang berbasis agropolitan tersebult
Berbagai masalah yang dihadapi antara lain adalah dalam menge n
bangkan ketahanan pangan kita di tingkat lokal selalu berhadap m
dengan masalah iklim yang tidak menentu dan pasti akan meng
rangi kapasitas produktivitas yang berdampak pada hasil dan tidal
stabilnya kondisi produk pertanian jagung.

Dengan otonomi dacrah dan pemekaran mulai dari kabupaten

duduk, baik pertumbuhan maupun urbanisasi dari desa ke ko .”“,

kecamatan, dan desa baru yang tentu menimbulkan ledakan per
unp baik bila manajemen pemerintahan dilaksanakan dengan po-

_H::. yang mengedepankan vested interest (kepentingan sesaar) dan
whise of power (kekuasaan sewenang-wenang), bisa dipastikan akan
Winini secara hukum, kebijakan, maupun politik.

Meskipun berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangu-
Iin pertanian Gorontalo cukup besar, masih terbuka lebar peluang
itk meraih kesuksesan dalam mengembangkan pembangunan
pertanian pada sekror jagung yang berdampak pada pemberdayaan
simber daya petani. Peluang-peluang yang harus dihadapi tersebut
dapat dijadikan sebagai modal sosial, politik, maupun ekonomi an-
I lain sebagai berikur.

(1) Arah kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo pada zaman
Fuiel hingga Rusli Habibie menempatkan ekonomi kerakyatan se-
Mgl simbol dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan

mulai berkurangnya lahan karena pertumbuhan penduduk, mal
pasti akan mengancam kelangsungan lahan pertanian Gorontalg

Walaupun berdasarkan data lahan yang belum digunakan masil i diskresi yang melampaui aturan hukum, anomali, maupun

cukup banyak, tetapi dalam jangka waktu yang akan datang ke
beradaan lahan sudah mulai berkurang dan terancam dengan ada
nya industrialisasi, pembangunan gudang penampungan barang i
dustri, pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, dan jug
pembukaan lahan-lahan baru untuk kepentingan tanaman lain se
perti coklat dan kelapa sawit. Hal ini sesungguhnya dapat menga
cam ketersediaan pangan terutama dari sektor tanaman jagu
yang sulit eksis dan berdampak pada usaha pertanian petani yan
sesungguhnya dianggap masih dominan di daerah pedesaan. Ga
baran tentang komoditas palawija provinsi Gorontalo dalam rangl
menopang ketersediaan pangan di daerah maupun nasional tampa

pada Tabel 4, 5, dan 6 tentang luas panen, produktivitas, dan pro WE:____:E:E: daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Arah

duksi komoditas. . hijulkan mereka sebenarnya sudah sesuai dengan amanat otonomi
Terlihat bahwa tingkat produktivitas dan produksi jagung le ierih yang memajukan kesejahteraan dan kemakmuran melalui

bih tinggi dari produksi lainnya, tetapi secara target capaian ters tisler kewenangan kepada daerah;

hadap sejuta ton jagung yang pertama kali didengungkan melalul (2) Kebijakan politik atau ekonomi politik dalam bingkai oto-

agropolitan jagung masih jauh dari harapan secara keseluruhan, noimi dacrah dilakukan dengan membangkitkan semangat parti-

Pemerintah provinsi menganggap capaian tersebut masih di bawal Mpinl masyarakat terutama para petani untuk meningkatkan hasil
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produksi dan upaya menyejahterakan kehidupan mereka, tetapi pe -
lu ada upaya meningkatkan sumber daya petani yang berorientagl
kemajuan iptek dengan didukung oleh political will dan aturan nop
mative (Perda) yang melindungi pada petani. Arah kebijakan poli
tik harus dijadikan sebagai platform dalam kerangka pembentukail
sistem politik lokal yang bersifat berkelanjutan (sustainable) yany
benar-benar berpihak pada pembangunan sistem politik pertani
yang berdimensi pemberdayaan petani, ligkungan, dan nilai-nilal
lokal. f
(3) Membangkitkan kembali penghargaan terthadap pembd
ngunan pertanian yang berfokus pada agropolitan jagung da
pemerintah pusat maupun internasional yang dianggap daerah il
mampu mengembangkan jagung yang memiliki ciri tersendiri df
ngan pola manajemen yang dikembangkan oleh pemerintah daerl
melalui Entrepeneurship Government dengan pendekatan New Ll
lic Manajement (NPM) seperti di negara maju, misalnya Australlf
Dengan penghargaan seperti itu sepatutnya dijadikan sebagai mod
sosial untuk membangkitkan semangat untuk membangun daeral _

funyn icu pemerintah daerah Gorontalo sudah dapat memanfaatkan
, ﬁe_f.:_:;: tinggi yang berada di wilayah tersebut, yakni Universitas
#peri Gorontalo yang memiliki Fakultas Pertanian dengan kualitas
ahieditasi A maupun B untuk diajak bekerja sama dengan pemerin-
.ﬂ..u___ dicrah dalam rangka mengembangkan inovasi pertanian baru,
‘”r_A:_.__z__ ya tanaman jagung, dan memberikan pemberdayaan sum-
._“,w.__ __;:_ petani.
(0) Ketersediaan sumber mm&ﬁ petani yang cukup besar jumlah-
Hyi sepatutnya dijadikan sebagai alac untuk membangkitkan modal
il antara lain melalui kearifan lokal yang menjadi basis untuk
Wenpperakkan ekonomi kerakyatan di desa yang telah dijadikan se-
Wl simbol visi misi pemerintah daerah.
. Dengan tantangan dan peluang ini, maka mudah bagi peme-
Ihtah dacrah untuk mendeteksi berbagai tujuan yang ingin dicapai
ebut dengan melalui arah kebijakan pembangunan pertanian.
Al lebijakan yang menyesuaikan dengan membaca tantangan dan
wliing tersebut dapat dijadikan sebagai penopang dalam melaksa-

melalui agropolitan jagung. ;

(4) Wilayah Gorontalo sebagai wilayah tropis yang sangat i
mungkinkan dijadikan sebagai kawasan maupun hamparan pert oin Tees P “ .
nian yang mendatangkan produktivitas yang tinggi yang didukus " : o AR A

AAui 4, Luas Panen Komoditas Padi Palawija Provinsi Gorontalo (Ha)

dengan sumber daya air yang melimpah. LU SL75%  SI755. 5485, 57991 - 57923
(5) Kebutuhan pangan misalnya produksi jagung untuk kepel il ldang 38 38 2.029 4699 2445
Al + ladang 52811 51193 56.894 62690  59.668

tingan industri sangat meningkat schingga kesempatan ini harus d

manfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan pill I 135754 135543 140423 148816  129.131

petani dengan modal ilmu pengetahuan, pelatihan, dan sebagainy fal 1741 2851 3.367 2802 1375
Berdasarkan kebijakan tentang Strategi Induk Pembangunan ['él Wl fanah 955 1.003 956 1.043 769
tanian (SIPP) 2015-2045 yang antara lain perlu adanya sinergil 172 154 139 98 105
pembangunan pertanian membukakan diri terhadap masyaraled 474 307 364 302 197
teknokrat, ilmuwan, pendidik, dan sebagainya, maka pemeriniyl 260 o o - o

&m@mw Bn.amsmm.mﬁwu,n mc.ﬁvﬁ. daya dan Emn.:sm_ _o_h.u__, yakni perj Wit Hadan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo: Potret Capaian Beberapa Indikator Makro
ruan tinggi. Hal ini sesuai dengan adanya tujuan dari SIPP, dan let
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TaseL 5. Produktivitas Komoditas Padi Palawija Provinsi Goronralo faknn akselarasi pembangunaterahni _nya secara keseluruhan yang

(Kw/Ha) menjadi tugas pemerintah untinenjal lalankan pembangunan secara
Wipndu pada segala sektor. Hini arals-ahnya pada tataran yang di-
Komoditi 201 2012 2013 2014 lptaklan dalam pilar arah kebjfan yansang menjadi visi misi daerah
_ o B0 529 sy, - yng, ,:.EE.:&wm: melalui m&&% pada =a bidang pendidikan, keseha-
Padiladang 255 316 280 236 fn, _.____.mmm:.%Em dan mwo:ogﬁm@ﬁdm.ﬁm:.
: Semua itu untuk mengejketerti ‘tinggalan pembangunan de-
Padi sawah + ladang 51,9 48,0 52,0 50,2 , 5 ; , . .
jijgin daerah lain schingga permnaan |n pembangunan pertanian di-
Jagung 44,6 47,6 47,7 48,4 ] " i S . ;

. ,nm__.__ﬁ_:_: secara cfisien dan cffif secaszara multidimensi yang tidak
Lt L il L bl Jinya dalam mengejar ketahampangaiszan, tetapi juga harga diri ter-
Kacang tanah i I 134 115 Wiiina bagi sumber daya pewmyang ¢ ; selalu menyediakan sumber
Kacang hijau 12,7 17,9 37 15,0 Cungan bagi manusia. Denganinikianian, arah pembangunan daerah
Ubi kayu 1247 123,0 124,6 132,0 YAl antara lain pada pembangan per=e rtanian misalnya agropolitan
Ubi jalar 98,6 99,1 99,9 104,6 " Jigung dapac memberi dampi pada 1 . kemampuan untuk menye-

llglan pangan jagung. Persedn pangra gan jagung tidak hanya me-
luyani kebutuhan masyarakatGontalol 1o, tetapi juga menjadi modal

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo: Potret Capaian Beberapa Indikator Makro
Pembangunan Provinsi Gorontalo 2011-2015
dasar bagi upaya membangunierah se supaya mengalami kemajuan

TageL 6. Produksi Padi Palawija Provinsi Gorontalo (Ton) -l segi pertumbuhan ekonmdan i1 indikator untuk mengurangi

~Whpla kemiskinan.

Komoditi 201 2012 2013 2014 Walaupun upaya arah kelikan pesoembangunan daerah provinsi
Padi sawah 37731 2456660 2902320  303.6266 Lintontalo secara keseluruhanpg didefd engungkan itu bertujuan un-
Padiladang 1480 1200 s6810 110768 fil mencapai akselarasi padau sisi u . untuk mencapai kemakmur-

Wi masyarakatnya, dan sekali di laiisain sisi juga bisa mengurangi
aiijgla kemiskinan dan sebagislusi w untuk meminimalisasi angka
Jagung 6057815 6447540  669.0940  719.780,2 . pengangguran. Akan tetapi, suk mermengejar hal itu tentu masih

Kedelai 2.155,9 3.451,0 4.411,0 4.273,0

Padi sawah + ladang 273.921,0 2457860 2959130 3147034

{etup menghadapi berbagai llala te terhadap pencapaian tujuan,
~ bt (1) Minimnya pemeriniddacraliah menyediakan sumber dana

Kacang tanah 979,0 1.126,0 1.282,0 1.226,9 _
al pe (2 ial, i ma-
P 2183 58 1820 o gl modal trB_um:m.zmm: daul; (2) Struktur sosial, ekonomi ma
. witalat terutama di daerahdrah pegpedesaan maupun pedalaman
i L S e g isih bergelut dengan kemidinn, dabdan hal ini dapat dilihat pada
Ubi jalar 25647 2000 20070 19032 143 [iiinlih angka kemiskinan praisi Gororontalo yang sangat tinggi (li-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo: Potret Capaian Beberapa Indikator Makro

hat ‘Tabel 7), yakni tahun 20fpada sa bulan Maret berkisar 18,32
Pembangunan Provinsi Gorentalo 2011-2015 :
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dan bulan September berjumlah 18,16 %, dan tahun 2016 berkisar
L7.72%.

Sementara angka pengangguran pada tahun 2015 mencapai;
angka 4,65 persen dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) de-
ngan angka penganggur berjumlah 24.101 orang dan untuk 2016
angka itu sedikit berkurang menjadi 21.853.

Lapangan kerja masih mendominasi pada sektor pertanian,
meskipun sektor lain mulai terbuka, misalnya sektor jasa dan in=
duscri. Hal ini disebabkan oleh investasi terhadap sumber ekonomi;
maupun sumber daya alam di daerah ini masih kurang sehingga
lapangan kerja belum terbuka dan menjadi masalah bagi pemerin
tah daerah untuk menanggulangi persoalan ini; (4) Persoalan yang
berhubungan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang siap’
bekerja dan berkompeten terhadap semua lapangan kerja termasuk
pada sektor pembangunan pertanian.

Keterbatasan sumber daya manusia dianggap sangat krusial
bagi @mamazﬁmr daerah, mengingat indikator ini sangat menentu ﬁ.
kan bagi maju dan mundurnya suatu daerah dalam melaksanakari
pembangunannya yang harus menyediakan modal dasar, yakni kes
mampuan masyarakat dalam mengelola daerah. Kondisi ini tidal
bisa dibantah bahwa sejak wilayah ini memelaarkan diri faktor uta :
ma yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan adalah keku
rangan sumber daya yang memadai. Hal ini bukan berarti bahwa
masyarakat Gorontalo tidak memiliki sumber daya yang andal dan
profesional, tetapi orang-orang Gorontalo sebelum menjadi provin
si hingga sekarang banyak yang berkarir di daerah rantau sepertl
Jakarta dan sukses serta terkenal, baik secara nasional hingga mancas

negara di bidang pemerintahan maupun bisnis, seperti mantan press
iden BJ Habibie, John Katili, Rahmat Gobel, dan Arifin Panigoro,
Kekurangan sumber daya manusia secara internal juga &@n%mgs,
oleh banyak masyarakat desa yang melakukan migrasi ke daerah luap
Gorontalo, misalnya Sulawesi Utara untuk mencari kehidupan baru
schingga daerah pedesaan sangat kekuarangan sumber daya yang
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mengelola sektor pertanian. Selain itu, banyak pegawai maupun
iasyarakat tinggal di daerah lain yang sebagian besar di antaranya
imemiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Namun ada
yiung bersedia pulang membangun daerah dan ada pula yang tidak
iau pulang dari daerah rantau. Sehingga masalah yang berkaitan
ilsalnya dengan sumber daya aparatur yang bekerja di sektor publik
Inl menjadi hal yang selalu dicarikan jalan keluarnya. Seperti hal-
Iy pada pascapemekaran daérah dan menjadi provinsi baru, daerah
Inl sangat kekurangan sumber daya aparatur yang mengelola daerah
b, Karena itu, gubernur pertama Fadel Muhammad banyak men-
dutangkan sumber daya dari daerah lain, meskipun hingga saat ini
Lendala tersebut, baik yang berkaitan dengan sumber daya aparatur
i masyarakat yang produktif sebagai angkatan kerja, masih diang-
jp sebagai alasan yang harus diterima. Juga dianggap bahwa daerah
Inf lualitas secara internal yang menjadi sumber utama mengelola
wiliyah yang luasnya kurang lebih 12.435 km2 masih kurang secara
niuslonal dan hal ini bisa dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya
fanusia termasuk di sektor pertanian.

P’enyebab kualitas sumber daya manusia daerah ini masih ren-
il bisa mengutip hasil data yang diuraikan dari laporan tentang
Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Gorontalo (2015) yang
ienyatakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di
ML

rah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin ting-
pi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan
st berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Gorontalo
yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014
indingkan tahun 2010, tetapi masih jauh di bawah IPM nasio-
il sebesar 68,9, Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang
lehili merepresentasikan kondisi saat ini. Rendahnya nilai IPM di
Litontilo sejalan dengan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah

Il yang salah satunya disebabkan karena kurangnya infrastrukeur

injang pendidikan. Hasil penghitungan tersebut menempatkan
Lintontalo dalam klasifikasi sedang dengan IPM sebesar 65,17 di
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TABEL 7. Angka Kemiskinan Makro Provinsi Gorontalo pada Tahun 2011-2016

2016
Maret

2015

2014

2013

2012

2011

Sept

Maret

Sept

Maret

Sept

Maret

Sept

Maret

Sept

Maret

KEMISKINAN

17,12

18,16

18,32

17,41

17,44

18,00

17,51

17,22

17,33

18,02

18,75

Persentase Penduduk

Miskin

4,116

3,076

3107,

3,128

3,29

3,22

3,18

321

2,92

3,67

3,72

Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)

1,466

0,88

1,24

0,832

0,90

0,85

0,90

0,84

0,71

1,01

1,00

Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)

203,19

206,51

206,84

195,10

194,17

198,47

191,44

186,76

186,44

192,24

198,42

Jumlah Penduduk

Miskin (Ribu)
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tthun 2014. Dari 34 provinsi yang ada provinsi Gorontalo bersa-
ima Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
lergolong sebagai daerah yang nilai IPM masih rendah, sedangkan
yung tergolong tinggi adalah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Apa-
bila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan

- lertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Gorontalo
dengan ijazah minimal SMA mengalami peningkatan dari 24,94
persen pada tahun 2012 mefijadi 32,60 persen. Angkatan kerja de-
npan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja

mendukung industrialiasi berbasis sumber daya alam setempat.

TaBeL 10. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

?__a_a___s__ yang Ditamatkan 2012 2015 Perubahan
%50 313.232 303.108 -10.124
SMP 40.380 56.831 16.451
SMA 80.769 108.730 27.961
Diploma I71/11/Akademi 9.378 10.665 1.287
Unfversitas 27.369 54.678 27.309
Total 471.128 534,012 62.884

Simber: BPS, 2015 dan Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Gorontalo, 2015

[paya untuk mendorong nilai IPM supaya meningkat dengan
mendorong penguatan terhadap kualitas sumber daya manusia ti-
il lain adalah memacu adanya peningkatan tingkat perbaikan hi-
(up masyarakat Gorontalo terutama yang berkaitan dengan petani
yiung sejalan dengan pembangunan pertanian di daerah ini. Khusus
yinp, berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kebijak-
ih pembangunan agropolitan jagung tidak lain adalah untuk meng-
dtinl persoalan target tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran
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TaseL 8. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, | T'aper 9. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Agustus 2011
Feb 2011 s.d. Feb 2016 ; & Agustus 2015
JENIS Feb  Agust Agust  Agust  Agust  Agust Feb i Agustus 2011 | Agustus 2015
KEGIATAN 2011 N.c.._._ 2012 2013 2014 2015 ue._d,w . ' Pekerja tidak Pekerja tidak
. : penuh Pekerjapenuh  penuh Pekerja penuh
Bekerja 437.459 445242 455322 458930 479137 493.687  541.549 ! L (<35jam) (+35) Pwmg.m:& ?wu% $nl
Pengangguran 21120 32178 21312 19.883 20919 24101  21.853 LAPANGAN USAHA Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
3 Pertanian, perkebunan, 76392 4485  BB741 31,64 74909 48,65 96195 28 3:
Sekolah 71393 39219 27.088 76509 @ 84.448 78.825 79.484 kohutanan, perburuan, i
perlkanan
MSguiLs $38 185526  152.535 :
Biiah Tt 162.649 170790 192.088 182.719 174. . : . ['ortambangan & Penggalian 2362 139 12533 447 2681 174 11649 3,43
k- Industri 14.278 ]
Lainnya 24979 57832 65917 41038 36875 31367  25.830 S o el R R G L, (e T
; LIstrik, gas, air minum 0,00 182 0,06 384 0,25 574 0,17
Mam____mf 717600 745261 761727 779079 795817 813506 821251 S Konstruksi 287 38 12 815 6887 447 0599 665
u : Perdagangan, rumah makan, ~ 23.047 13,53 43.515 1552 22661 1472 74839 22,03
mum”&g 458579 477420 476634 478813 500056 517788 563402 : A bomodsi
] _ : Itansportasi, pergudangan, 6.161 3,62 28261 1008 4957 322 29362 8,64
Hmmc:_ﬂ”%marm, 259021 267841 285093 300266 295761 295718 257849 pamunikas
: i % Lembaga keuangan, real 1323 0,78 5069 1,81 1484 096 5963 1,76
Tingkat ) iilate, usaha persewaan
Pengangguran 4,61 6,74 4,47 4,15 4,18 4,65 3,88 .
Terbuka (TPT) lisa kemasyarakatan, sosial, 405280 2403 50264 1792 27082 17712 75577 22,25
. : Jierseorangan
Tingkat
Kesempatan 9539 9326 9553 9585 958 9535 96,12 _ [01Al 170329 100 280438 100 153969 100 339778 100
Kerja (TKK) ] .
s ‘Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Potret Capaian Beberapa Indikator Makro
Faiing 6390 6406 6257 6146 6284 6365 6860
Angkatan
Kerja (TPAK)

Sumber: Badan Pusat statistik Provinsi Gorontalo, Potret Capaian Beberapa Indikator Makro
Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015
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1

masyarakat Gorontalo. Hal ini sangat terlihat pada fondasi kebijak
an pemerintah daerah bahwa provinsi Gorontalo sebetulnya telal
melakukan langkah-langkah kebijakan antara
ngunan pertanian yang berfokus pada agropolitan jagung. Kebijak
an ini yang sempat didengungkan sejak masa kepemimpinan Faddl
Muhammad sejak tahun 2002 dengan anggaran dana APBN dai
APBD telah membawa harum nama Gorontalo di tingkat nasional
hingga luar negeri. Kegigihan Fadel dalam membangun ketahan
an pangan melalui agropolitan jagung menyebabkan ia beberapi
kali mendapat penghargaan dari Presiden Megawati Soekarnoputil
hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan agropolitan jagunj
diambil sebagai sebuah kebijakan yang tidak banyak popular bahkan
dianggap lelucon di kalangan elit policik. Namun, dalam memu
luskan kebijakannya ia mempunyai alasan saat itu yakni Indonesid

lain melalui @05_9,..

|
masih tergolong sebagai yang masih mengimpor jagung sebanyal g
1,5 juta ton. Dengan alasan itu kebijakan yang diambilnya adalah
menjadikan Gorontalo sebagai daerah penghasil dan penyangga ja
gung. Karena itu, untuk mengamankan kebijakan tersebut dikelus
arkanlah Peraturan Daerah (Perda) sejak tahun 2003 untuk melin:

dungi para petani dari tengkulak yang mempermainkan harga jual

di masyarakat. 1

Dengan resonansi kebijakan yang bergema di tingkat lokal
hingga nasional yang dilindungi dengan aturan normatif melalul
Perda, maka ada beberapa hal yang dianggap berhasil dengan kebis
jakan agropolitan jagung ini sebagai berikut. Pertama, bagi petan
dianggap ini sebagai berkah karena harga jual jagung ditetapkan
Rp900 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp300 per kilogram,
Bahkan Fadel menyatakan bahwa siapa pun harus membeli _.mm::m“
dengan harga minimal Rp900 per kilogram (waktu icu) dan jika
ada yang membeli di bawah harga tersebut dinilai melanggar Perda
dan bisa ditangkap. Kedua, sebelum kepemimpinan Fadel rata-rata
produksi jagung rakyat paling banyak 1,5-2 ton per tahun, tetapl
setelah kepemimpinannya dengan memprioritaskan kebijakan jas
gung dan melindungi harga jual, maka produksi mencapai 4,5 ton
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ihlun sampai 8 ton per tahun. Ketiga, kehidupan ekonomi para
| mulai membaik dengan penghasilan bersih Rp3-4 juta. Ke-
jipat, produksi jagung Gorontalo memasuki pasar internasional di
ien Selatan, Singapura, dan Malaysia dengan ekspor kurang lebih
75,000 ton per tahun yang pada awalnya hanya 70-80 ribu ton per
litin, Kelima, jagung Gorontalo terkenal tidak hanya di Asia, teta-
| up di Afrika, bahkan presiden Gambia berkunjung ke Goronta-
dun melihat sendiri budi daya jagung (Sabar, 2006). Kendatipun
n Fadel resonansinya begitu menggema, tetapi dengan janji
nnya yang menempatkan Gorontalo pada tahun 2007 seba-
| penghasil jagung sebesar sejuta ton tidak terrealisasi dengan baik,
dhilan sampai ini target tersebut tidak bisa dicapai. Oleh kelom-

ik penentangnya (oposisi) janji tersebut dianggap sebagai mimpi

dlaln dan pasti tidak akan tercapai. Bahkan Fadel dianggap men-
il sensasi secara politik di tingkat nasional supaya terkenal karena

Aipgln menjadi pejabat politik seperti menteri, malahan lebih dari
Ii4i Hadel dianggap oleh masyarakat Gorontalo yang fanatik dengan

.”rv_:_

M,

npinannya layak menjadi wakil presiden Republik Indone-

Setelah generasi kepemimpinan berikutnya, resonansi kebi-

. Jalian agropolitan jagung mulai redup dan diduga karena kepen-
Wigan politik para elit politik yang tidak suka dengan kebijakan ini.

Menurut Jusdin Puluhulawa, keridaksukaan kepada Fadel Muham-
il terutama kebijakannya misalnya agropolitan jagung tidak lain

atlilih

Sebelum munculnya provinsi Gorontalo, Fadel tidak pernah terkenal
(i dacrah ini. Yang dikenal orang dari sekian elit politik di tinglkat
[kl wakeu itu i Sulawesi Utara antara lain Pak Pakaya yang selain
pengusaha terke nal juga politisi dari partai Golongan Karya. Kare-
i i, pada saac terbentuknya provinsi baru hampir semua elit ma-
kac mengin ginkan beliau menjadi gubernur di daerah ini. Kega-
ayi me njadi gubernur menjadi salah sacu pemicu konflik elic
Nl lokal di claerah ini dan dampaknya kebijakan Fadel pada saat
menjadi gubernur banyak penolakan dari pejabat politik maupun elit

Wy
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dan termasuk yang dikritik adalah agropolitan jagung yang saat mﬁc.m
bisa menghasilkan sejuta ton dan hingga kini upaya itu tidak pernah
gal 12 Juni 2017).

ada. (wawancara tang,

Namun demikian, bila dilibat dari sisi kebijakan tentang pemba-

ngunan pertanian terutama dalam menciptakan ketahanan pangan,

maka sesungguhnya kebijakan agropolitan sepatutnya didukung

dan dilanjutkan karena sedikicnya telah mampu membangkitkan
| bagi masyarakat petani di desa. Pada awal-

semangat secara massa B el ; |
; K terkoordinasi dengan baik dan para

nya kegiatan pertanian tida

etani hanya mengerjakannya m.m .
mnac%mu diperkenalkan pertanian modern dan wm:mmﬁ?:mmw ke-
ctani misalnya pupuk dan pembibitan,

cara manual dan tradisional yang

pada petani, bantuan para p
dan sebagainya. Karena itu,

masih perlu dikemban ] ;
WMHW% ﬁmumws»: jagung sebagai salah satu komoditas andalan dae-

rah ini. Untuk itu harus disadari bahwa ODHOD.S.MO har cm. didorong
lebih jauh untuk menjadikan kembali daerah ini mmvm.mE w.mmmwaf,,
an pangan daerah hingga pasional, walaupun patut diakui bahwa
kelemahan pada pembanguna? pertanian di Gorontalo adalah mm_.,.”
modalan, lemahnya dukunga® pemerintah daerah ﬁmarmamm%n_u?
jakan jagung, bahkan dikatikan oleh masyarakat bahwa kebijakan

‘aoune dari zaman Fadel hingga Rusli sebagai gubernur dianggap:
R kebijakan yang tidak menentu sebagaimana dikatakan oleh

dengan kondisi perekonomian daeraly
gkan, maka salah satunya harus men-

sebagai
seorang informan berikut in.
| Muhammad agropolitan menjadi terkes

Pada saat Gubernur Fade . .
sendiri mempertanyakan apa sebesar itu

1 ang (ki)
MMM MMM%MMHMMM: erﬁs jagung Gorontalo hebat, dan pada zaman

i j idak lagi kedengaran, kalau’
lihat progm jagung tidak lag garan, kalaus
ps o e ok bagi petani kita dan kalau pemerintah

daerah turun tangan bisa jadi hasil itu dapat menyejahterakan mereka
dan memang diakui mash banyak kendala dihadapi oleh petani bail¢
modal, penguasaan (masalah pertanian, termasuk juga permainan hars
ga yang rendah (wawancia ranggal 3 Juni 2017).

mau jujur jagung itu cot
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Tasec 11. Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia Sektor-Sekror
Perekonomian Indonesia Tahun 2013 (dalam Persen)

) Univer-
ktor SD SMP SMA SMK  Diploma sitas
[urtanian 73,9 15,7 7 25 0.3 0,5
['srtambangan 527 - 73 15,7 8,6 2.2 3,7
[ndustri 384 237 187 AR 15 29
Llstrlk, Gas, Air 127 16,8 285 26,8 63 10,9
llangunan 51,6 25 17 84 09 29
fiagangan, Hotel, 39,1 74 A SR e W 37
tlan Restoran
finsportasidan w7 Bl Sp g v 42
[munikasi ’ : ! / ;
lnsa Keuangan 8,7 9,5 28,2 16,1 9.8 D77
Jina laln-lain 21,4 12,8 209 10,7 9 24,9
Total 48,6 18,3 15,6 8,6 27 6.2

Masalah yang dikemukakan oleh informan meskipun tidak
weir detail menguraikan berbagai masalah yang dihadapi dalam
tinia pertanian, tentu kalau kita membaca di berbagai literatur dan
melihat kondisi empiris yang dihadapi oleh petani di Gorontalo,
watinppuhnya secara diakronis (latar belakang sejarahnya) adalah
finlah lama yang dihadapi dalam membangun kerajaan pertanian,
Byadle ol tinglkat nasional hingga daerah. Kalau mengutip data BPS,
Sakernas (2013) yang lama yang saat itu baru saja terjadi peralihan
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jabatan Gubernur Gurnar Ismail kepada Rusli Habibie menunjuk-
kan sebagai berikut. ]

Jika membandingkan data di atas dengan data misalnya lapor-
an BPS bulan Agustus 2013 menunjukkan bahwa kualitas sumber
daya manusia (SDM) sektor pertanian berada pada posisi paling
rendah daripada sckror lain. Latar belakang pendidikan Bmm%mam.u_
kat yang bergerak di sektor pertanian menunjukkan bahwa 73,9%°
mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak lulus]
SD. Sementara untulk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
yang lebih tinggi hanya 7,1%. Hal ini diperparah dengan tingkat
produktivitas tenaga kerja pertanian yang paling rendah di antard
sektor-sektor perekonomian lainnya. Data BPS pada tahun 2012
menunjukkan bahwa seorang petani/nelayan hanya menyumbang=
kan produktivitasnya terhadap perckonomian nasional sebanyak:
Rp30,6 juta per tahun, sementara tingkat produktivitas per tena-
ga kerja di scktor pertambangan mencapai Rp607 juta per tahun
(Sumber BPS, Sakernas, 2013 dan LPIKE 2014). |

Karena minimnya kualitas sumber daya petani dan kondisi-
pembangunan pertanian di tingkat lokal yang masih menunjukkan
bahwa ciri masyarakat petani kita masih tradisional, maka untulk
mengeksplorasi sumber daya alam pertanian di daerah ini mem-
butuhkan sumber daya petani modern yang andal dan profesional.
Minimnya kualitas tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu
sumber daya pertanian belum maksimal memberikan produktivi-
tas yang membanggakan bagi kepentingan, misalnya sektor perta-
nian terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan, yaitu kedaulatan
pangan agropolitan jagung. Secara alamiah kondisi pembangunan
pertanian kita masih menempatkan ciri masyarakat petani Goronta-
lo dalam kondisi transisi dari masyarakat petani tradisional menuju
masyarakat petani yang modern. Namun demikian, kondisi transi-
si ini sesungguhnya sering kali tidak diimbangi oleh perilaku para
petani jagung yang tidak punya inovasi bahkan sangat bergantung -

antara lain dengan musim, kepada pemerintah sebagai pemberi ban-
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tan, dan pula kepada tengkulak. Hal ini misalnya dikatakan oleh
pira petani tradisional bahwa:

Di lapangan memang pemerintah banyak memberikan penyuluhan,
bantuan, dan sebagainya, tetapi kami tetap melihat waktu yang tepat
untuk menanam, dan biar pemerintah menganjurkan bibit ini yang
dlitanam, tetapi kami di sini banyak memilih jagung yang paling cepat
dipanen dan mudah untuk dijual supaya dapat uang bagi kebutuhan
lain terutama untuk beli keperluan anak sekolah (wawancara tanggal
3 Juli 2017).

Schingga kelihatannya petani, terutama petani jagung, masih
sehagian besar mengidentifikasi dirinya dalam ruang yang tradisio-
il dan enggan untuk mengubah perilaku menjadi petani sukses
dun profesional. Dengan parameter tentang ciri masyarakat petani
il Gorontalo, maka secara tepat kita meminjam kembali analisis dari
keclua pembilahan sosial para sumber daya petani antara masyarakat
petani tradisional dan modern dari Scott (1993) yang mencoba men-
jeluskan antara dua istilah peasant (petani tradisional termasuk bu-
fih tani) dan farmer (petani maju). Scott sendiri meminjam istilah
il seorang antropologi Redfield yakni peasant (petani tradisional)
antara lain dalam pencirian peasant culture yang disebut juga tradisi
iundah yang dibedakan dengan tradisi agung yang sering diidentik-
kin dengan farmer sebagai petani maju dan modern. Sebagaimana
dikemukakan di atas bahwa masyarakat petani Gorontalo masih
irpolong sebagai petani yang sedang melakukan konsolidasi petani

ional menuju petani modern.

Dengan meminjam analisis Scott tadi dapat dikatakan bahwa
st Ini dengan mulai adanya intervensi kebijakan pemerintah dae-
filt mulai dari zaman kepemimpinan Fadel Muhammad hingga
[Lusli [ abibie selangkah demi selangkah secara umum mulai meng-
aimbil kebijakan dalam bentuk perhatiannya terhadap pembangun-
i pertanian. Misalnya kebijakan Gubernur Rusli Habibie tentang
program prioritas yang dianggap strategis adalah peningkatan pro-
dihsi dan produktivitas pertanian secara menyelurub dan pengembang-
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i itu sendiri pada ymunya misalnya diukur dengan Nilai Tukar
i (NTP). Dalam konteks Nilai Tukar Petani jagung tentu me-
tipakan bagian yang tidalk terpisahkan dari kebijakan Nilai Tukar
Wiani (NTP) dalam mengukur kesejahteraan pada konteks pencip-
lin kedaulatan pangan,

Untuk lebih jauh memahami argumentasi ini alangkah baik-
=<._ liita melihat kembali yang dikatakan oleh kelompok perumus
rn_.:,._h._: dan peneliti yang tergabung dalam LPIKP (2014) bah-
.S__ (ujuan kedaulatan pangan di Indonesia akan tercapai apabila
N1P-nya positif, yaitu adanya margin dari total biaya produksi
. :_:._. dikeluarkan oleh petani. NTP yang positif tidak serca-merta
tkan dari ketersediaan lahan pertanian yang memadai, tetapi
Jipi oleh sejauh mana produktivitas pertanian terlaksana. Dengan
Welihat argumentasi seperti ini dan dikaitkan dengan data di bawah
il menunjukkan NTP jagung di provinsi Gorontalo masih jauh
it yang diharapkan mengingat sasaran strategis kebijakan politik
Jitanian di daerah ini tidak lagi agropolitan jagung sehingga pe-
_»= n kebijakan policik pertanian secara otomatis memengaruhi
iy maupun hasil produktivitas. Hal ini diperparah lagi karena la-
Jjn pertanian jagung tidak memadai mengingat pemilikan lahan
Jiapl petani jagung sangat minim yang bisa berdampak pada masalah

juelulesi. Nilai Tukar Petani (NTP) jagung dalam meningkatkan
, “m:_.v___:._.zamz dikatakan sendiri oleh petani bahwa:

an kawasan pertanian yang terintegrasi serta penguatan kedaulatan
ngan. Akan tetapi, secara absolut (mutlak) belum merambah pad
kepedulian terhadap nasib petani (termasuk petani jagung). Kondf
ini misalnya dapat dilihat dengan bagaimana meningkatkan ha
ga diri para petani jagung dalam meningkatkan harkatnya sebag
petani yang memiliki andil besar dalam pembangunan daerah, yaki
meningkatkan atau memberdayakan sumber daya mereka menja
petani maju dan modern, dengan cara merangsang dan memb:
inovasi, pengetahuan, serta pelatihan terhadap mereka sehingga &
cara nyata tetjadi pemberdayaan. 4
Mengapa begitu penting membicarakan antara pembangu
daerah dan lapangan kerja yang melibatkan sumber daya petani
Gorontalo? Tentu ini tidak terlepas dari upaya dalam mengejar "
tertinggalan dalam meraih tingkat kemajuan maupun kemakmu 1
daerah di provinsi Gorontalo di era otonomi daerah saat ini.
mun demikian, kondisi ini tentu sangat tergantung pada seberaf
jauh daerah ini dalam mengejar standar kehidupan yang baik _u
masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang dibangun antara lal
melalui pembangunan pertanian yang terpadu sangat ditentuld
oleh sejauh mana tingkat produktivitas sumber daya ekonomi pi
tanian maupun sumber daya nonekonomi pertanian yang teraki
mulasi dari berbagai multidimensional. Hal ini hanya dapac dilal
sanakan secara bersamaan dan tidak ada yang lebih prioritas atd
hegemoni dari yang lain dengan parameter sumber daya alam,
dal, dan sumber daya manusia, yakni sumber daya petani.
Karenanya akumulasi antara sumber daya ekonomi dan nof
ckonomi tersebut mampu menciptakan adanya harapan terhad !
kedaulatan pangan di daerah yang merupakan lingkaran yang ticlil
terpisahkan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan petani. Until
itu, dalam konteks menciptakan kedaulatan pangan lokal di provin
si Gorontalo tersebut harus berpihak pada kesejahteraan sumb
daya petani jagung yang memadai dan berlaku secara terus-meneri
dalam rangka perbaikan taraf hidupnya. Kesejahteraan sumber day

i} mi sebagai petani bila dibandingkan dulu tanaman jagung su-
iih meningkatkan pendapatan dan ini terbukei dapat membantu
liebutuhan-kebutuhan lain bagi anak-anak sekolah. Dan kebetulan
linrpa jagung sucah mulai bagus dan selesai dipanen langsung ada
yung, membeli, yaicu wmn_mmm:m. Pendek kara kami sudah merasakan
liegunaan menanam jagung apalagi pemerintah membantu kami se-

hipai petani (wawincara tanggal 15 Juni 2017).

Alcan tecapi, ketika mengukur Nilai Tukar Petani (NTP) jagung
Pl mampu membiwa kesejahteraan bagi mereka ditanggapi oleh

Sy arakar bahwa:
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Dari dulu tujuan agropolitan jagung untuk meningkatkan kesejahres
raan masyarakat lebih khusus para petani, terapi kalau kita lihat di
desa-desa masih banyak masyarakat yang masih di bawah garis ke
miskinan. Memang harus diakui pemerintah telah banyak berbuat
dalam membangun perranian, apalagi pemerintahan Gubernur Rusli
Habibie, tetapi kenyataannya itu tadi bahwa yang paling w\&ﬁ bu-
kan perani, melainkan pedagang jagung (wawancara tanggal 15 ?nm
2017).

Dengan mengukur Nilai Tukar Petani dan tingkar kesejahteraar
dapar dikatakan bahwa bilamana sumber daya petani diikuti oleh
ketersediaan lahan pertanian yang luas, maka secara otomatis pro=
duktivitas nilai dari pembangunan pertanian dalam hal agropolitan
jagung bisa membentuk tingkat pendapatan petani sehingga Nilai
Tukar Petani (NTP) cukup meningkat, dan pada akhirnya dapag
menjadi penentu bagi pendapatan per kapita masyarakat daerah rers
utama petani jagung (lihat Tabel 12). _

Kebijakan apa saja untuk meningkatkan NTP yang bisa mengs
untungkan para petani jagung? Salah satu cara untuk memahami
masalah kebijakan ini antara lain: pertama, adanya kehendak policilk
pemerintah provinsi Gorontalo yang memiliki bobot pro populig
yang identik dengan petani jagung; kedua, pemerintah provinsi harug
melihat kembali kebijakan Fadel Muhammad dan berusaha melans
jutkan kembali dengan usaha untuk menitikberatkan pada members
dayakan petani jagung dengan membuat kebijakan membantu para
petani misal mulai penyediaan bibit, pupuk, hingga dukungan in«
frastrukeur. Sesungguhnya kebijakan Gubernur Fadel Muhammad
bila diteruskan menjadi kebijakan permanen dalam politik pertanis
an di daerah, dengan membuat masterplan terhadap lahan pertanian:
jagung, mendorong gairah para petani turun ke ladang pertanian
jagung, dan sekaligus melakukan peningkatan sumber daya petani

melalui pendidikan, frzining, dan sebagainya maka secara otomati§
akan terlihat implementasi kebijakan dengan memberikan outpuly

yakni umpan balik dari para petani jagung melalui peningkacan pros
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duktivitas dan produksi. Dengan demikian, perubahan kebijakan
yang didukung oleh perubahan pola pikir petani melalui pember-
dluyaan sumber daya petani akan menghasilkan kontribusi terhadap
pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang positif bagi petani ja-
jing yang bisa mendatangkan kesejahteraan.

Tager 12. Nilai Tukar Perani (NTTP) Provinsi Gorontalo
Tahun 2011-2015

123,60

113.60 113.92

114.16 110,33 AR

114.7

. 10234 |

80.00 85,58
00,00 :
_ 40,00
- 20,00
0.00 g
=== NTP Gab ====NTP-Tanaman Pangan NTP-Hortikultura
Slimher: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Potret Capaian Beberapa Indikator Makro

Bila melihat kepedulian kebijakan Gubernur Fadel Muham-
mid terhadap masyarakat Gorontalo, tanpa terkecuali masyarakat
petani dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain pertumbuhan
tlionomi, infrastruktur meningkat, kemiskinan menurun, dan pro-
dulesi jagung sudah meningkart di kalangan para petani. Untuk lebih
[elas dapat dilihat pada Tabel 13.

Salah satu perkembangan yang menggembirakan di provinsi
Ciorontalo dari sekian banyak perkembangan lain yang ada dalam
pembangunan di daerah ini antara lain kebijakan pembangunan
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pertanian pada sektor agropolitan jagung yang telah meghasilkan
produksi yang luar biasa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di
atas. Sesungguhnya kebijakan yang dinilai positif bagi pengembang-
an agropolitan jagung yang minimalnya dapat memberikan nilai
kescjahteraan bagi petani sebagaimana ditempuh oleh kebijakan
sebelumnya, yakni di zaman Gubernur Fadel Muhammad sangat
mirip dengan yang diinginkan secara nasional dengan perolehan
dari N'TP tidak serta-merta didapatkan dari ketersediaan lahan yang |
memadai, tetapi juga ditempuh oleh sejauh mana produktivitas per-
tanian terlaksana. Produktivitas bukan hanya diperoleh dari upaya -
intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian itu sendiri, melainkan juga -
dari dukungan kebijakan terhadap hal-hal yang di luar kapasitas
masyarakat pertanian atau para petani, seperti kebijakan pembenih-
an, kebijakan infrastrukeur pertanian, dan kebijakan-kebijakan lain-
yang mendorong produktivitas pertanian. Bahkan lebih jauh Nilai
Tukar Petani (N'TP) sangat didukung pula oleh Usaha Tani Bersama
(UTB) yang ditujukan untuk mengatasi kelemahan pengembangan
usaha tani berbasis komunitas yang dapat meningkatkan daya tawar
posisi petani. Model UTB ini sangat membantu petani dan memu-
dahkan konsumen dalam transaksi dan kegiatan usaha pertanian,;
memutuskan siklus utang yang mengancam banyak petani yang ha-
rus meminjam uang di awal musim tanam dan kemudian berharap
untuk membayar kembali pada akhir masa panen (LPIKE, 2014).
Bila dilihat berdasarkan data dan argumentasi analisisnya dapat
dikatakan bahwa nilai tukar petani dan tingkat produktivitas agros
politan jagung menjadi dasar bagi kekuatan para petani untuk bers
daya saing karena produktiviras sangat tergantung pada banyaknya
produksi yang dihasilkan oleh para petani. Akan tetapi, masalah
yang menjadi tantangan bagi para petani jagung sebagai kontributor
bagi pembangunan pertanian dalam mencapai kedaulatan pangan di
daerah adalah seberapa besar peran petani yang didukung oleh ke
bijakan pemerintah daerah terlibat secara deliberatif dan didukung
oleh arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable)

llab 3 Penataan Sumber Daya Manusia pada Sektor Pertanian Jagung 2

dalam bidang pertanian dan diikuti oleh upaya merangsang para
petani jagung menuju kondisi yang memicu pertumbuhan hasil
produktivitas dalam jumlah besar dan berkualitas.

Dalam perkembangan pembangunan daerah yang modern, nilai
siplai dari pertanian sangat menentukan umpamanya produktivi-
L agropolitan jagung yang sangat tergantung antara lain pada per-
mintaan dunia industri, tingkat persaingan usaha, dan kemampuan
petani yang memadai karena permintaan industri yang melalui eks-
por terhadap sumber daya pertanian lokal seperti jagung menawar-
lin kesempatan yang lebih besar terhadap permintaan perdagangan
g Kebutuhan akan jagung tidak hanya berdimensi perdagang-
i antarpulau di Indonesia, tetapi juga sudah merambah antar-
Nepara seperti pernah terjadi di zaman Gubernur Fadel Muham-
mid yang melakukan resonansi dari kebijakannya secara nasional
hihlan internasional. Ini sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan
Sibur (2006) bahwa produksi jagung tidak hanya dinikmati petani
Linrontalo, tetapi juga pasar dunia, di antaranya Malaysia, Korea Se-
litin, dan Singapura. Gorontalo telah mengekspor jagung 275.000
lin per tahun, yang tadinya cuma 70-80 ribu ton per tahun.

Dengan demikian, secara praktis dibutuhkan strategi yang lebih
fiju yang disertai oleh manajemen yang baik terhadap kepedulian
siniber daya petani sebagai usaha untuk memenuhi segmentasi ke-
biitihan hidup, dunia industri sebagai pelanggan terhadap produk-
il agropolitan jagung. Perlunya strategi dan manajemen yang jitu
dalim mengembangkan agropolitan jagung harus didukung  iklim
Jiang mampu menyesuaikan bukan hanya petani, tetapi juga polit-
Wl will rerhadap pemberdayaan pertanian sebagai aset besar bagi
Hisyarakac pedesaan. Karenanya untuk mengimplementasikan ke-

Wijalan tersebut dibutuhkan penyesuaian nilai-nilai modern dalam
nnpinan pertanian termasuk sumber daya petani. Meskipun
dilinn membangun kerajaan agropolitan jagung sudah dimulai sejak
s Padel Muhammad, tetapi secara umum harus diakui bah-

= W terfadis peningkacan produktivitas, tetapi cita-cita Fadel untuk
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TaseL 13, Perkembangan Provinsi Gorontalo ‘I'aBEL 14. Produksi Jagung 2001-2005
dari Tahun 2001-2005
Jumlah Produksi (Ton)
Indikator 2001 ;
_ 70.000
Pemerintahan Kab/kota 2 kab-1 kota 4 kab.
< 5 - 132.687
APBD-APBN 75,62 miliar-70 miliar 262,82 miliar-1,
Pertumbuhan Ekonomi 5,38% 3t e
PDRB Per Kapita Rp2.249.653 Rp4.532.458 275.846
Investasi 230 miliar 2,5 triliun 400.059
Jemaah Haji 238 orang 806 orang « Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontala dan Tulisan Asep Sabar, 2007
Dermaga 1.440 meter 1.91 :
) Tane F Ant 1:
ISl Menuicbelabiuhan — 1708 meter I'aper 15. Ekspor dan Perdagangan Antarpulau
Jumlah Penumpang 45.992 orang 501.35 e Ekspor (ton) Antarpulau :o__g‘
Runway Bandara 1.850 x 30 meter 2400 x ol _
; - 0 6300 :
VIP Room Bandara 100 meter persegi 300 meter pers 5
& 2007 6.700 -
Kemiskinan 72,34% 28,89%
] = 18.970 .
Produksi Jagung 70.000 ton 450.000 ton
Produksi Padi 72.150 ton 167.100 ton s Lk
Produksi Perikanan 19.771 ton 46.000 ton ( 00 ol p

Sumber Bappeda Provinsi Gorontalo dan Tulisan Asep Sabar, 2006

mencapai satu juta ton jagung pada tahun 2007 tdak ﬁﬁ..n.,ﬁp_m,..
bagaimana diimpikannya untuk mengantarkan agropolitan jagl
sebagai kebijakannya yang memiliki nama secara nasional balil
dunia. Dengan menempatkan namanya sebagai Ketua Umum [
wan Jagung Nasional (DJN) dan membangun Gorontalo [nte
tional Maize Information Center (GIMIC). Ketidaktercapaian lel
jakan ini seperti dikemukakan di atas antara lain karena tiada _
dukungan politik para pemimpin daerah, yakni para F__.x:_r i
juga minimnya sumber daya petani dalam menciptakan tingkat pi

L Jullsar Asep Sabar, 2006

{ltan manpun produksi yang sesuai standar nasional maupun
iAol

Fiulitas sumber daya petani yang masih minim sesungguhnya
Al ilip dengan analisis dari Seers (1973) yang mendefinisikan

.,_::____ nin dalam konteks tujuan sosial yang berorientasi pada
Wt kerja, pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan ke-

hun polok. Scjarah mencatat bahwa negara yang menerap-
patadigma pembangunan berdimensi- manusia telah mampu
Cinbing, meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam
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yang melimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini meru i yang kaya dan miskin. Jurang garis demarkasi pada lapangan
pakan basis dalam meningkatkan produkdivitas fakror produksi s
caa vl | {Ja petani misalnya petani jagung mempunyai hasil yang tidak

Dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengembangl
pembangunan pertanian melalui agropolitan jagung dalam ranghi
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pad
keunggulan kompetitif yang mampu menghasilkan nilai produkti
tas jagung yang memadukan sumber daya, modal, lahan pertanian
dan sumber daya petani untuk menghasilkan produk jagung yang
menjadi sektor jasa bagi kepentingan industri. Daerah Gorontalt
yang masih mengembangkan diri melalui pembangunan daerahny,
untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnyi
adalah membangun pertanian yang produktif berdasarkan penge
tahuan, pelatihan, bimbingan teknis, wawasan, dan inovasi unt il
menciptakan pertanian yang kompetitif.

Untuk mencapai pengembangan pertanian yang produktif de
ngan melibatkan sumber daya petani yang komperitif, ada beberapi
program pengembangan agropolitan jagung yang ditempuh sejal
zaman kepemimpinan Fadel ketika program ini dijadikan program
prestisius dalam pembangunan pertanian, yaitu: melalui bimbingan
teknis/penyuluhan pertanian jagung dan penerapan paket teknologl
selain penyediaan sarana produksi jagung, penyediaan dan pengems
bangan alat mesin pertanian, dan penyediaan modal usaha (Sabar
2000). .

Jikalau pembangunan daerah Gorontalo melalui arah kebijaks
annya mengabaikan pembangunan pertanian yang andal dan sum«
ber daya petani, maka dipastikan semakin melebarnya jurang pemis
sah terhadap tenaga kerja perani dengan tenaga kerja lainnya, bailé
yang bekerja di sektor jasa, industri, maupun privat sehingga akan
memunculkan terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat yang
berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah,
dan petani termasuk dalam kategori ini. Di sinilah dalam teori sosial
bahwa proses dan dampak pembangunan akan menciptakan jurang

bifu (i sekror nonpertanian dan pertanian terutama bagi tenaga

whpuntungkan bagi mereka. Saat ini di sebuah daerah dengan
Wikes pembangunan ekonomi, peran masyarakat dalam lapangan
“pebiet]nan sangat menencukan dan harus disertai dengan inovasi tek-
Wilogl dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini tentu akan
Wemmberi efek bagi modal penghasilan mereka.

~ Pada kasus ini peningkatan sumber daya manusia, dalam hal
Wl petani, diarahkan bagaimana mereka memiliki inovasi teknolo-
) yiang tentu didapackan dari pendidikan dan pelatihan. Dengan
demlldan, dalam konteks pembangunan daerah mereka menjadi
?.m dari kelompok ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian
enumbuk modal bagi kepentingan pembangunan ekonomi. Da-
ﬁ_: lonteks ini kita mengutip yang dikatakan oleh Sachs (2006)
lihwi dalam proses pembangunan ckonomi dan inovasi teknologi
yung dihubungkan dengan teori perkembangan yang tumbuh dari
dilim, inovasi-inovasi baru dihasilkan oleh stok cetak biru teknolo-
)l yang ada dalam masyarakat. Ide menurunkan ide. Dinamika ino-
vinl bisa digambarkan dengan naiknya penghasilan terhadap modal,
yuliu dengan terjadinya reaksi sebagai respons terhadap stok awal
file-lde icu.

Diilhami dengan argumentasi karya Sachs, tentu diharapkan
baliwn sumber daya petani sebagai bagian dari masyarakat Goron-
il dapac menikmati implementasi kebijakan pembangunan teru-
{uima pembangunan pertanian, yang saat ini masih sangat mempri-
hatinkan dilihat dari sumber daya ekonomi (penghasilan) mereka.
Kondisi yang seperti ini pada awal masa-masa yang kurang berpihak
lepida mereka yang kemudian dengan ide-ide pengetahuan dan
tehnologi diharapkan menjadi masyarakat petani yang mengalami
perkembangan inovasi baru yang disertai dengan peningkaran pro-
diktivitas dan perbaikan modal usaha dan income. Dengan pember-
diyian petani sesungguhnya dapac menciptakan kemandirian bagi
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mereka dan menghilangkan kecemburuan dalam pendapatan mn
ligus perbaikan tingkat kesejahteraan dan pembebasan dari tingl
kemiskinan yang masih tinggi terutama di kawasan perdesaan.

3.2. Potensi Sumber Daya Petani pada Sektor Pembangunan
Pertanian

4

Mendiskusikan keterkaitan antara dimensi sumber daya pendudu

dan dimensi lahan pertanian sesungguhnya ibarat simbiosis mi

tualisme yang keduanya saling berhubungan dan Bm:qc:ﬁcsm a1

dimensi tersebuc. Hubungan ini pernah diargumentasikan ole
Malthus (1798) dalam “An Essay on Population” bahwa ada kecel

derungan kuat pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pel

tumbuhan pasokan bahan makanan terutama disebabkan areal |
han yang tetap. Erat kaitannya dengan pernyataan Malthus,

istilah daya dukung lahan dan jumlah penduduk. Kepadatan peis
duduk (population density) merupakan ukuran daya dukung secil
kuantitatif, sedangkan daya dukung kualitatif bisa diukur dengi
rasio manusia lahan (man land ratio). Dalam rasio manusia lahan Al
pek kualitas lahan telah dibedakan dan dihitung luas areal pertanidi
(cropland), luas arable land (dapat digunakan sebagai cropland). Dal
perhitungan rasio ini akan diperoleh berapa orang yang mampi
disangga setiap hektare lahan pertanian (Reksohadiprojo dan Prg

dono, 1988).

Strategi dan kebijakan politik yang berkaitan dengan masala

sumber daya manusia termasuk petani yang telah memiliki dampal : DEDRITL :
(" dekatannya dengan dacrah-daerah lain menjadi pivot area bagi ka-

terhadap pemberdayaan ketenagakerjaan sudah diatur di selur

Indonesia, baik di pusat hingga daerah. Kebijakan ini dalam rang

ka melindungi setiap masyarakat dalam bekerja untuk mencari ke

hidupan yang layak dalam meningkatkan kesejahteraannya termasu
panyang lay g ) Y

pada sektor pertanian. Peran besar negara yang diiringi oleh tangy

gung jawab termasuk masyarakat atau warga negara sesungguhn

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandeme
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J ginpat tentang warga negara dan penduduk yakni diatur pasal 27
Wit 2 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas peker-
i dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bila dilihat
(il perlindungan dan pemberian kesempatan yang sama dalam ke-
Wlilupan pada semua scktor tanpa terkecuali bidang pertanian, tentu
| petani khususnya kelompok petani jagung harus mendapat-
bt tempat dan perlindungan untuk mencari kehidupan yang layak
lilaim konteks konstitusi negara. Perlindungan setiap warga petani
| konteks lokus lokal untuk provinsi Gorontalo dalam hal
ilihan hak untuk hidup tersebut dinilai sangac berarti bagi
Jetani, yakni bila melihat pada tataran dimensi geografis, strukeur
slal dan ekonomi yang berdampak pada pembangunan pertanian
i sckaligus sebagai umpan balik positif dari masyarakat petani.
itul analisis yang berkaitan dengan strukeur sosial dan ekonomi
i berdampak pada pemberdayaan ekonomi pertanian akan di-
, W.___._r_: dalam bagian tersendiri bersama-sama dengan ekonomi
il pertanian di Gorontalo.

Secara geografis, Gorontalo memiliki kondisi yang menguntung-
b termasuk kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah pada
sehior pertanian. Dengan kondisi politik lokal tentu otonomi dae-
juh Gorontalo menjadi sangat penting terutama pasca terbentuk-
§iyn provinsi baru melalui pemekaran dari provinsi Sulawesi Utara
denpin kewenangan mengelola sumber daya alamnya. Apalagi jarak
wiliyahnya sangat strategis dengan daerah-daerah sumbu pertanian,
yulnl Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, dan merupakan lintas
phonomi di wilayah Sulawesi. Pendek kata provinsi Gorontalo ke-

wasin pulau Sulawesi yang kawasan ekonomi maupun pertaniannya
biethasil dengan baik sehingga secara geografis menguntungkan bagi
pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
enpan kekayaan secara geografis pertanyaan yang muncul adalah
fienpipa masih ada kemiskinan yang mencapai angka cukup besar
yepertl yang dijelaskan pada data tahun 2016 di atas, yaitu 17, 72%.
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iy memungkinkan mempunyai kecakapan mengambil keputusan
it mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan itu efekif.

Perubahan kebijakan sepatutnya memperhatikan untung dan
w_ (winner or losting) dalam konstelasi struktur sosial masyarakat
lo dan sedapat mungkin merupakan kebijakan kelanjutan
i dipenuhi oleh inovasi-inovasi baru. Dalam konteks ini pa-
iy tepat mengutip pemikiran Dowding yang dikutip oleh Howlet
Wi M, Ramesh (1998) yang-mengemukakan bahwa sebagian besar
hijukan yang dibuat pemerintah hampir merupakan kelanjutan
juktll dan kebijakan masa silam. Bahkan yang dikatakan baru da-
I sebuah kebijakan sering kali hanya merupakan variasi-variasi

Salah satu pemicu berdasarkan hasil observasi di lapangan ad
lah terjadi perubahan kebijakan yang fluktuarif, yang pada awaln)
pertanian termasuk agropolitan jagung menjadi prioritas, tetapi s
ini tidak lagi menjadi unggulan daerah sehingga faktor _.umﬁmnwmzm“
gung mengalami diskriminasi kebijakan dan hasilnya adalah tanan s
an jagung dianggap capaiannya di bawah target. Ada dua pemi
kegagalan ini yakni: (1) Diskriminasi kebijakan tentang pembi
ngunan pertanian berdampak pada pertanian agropolitan jag
menghadapi masalah yang mengantarkan pada tidak tercapain
target yang diinginkan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Belut
lagi penurunan hasil panen jagung juga discbabkan oleh kondl
daerah tropis Gorontalo yang tanahnya mulai ada kejenuhan d
kondisi air yang menjadi sumber kehidupan tanaman untuk hidu
sehingga rentan dengan kekeringan yang berkepanjangan dan jt
tingginya hama pertanian. (2) Kurangnya mobilisasi terhadap pe
hatian adanya pengetahuan terhadap sumber daya petani.

Adanya perubahan kebijakan terhadap agrolitan jagung yan
tidak lagi menjadi primadona daerah dalam percaturan politik pe
tanian di tingkat nasional dan kelihatannya mengubah kebijaka
politik pertanian terhadap komoditas pertanian lainnya seharusny
mempunyai alasan yang inovatif dan entrepreneurship sebagaiman

lehijakan yang sudah tua dan usang,.

[Dalam tataran seperti ini kebijakan lama tentang agropoliran
 scharusnya dipertahankan dan kalau ada nuansa baru, maka
liimplentasikan kebijakan tersebut sehingga ada keberpihakan
Unitninable) terhadap petani jagung. Pemerintah daerah sangac ber-
{ _.:__:_ dalam mempertahankan kebijakan ini untuk melihat kondisi
peoprilis strukeur sosial dan dampak lainnya yang dapat dikatakan
it mendukung, misalnya ditinjau dari luas wilayah, penduduk,
1), dan sumber pendapatan masyarakat yang merupakan
Sinber social capital (modal sosial) yang tidak hanya memberi mak-

mengutip pandangan Roberts dan King yang menyatakan bahw Wi ecira ckonomis, tetapi pula mengandung makna pemberdayaan
perubahan kebijakan harus memiliki dua parameter, yakni adany i uduk Gorontalo dalam memperoleh pekerjaan untuk men-
entrepreneurship dan inovasi. Dalam tataran entreprencurship v.w. il liehidupan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan

enpurangi tingkat kemiskinan. Kondisi ini sangat didukung oleh
piototipe dari profil wilayah provinsi Gorontalo yang luas wilayah-

lu adanya kekuatan untuk melahirkan ide-ide baru, mendesakl
kepentingan-kepentingan dan memublisasikan berbagai resorsis i

tuk mendukung cita-cita dan harapan perubahan kebijakan tertentu Sy lurang lebih 12.215,44 km2 dengan gambaran jumlah pen-
Sementara pada tataran inovasi merujuk pada remuan-temuan cuf ‘ ik 1.150.765 jiwa, jumlah kabupaten/kota 6, _ﬁamnmamﬂw: 77,
baru, strategi, dan mobilisasi sehingga hambatan-hambatan per ”. it Jumlah desa/kelurahan 732, sesungguhnya merupakan wilayah
bahan kebijakan dapat disisihkan (dalam Sukardi, 2002). Dan e Wit subur dan potensi wilayah yang begitu luas sangat baik bagi
sungguhnya perubahan kebijakan sangat ditentukan oleh perai i mbangan sektor pertanian.

akror sosial yang menurut Norman Long (dalam Snoijen, 1997) d Berdasarkan data tahun 2015, jumlah penduduk Goronta-

nyatakan bahwa aktor sosial adalah sescorang atau sekelompok oran ___ yiang bekerja pada bidang pertanian kurang lebih 48,65% yang
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itndisional. Sebagaimana dikatakan oleh ahli pertanian lkbal Bahua

bekerja tidak penuh pada lahan pertanian dan hanya 28,32% beke
ying mengemukakan:

ja penuh (data, Executive summary, 2016 provinsi Gorontal
Meskipun para pekerja di lahan pertanian yang benar-benar sebagil
petani kurang, angka 30 ribuan penduduk Gorontalo berada pad;
selctor pertanian sehingga dapat dikarakan bahwa masyarakat yai|
2da di desa Gorontalo adalah masyarakat petani. Berdasarkan dat
klasik, meskipun gambaran datanya puluhan tahun yang lalu,
anggap valid untuk menggambarkan dominasi para petani dalan
lapangan kerja di sektor pertanian, yakni data pada tahun 198
(data SUPAS) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik yang )
nyajikan klasifikasi sosial ekonomi rumah tangga di pedesaan bahy
profil pelapisan (dan diferensiasi) masyarakart desa di empat provifl
(sebagai kasus) Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timi
menunjukkan bahwa: (1) Lapisan petani 41%, 50%, dan 80% &
mah tangga; (2) lapisan buruh tani, yakni 14%, 14%, dan 1% 1

mah tangga; dan (3) lapisan bukan petani, yaitu 45%, 35%, d

Petani kita masih dikacegorikan sebagai tradisional karena tata kelola
pertanian termasuk jagung mulai dari menanam yang banyak tergan-
tung pada tradisi masyarakat hingga panen dan menjual kepada para
penampung atau pedagang (wawancara tanggal 3 Juli 2017).

Berdasarkan gambaran dan hasil wawancara tersebut, kendala
[l adalah belum ada data Wmsm pasti berapa besar buruh tani di
talo yang bekerja pada sektor pertanian terutama perkebun-
W Jugung, meskipun dlata antara 48,65% penduduk yang bekerja
penuh pada lahan pertanian dan hanya 28,32% yang beker-
i penih, daca itu adalah gambaran keseluruhan para petani dalam
W tanaman seperti padi, kedelai, dan sebagainya. Tiada angka
il yang dikeluarkan tentang buruh tani jagung yang berpengha-
Wi dari berburuh tani dan pula sangat miskin dara tentang berapa
sl \ inyak buruh tani jaging yang bekerja pada sektor lainnya untuk

o rumah tangga. , Wenilkahi kehidupan keluarga mereka. Para buruh tani tidak bisa

Dengan gambaran data ini Shanin menunjukkan ciri-ciri m : eippintungkan hidupnya pada pekerjaan mencari nafkah hanya
syarakat petani sebagai berikut. Pertama, satuan keluarga (rum

tangga) pertanian adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yil

A il seltor tanaman jagung karena lapangan kerja ini bersifat mu-
Wian, bahkan tidak d apat diharapkan ketika musim kering yang

berdimensi ganda. Kedua, petani hidup dari usaha tani dengy wikepanjangan di Gorontalo.
mengolah tanah (lahan). Ketiga, pola kebudayaan petani berciri _ Denpan ciri-ciri jamg dikemukakan oleh Shannin tersebut, maka
disional dan khas. Keempat, petani menduduki posisi rendah dali Seiipat ciri yang diartas masih identik dengan masyarakat petani

masyarakat; mereka adalah orang kecil terhadap masyarakat di-ati
desa (dalam Scott, 1993). Dengan menggunakan parameter 1
digunakan Scott yang mengutip pemikiran Shanin, yang kemud
kita gunakan dalam menganalisis petani di Gorontalo, maka b
dasarkan data di atas bahwa 48,65% penduduk yang bekerja tid
penuh pada lahan pertanian di Gorontalo sesungguhnya ket
derungan lapisan sumber daya petani lebih dominan dibandingh
dengan sumber daya manusia yang bukan petani. Namun, di |
pangan masih kita temukan bahwa mercka tergolong sebagai petd

Wiy i Gorontalo,meskipun berbagai argumentasi petani jagung
Winntalo sebagrian bessar sangat sukses sejak zaman kepemimpinan
Whernue Fadel Muhatmmad, tetapi fakranya sebagian besar masih
dpolong petani tadissional, belum petani modern dan bergelut
L kemiskinan, Gambaran kemiskinan ini sangat mencengang-
Wi nasyarakae kitaeeermasuk masyarakat nasional bahwa daerah
fintilo rangling ernpat daerah termiskin di Indonesia. Mengacu
[ gambaran kemikzinan tersebut tentu teringat snapshot data di
W i masyarakatGiorontalo yang sebagian besar bekerja di lahan
Manlin, yakni dat Fxecutive summary (2016) provinsi Gorontalo
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tahun 2015, bahwa kurang lebih 48,65% penduduk yang bekerja
tidak penuh pada lahan pertanian dan hanya 28,32% yang bekerja
penuh. d

Pemerintah daerah sejak zaman Gubernur Fadel hingga Ruse
li Habibie yang terpilih dua kali hingga 2022 membuat kebijakan
kepedulian terhadap para petani jagung, meskipun hanya dalam tas
taran kebijakan untuk merangsang dan memberi bantuan misalny
peralatan, pembibitan, obat, dan tdak terlalu banyak mengubah
perilaku petani bahkan lebih jauh kurang menyentuh masalah pers
lindungan sumber daya petani dari kebijakan-kebijakan yang tidalk

i

menguntungkan mereka seperti permainan harga dan sebagainya
Kondisi petani jagung Gorontalo sangat mirip dengan studi Su
wardi (1972) tentang petani Jawa Barat yang memiliki ciri-ciri ses
bagai masyarakat petani (peasant) terutama parameter ketiga darl
ciri yang diberikan oleh Shanin bahwa pola kebudayaan petani ber
ciri tradisional dan khas. Dari studinya dengan mengambil sampel
di 8 desa di Jawa Barat ditemukan bahwa petani lapisan atas (darl
segi luas usaha tani dan besar pendapatan menunjukkan sejumlah
ciri serbalebih dalam kemampuan tepa selira, daya menafsirkan, do-
rongan keberhasilan, kegairahan menguasai masa depan, dan dalam
partisipasi sosial, dibanding petani di lapisan bawah. Dengan studl
ini, terdapat pemilahan mengenai pencirian pembangunan pertanis
an bahwa peasant (petani tradisional) akan menjadi farmer, yakn
sebagai petani maju dan modern (Scott, 1993).

Berdasarkan data ini dengan people power as peasant yang bekers
ja pada sektor pertanian, bila ditata dan diberdayakan dengan baile,
meskipun sebagian besar masih dikategorikan petani tradisional, ses
sungguhnya masyarakat petani ini menjadi sumber potensi lapangs
an kerja. Masyarakat petani sebagai sumber daya yang mampu mens«
jadi pemicu dalam mendorong percepatan kemajuan pembangunan
daerah Gorontalo yang secara otomatis dapat memberikan keuns
tungan dalam berbagai hal khususnya bagi masyarakat itu sendirl
dalam menumbuhkan harga diri untuk menikmati kesejahteraan

2014
154.00¢
372.85¢
150.38!
155.23¢
111.82:
206.45:
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TaBeL 16. Jumlah Penduduk Tahun 2011-2016

__=-w=_um$=\. Kota 2011 2012 2013 2014 2015

foalemo 133.633 137.476 141.547 145.580 149.832

liorontalo 360.400 363.146 365.781 368.149 370.441

Pohuwato 132.897 136.324 139.675 143.338 146.896

[lone Bolango 144.695  ~146.773 148.971 151.094 153.166

Gorontalo Utara 105.759 107.092 108.324 109.502 110.700

[(ota Gorontalo 185.177 189.476 193.692 197.970 202.202

1.080.287 1.097.990 1.115.633 1.133.237 1.150.76!

Provinsi Gorontalo  1.062.561

“lmber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Potret Capaian Beberapa Indikator Makro

ngunan Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015

bersama. Prioritas pemberian perhatian terhadap para petani men-
idli laingkah maju untuk menyelesaikan masalah lapangan kerja be-
[Ipi pengangguran yang pada tahun 2016 berjumlah 21.853 orang
din pengangguran terbuka masih 3,88 persen (Badan Pusat Statistik
P'tovinsi Gorontalo, 2016).

[<endatipun potensi pertanian di provinsi Gorontalo memiliki
andil besar bagi pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan
______;__..___:._...S: serta mengurangi kemiskinan, tetapi @ma_um:mz:mz
[iertanian terutama agropolitan jagung sebagai tanaman tradisional
yang, mempunyai nilai ekspor industri menghadapai berbagai ken-
uli. Persoalannya seputar kebijakan sistem pertanian di Gorontalo,
inya dalam hal agropolitan jagung dikembangkan hanya secara
(hidisional dan sebagian besar juga sekadar untuk memenuhi ke-
butuhan masyarakat. Untuk kebutuhan nasional belum maksimal,

apabipi untuk kepentingan dunia industri yang membutuhkan
[kl besar dan kualitas tinggi. Dampaknya sangat terlihat, yaitu
perkembangannya belum menunjukkan harapan yang diinginkan
fertama dalam masalah produkrivitas maupun daya saing untuk
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memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. Permasalahan
lainnya pada agropolitan jagung adalah seputar yang berhubungan
dengan harga produk maupun nilai tukar yang diterima oleh para
petani terlalu rendah, yang kemudian ditambah dengan modal usa-
ha yang minim sehingga hasil produksi tidak terjangkau dan secara
otomatis daya saing tidak mendukung hasil yang maksimal. Per-
soalan yang berhubungan dengan para petani misalnya dari hasil
wawancara dengan kepala Dinas Pertanian dan stafnya di kabupaten’
Boalemo menyatakan bahwa:

Dampak dari hasil jerih dan upaya yang diperoleh para petani jagung
sesungguhnya sangat minim antara lain pendapatannya sebagian be-
sar dalam per bulan rata-rata hanya Rp600.000,00 karena mereka ha-
nya mereka memiliki lahan yang sangat minim, kalaupun ada mereka:
sebagai penggarap saja, sehingga yang menikmati hasil panen secara
otomatis adalah pemilik lahan. Apalagi mereka sudah terjerat dengan
utang dari para tengkulak atau pedagang sehingga sulit lepas dari ke«
miskinan. Akan tetapi, kendati penghasilannya pas-pasan bahkan ti«
dak cukup untuk biaya per bulan bagi kebutuhan hidup, tetapi _.uE.n__“
petani masih punya semangat untuk bertani jagung karena tanaman

ini dianggap sebagai tradisi mereka (wawancara tanggal 14 Agustus

2017). |

Permasalahan ini sangat mirip dengan kajian yang dilakukan
dalam studi yang dilakukan oleh para ilmuwan bahwa sebagian be«
sar petani Indonesia adalah petani gurem dengan luas raca-rata lahan:
yang dimiliki kurang dari 0,5 hektare, bahkan sektor pertanian yang
didominasi oleh usaha tani berskala kecil dengan rata-rata lahan
seluas 0,9 hektare (dalam Kartasasmita, 1996). Kajian para ilmus
wan I[ndonesia serupa dengan studi Morner dan Svensson (1991)
yang mengutip hasil studi Jonnson, Koll dan Peterson menunjulks
kan bahwa “small farm could be an efficient and equitable basis for
agricultural development”. Pandangan ini yang disebut mereka new
orthodoxy yang dikontraksikan dengan yang disebut old orthodoxy
yang berasumsi bahwa pertanian besar-besaran dengan mekanisasl
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merupakan prasyarat bagi modernisasi pertanian (dalam Kartasas-
mita, 1996).

Di samping persoalan kebijakan yang maksimal mendukung
lcualitas, kuantitas, maupun daya saing hingga permasalahan lahan,
faktor yang paling menentukan juga adalah sumber daya petani
ying benar-benar berprofesi pada scktor pertanian tingkat person
tipacity scbagai petani masih rendah karena rata-rata tidak lulus se-
kolah dasar, dan sebagian besar berdasarkan data yang ada yakni
picla tahun 2015 orang bekerja pada sektor pertanian kurang lebih
174.930. Dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah menye-
hibkan mereka tidak maksimal untuk mengelola lahan pertanian
ilengan baik, padahal tidak bisa dimungkiri bahwa sektor pertanian
khususnya agropolitan jagung sebagai sumber potensi daerah dan
mnpat strategis dalam membuka lapangan pekerjaan yang sangat
fetbuka bagi masyarakat desa. .
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Bab 4
Kontribusi Sumber Daya Petani
dalam Agropolitan Jagung

Wiiyebab pembangunan pertanian terutama agropolitan jagung
ylti penting bagi masyarakat Gorontalo dapat dijelaskan dengan
phierapa prolog sebagai berikut. Pertama, pembangunan pertanian
Wy menempatkan core policy tentang agropolitan jagung sebagai
it andalan masyarakat Gorontalo memiliki dampak yang luar bi-
i gyl masyarakat dan pembangunan daerah dan sekaligus mudah
Ialiulean dalam kondisi lahan pertanian atau perkebunan. Kedua,
Wiy pembangunan pertanian yang berbasis pada wilayah pedesa-
i uling tepac untuk menopang pembangunan pertanian yang su-
Iy lima cumbuh sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi
(Jaan tradisi bagi masyarakat pedesaan. Ketiga, pembangunan
ptunlan memiliki andil saat ini terutama dengan kondisi pereko-
lun yang cukup memprihatinkan dan memiliki dampak pada
il kehidupan masyarakat, maka pertanian pada masyarakat
wiontalo mempunyai arti strategis khususnya sebagai sumber pen-
Wi lapangan kerja yang tidak sulit dan membutuhkan prosedur
difiinistracif maupun normatif. Oleh sebab itu, dianggap sebagai
piiipan kerja yang mampu menyerap sumber daya pekerja ceru-
Wi (ngin menjadi petani dalam jumlah besar yang sebagian besar
puila i daerah pedesaan. Keempat, pembangunan pertanian yang
apropolitan jagung di samping sebagai sumber kehidupan
4| inasyarakar, juga memiliki andil yang cukup besar bagi per-
sl dunia industri. Kelima, pembangunan pertanian yang ber-
Wils apropolitan jagung sebagai sumber ketahanan dan kedaulatan
i, baik di tingkat lokal hingga nasional. Keenam, agropolitan
Wiing sebagai penopang stabilitas ekonomi daerah maupun nasio-

ul. Ietujul, pembangunan pertanian yang berbasis agropolitan ja-
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gung memiliki pengaruh terhadap stabilitas kehidupan sosial po fuiil untuk dekade ini menjadi salah satu primadona bagi kebu-
di tingkat lokal, bahkan sering kali agropolitan jagung menjadi ke
sumsi para elit politik dalam konstelasi kehidupan politik di daet

Dengan demikian, secara logis berdasarkan potensi wilayah d
cradisi masyarakat, bila dicinjau dari perspektif local developmi
yang menitikberatkan masalah pembangunan ekonomi dacrah, 1

Wi Industri dalam negeri dan luar negeri. Sebagai perbandingan
ilisarkan data yang ada bahwa hasil lahan pertanian yang tentu-
i Juga termasuk tanaman jagung bila dikelola dengan manaje-
e yang baik dan benar-benar berpihak kepada para petani, maka
i ini sesungguhnya sebagai bahan industri dapat memiliki
ka orientasi pengutamaan kepentingan masyarakat lokal, khususi il yung cukup besar memberi kontribusi bagi kesejahteraan para
petani harus menjadi prioritas utama. Hal ini karena berdasarl
data di atas, orientasi pembangunan dengan daya dukung mas
rakat petani terhadap agropolitan jagung merupakan modal n_,_.m_

bagi peningkatan kesejahteraan. Kendati di daerah ini secara ber

(il Mengapa demikian, tentu alasannya secara umum dapac
iinjam argumentasi dari hasil riset Reksohadiprojo dan Pradono
JUHH) schagai berikut. (2) Bagi negara yang sedang membangun
It Ini berperan cukup besar dalam strukeur produksi nasional
maan dirintis pula sektor pertanian lain seperti padi maupun ked Wi mampu mempekerjakan 60-70 persen angkatan kerja sebagai
lai dan sebagainya, dari sisi modal tanaman jagung membutuhlé il sementara di negara maju sektor pertanian hanya mem-
modal yang tidak terlalu banyak. Karena itu, bila mengacu infi

masi dan data lapangan bahwa dari segi pembiayaan maupun

lifulan kurang lebih dari 10 persen angkatan kerja, bahkan
Serikat hanya 2 persen. (b) Kegiatan pertanian telah ada
kelola lahan, maka tanaman jagung lebih mudah bagi petani, karel tahun tatkala manusia meninggalkan perburuan. Kegiatan

perawatannya tidak sulit dan di samping itu secara nilai ekonot iunlan dapac dikerjakan dengan teknologi yang telah ada sejak

harganya mulai membaik yang tentu sangat menguntungkan ba pbiud-abad yang lalu. (c) Pentingnya peranan lahan sebagai fak-
petani jagung. Kendati di atas kertas nilai yang diukur dengan |
ga yang dipatok terhadap para petani kisaran Rp3.600,00 samif
dengan Rp3.700,00 per kilogram, tetapi petani nyata Bnﬁo—.__m

harga yang paling bawah. Hal ini dikatakan oleh para petani di

¢ produksi pertanian. Tidak ada sektor lain yang menempatkan
slian memainkan peranan sentral seperti dalam pertanian. (d) Ti-
dak acln substitusi untuk produk pertanian khususnya pangan yang
Nt roduksi atau diimpor agar manusia bisa tetap hidup. Ma-

diperkuat oleh salah satu staf pegawai yang menangani masalah p Wikl bisa hidup tanpa listrik, tetapi tidak bisa jika tanpa pangan.

tanian, yakni: _ Buienn i, pembangunan pertanian identik dengan pembangunan

. : Welennan. Dengan kondisi ini ciri khas struktur sosial yang cende-
Pemerintzh sudah menetapkan harga bahwa per kilogram deng i

kadar air 17 persen harganya Rp3.600,00 hingga Rp3.700,00 per K
logram, tetapi dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki oleh petu
biasa terjadi permainan harga dan mercka biasanya hanya menetl )
kurang lebih Rp2.500,00 per kilogram dengan kondisi terpaksa ki
na terdesak oleh kebutuhan mereka sendiri (wawancara tanggal |

Agustus 2017).

S mempetlihatkan cerminan kepadatan penduduk maupun ma-
Wputalatnya masih sangac rendah, masyarakatnya pada umumnya

lomogen dalam mata pencaharian dan prioritas kehidupan
phinomi masyarakat pada umumnya adalah pertanian, di samping
perilanan dan peternakan. Dengan melihat dominasi kehidupan
syl desa berada pada sebagian besar areal pertanian, maka
Walaupun kondisi para perani harus menerima permainan -. nnppuhnya kebijakan pembangunan pertanian pada lokus ma-

perti ini, secara ckonomis tanaman jagung di luar kepentingan pit ke yang hidup di dacrah pedesaan lebih mengikuti alur yang




76

Kebijakan Pembangunan Pertaniall

berkaitan dengan pertanian penduduk yang salah satunya adalah ta
naman jagung. |

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di sam
ping sarana dan prasarana dan kelembagaan yang mendukung nila
tambah bagi yang berhubungan dengan pembangunan pertanial
mengikuti rumusan sebagai berikut. (1) Memberdayakan ekonomil
masyarakat petani harus seiring dengan peningkatan sumber day
petani dalam upaya memandirikan masyarakat petani agar merek
mempunyai kemampuan dalam mengubah strukeur maupun budi
ya dari petani tradisionil kepada petani modern yang mampu daj
mandiri dalam menghidupkan keluarga mereka. (2) Memberdayi
kan masyarakat petani melalui peningkatan sumber daya manusl ,
yang diarahkan menjadi petani memiliki kualitas terhadap day
saing sehingga dapat mendatangkan produktivitas jagung dalan
jumlah yang banyak, tetapi berkualitas di tingkat lokal hingga ng
sional. ,

Arah kebijakan pembangunan yang menempatkan pembangun
an pertanian sebagai sumber untuk mendatangkan modal dasar g.. .
pembangunan daerah, bisa dipastikan bersandar dari para petanl
Dalam arti perlu adanya perlindungan terhadap para petani dan ha
ini sebenarnya sudah diamanatkan melalui konstitusi bahwa tujual
pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia manditl
maju, bermartabat, adil, dan makmur dan selanjutnya perintah ko
stitusi ini diadopsi kembali melalui Strategi Induk Pembanguna
Nasional (SIPP) dengan menempatkan perspektif pertanian Inda
nesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur (baca Ke
menterian Pertanian, 2014). .

Dengan mendasari pada arah dan kepentingan pembangunai :
pertanian yang andal di tingkat nasional maupun daerah sebagaima:
na diamanatkan dalam konstitusi, Master Percepatan dan Perlug:
san Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, jugl
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005

2025 dan Strategi Induk Pembangunan Nasional (SIPP) MOG.,
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2045, maka seharusnya pemerintah daerah menempatkan kembali
simber daya petani sebagai salah satu prioritas dalam memajukan
pembangunan pertanian. Kebijakan-kebijakan dalam bentuk perin-
{th dan amanat konstitusi, RPJPN, MP3EI, maupun SIPP harus
illadopsi dan diurai kembali berdasarkan penyesuaian nilai-nilai dan
iusyarakat lokal dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Pan-
[ing Daerah (RPJPD), Peraturan Daerah (Perda), maupun Visi Misi
pemerintah daerah yang disusun oleh aktor pengambil kebijakan
tluerah. Akror yang menentukan sebagai pengambil kebijakan terse-
but, yakni kepala daerah (gubernur) untuk memperhatikan berbagai
perspekeif dalam pembangunan pertanian daerah antara lain melan-
[uthan kembali agropolitan jagung sebagai prioritas sebagaimana
wtih kebijakan ini diletakkan fondasinya oleh pemimpin terdahulu.

Untuk mengutip parameter dari berbagai perspektif pemba-
figunan pertanian tersebut, ada beberapa langkah kebijakan yang
harus diambil pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber
tlaya petani supaya memiliki posisi dan menjadi bagian yang me-
fentukan dan diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pem-
hungunan daerah melalui sektor pertanian. Pemberdayaan terhadap
pioulsi petani hanya bisa dilaksanakan bilamana petani sebagai sum-
bt daya insani dalam bidang pertanian memiliki posisi bargaining
[fuwar) dalam sistem ekonomi politik pertanian sehingga mereka
mendapatkan energi sosial dan politik yang tinggi dalam mewu-
Jutlkan pembangunan daerah ke depan. Dengan mengutip konsep
lighifukan nasional dan konsep Kementerian Pertanian tentang pa-
er-parameter yang memiliki nilai perspektif bagi pertanian
ilin petani sebagaimana diuraikan di atas, political bargaining (tawar
menawar politik) petani hanya terwujud bilamana mereka memi-

ikl kekuatan yang menempatkan posisi mereka dalam rantai sosial,
glionomi, maupun politik yang menentukan seperti masyarakat ke-
lys nosial lainnya di daerah.

Untul itu keberpihakan kepada sumber daya petani dapat di-
laleulcan melalui konsep pemberdayaan sebagai berikut.
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emokrasi yang juga memiliki keberpihakan terhadap kelompok ke-
lgs bawah, yakni para petani desa yang masih rentan terhadap ting-
kit kemiskinan. Dengan adanya penciptaan rasa keadilan ini maka
ilierah harus menempatkan petani dalam posisi yang sama sebagai
wiiga yang memiliki andil cukup besar bagi kemajuan daerah dan
r&.,.:.;:wm suara hati mereka harus didengar dan diperhatikan yang
selinjucnya diwujudkan dalam arah kebijakan pembangunan dae-
juh yang salah satunya pemberdayaan dan perlindungan terhadap
Jutani. Kebijakan yang berpihak kepada petani antara lain diwu-
.._‘__::r:_ dalam visi pemerintah provinsi yang ingin mengembangkan
whonomi kerakyatan yang tentu sebagian besar sangat bersentuhan
. kepentingan masyarakat pedesaan antara lain masyarakat
ni jagung.

[<elima, petani yang makmur, yang dalam konteks ini peme-
Hitih dacrah punya ranggung jawab kepada masyarakat termasuk
I, dan hal ini sesuai dengan pandangan ilmuwan Osborne dan
1 (1993) yang mengatakan bahwa birokrasi pemerintahan
akan dipercaya oleh masyarakat daerah karena mereka le-
il delear, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu memecahkan
Wmalah yang dihadapi masyarakat daerah. Oleh sebab itu, petani
_ i makmur adalah petani yang bebas dari rawan pangan, kemis-
| . dan mampu menyekolahkan anak-anaknya, dalam arti me-
b terbebas dari kemiskinan dan mampu membuka lapangan kerja
i bagi petani lain.

Pertama, pertanian yang bermartabat, yakni berkaitan dengi
tingkat harkat kemanusiaan petani yang memiliki kepribadian yan
luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihorma
sebagai petani. Penghargaan terhadap martabat petani dapat dicul
jukkan bagaimana pembangunan daerah harus menempatkan nil
kemanusiaan yang tinggi termasuk kepada petani dan hal ini dil
takan oleh Kuncoro (2000); maupun Todaro (2000) bahwa per
bangunan suatu daerah salah satunya adalah mengangkat harga di
(esteemn). Pembangunan haruslah memanusiakan orang, dalam al
luas pembangunan suatu dacrah haruslah meningkatkan kebam
gaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

Kedua, pertanian mandiri mencakup kemerdekaan dan kedal
latan petani dalam segala hal yang berkenaan dengan pembangund
pertanian. Karena itu, kedaulatan dan kebebasan petani sebagai§
suatu hal yang diakui sebagai hak asasi yang dimiliki oleh petani di
harus mendapat penghargaan dan penghormatan serta perlindung
dari pemerintah daerah melalui kebijakan politik maupun hukum

Ketiga, pertanian maju hanya dapat dilakukan bilamana pi
petani diberi ruang dan posisi tawar-menawar tentang eksistensi |
bagai petani yang dihormati dan dilindungi antara lain terhadap i
untuk mendapatkan hak asasi dalam bidang pendidikan mulai d
keluarganya hingga petani itu sendiri. Umpamanya hak untul
dapatkan ilmu pengetahuan, pelatihan, dan magang dalam ras
ka menambah wawasan terutama dalam dunia pertanian, sehing
mereka mampu mempraktikkan inovasi-inovasi dan teknologi b
dalam mencapai keunggulan untuk mengejar produktivitas @
nilai tambah bagi kehidupan yang lebih baik dan sejahrtera.

Keempat, pertanian yang adil, yakni para petani memiliki pos
yang sama dalam memanfaatkan kesempatan untuk mendapatii
informasi, modal usaha, politik, dan jaminan mm:mrac.@m: sel
perlindungan terhadap pekerjaan yang mereka geluti sebagai pet uplai pemenuhan pembangunan daerah. Bilamana pemerin-
desa. Keadilan ini hanya bisa ditempuh apabila ﬁmamnm:gr d b daerah memiliki niat yang tulus dan tidak memiliki kepentingan
rah dapat membangkitkan partisipasi deliberative warga petani Julitile yang meminggirkan nasib petani, maka salah satunya mmmmmr

['emerintah dan masyarakat Gorontalo sebagian besar bergerak
bidang pertanian dan menjadi sandaran bagi sebagian besar
Wanvarakatnya terutama yang tinggal di pedesaan hidup dari sektor
Al sehigaimana dijelaskan di atas. Dapat dikatakan bahwa betapa
Wity nilai kebutuhan sekror pertanian yang tidak hanya untuk
i kebutuhan manusia, tetapi pula untuk kepentingan
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Wiiya dapat meningkat pula berbanding lurus dengan usaha terse-

but,
(Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengembangan sumber

(1) tetap membuka lahan pertanian terutama jagung, (2) menail
kan harga jual yang diterima petani, (3) memberdayakan sumb
daya petani, dan (4) melindungi para petani dari permainan ha
ga, meskipun langkah ini tidak mudah difasilitasi oleh pemeril
tah daerah. Sesungguhnya bila melihat kontribusi para petani ._ :

fliyn petani sebenarnya mempunyai arti yang sangat strategis da-
lim percepatan capacity building, baik dalam nuansa pemberdayaan
hewilayahan, yakni pembangunan daerah, maupun bagi penciptaan
lipangan kerja yang produktif. Dalam arti bahwa esensi dari pen-
tptaan lapangan kerja pertanfan dan kemampuan ketenagakerjaan

potensi maupun peluang yang dihasilkan oleh agropolitan jagu
maka pemerintah daerah akan lebih mudah membangun pertani
daerah dengan itikad untuk perbaikan ekonomi politik petani.

Daerah Gorontalo sangat subur dan tenaga kerja lebih bany
di pertanian. Hal ini akan menjadikan bidang pertanian menja

v._:r_ sektor pertanian jagung merupakan fondasi bagi terbentuk-
liyn angkatan kerja pertanian yang mandiri, masyarakat petani yang
mempertahankan kegiatan pertanian yang sudah lama digeluti oleh

sumber besar bagi pembangunan daerah. Di samping itu peny
inyarakac di desa, dan sekaligus mengangkat kesejahteraan keluar-

dia labour intensive (sumber daya buruh/tenaga kerja yang inse

tif) menjadi lahan bagi tersedianya tenaga kerja atau sumber da 1 petani. Begitu penting untuk merangsang kembali etos kerja pada

pertanian dalam era globalisasi ini yang membutuhkan tenaga ket upangan pertanian khususnya tanaman jagung di atas yang tidak

luln bahwa hasil karya petani yang digeluti secara turun-temurun
lun telah menjadi usaha tradisi oleh masyarakat desa tersebut telah

modern yang terlatih dan profesional. Dengan target capaian

tuk mendapatkan sumber daya petani jagung yang memiliki _S.m_
sitas yang andal dan profesional diharapkan akan mampu menj fuihukti mampu memberikan landasan kesejahteraan masyarakat

: lesn, Dalam arti sempit mereka tidak kehilangan sumber pangan
hulikan dapat menentukan penyediaan lumbung jagung yang pada
“lhilrnya menjadi tabungan bagi kesejahteraan masa depan keluarga

sumber modal yang dapat menyumbangkan produksi pertani
jagung. Hal ini dapar dilihat dari produktivitas maupun produl
agropolitan jagung di tingkat lokal hingga nasional bahkan intery
sional yang menjadi pendapatan atau devisa melalui ekspor jagul etmasuk anak-anak mereka untuk sekolah.

yang hampir setiap tahun permintaannya mengalami peningkafy [Kegiatan agropolitan yang telah dirangsang kembali kepada

terus-menerus. Meskipun data di atas memperlihatkan antara |
ta tahun 2014 komoditas jagung hanya 48,4 (kw/ha) dan tahi
2015 kurang lebih 49,8 (kw/ha), tetapi bila ditelusuri dari produl
si antara tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, yakni pi
tahun 2014 produksinya 719.780,2 ton dan tahun 2015 sedi plnannya telah memberikan hasil secara langsung maupun tidalk
menurun, yakni 643.512,5 ton. Meskipun demikian tren dari ke . —ME___.:_:., terutama bagi penciptaan lapangan kerja di sektor perta-

luruhan produksi palawija di daerah ini masih didominasi oleh |

msyarakar sejak kepemimpinan Gubernur Fadel Muhammad ter-
ikt telah memberikan dampak yang luas mulai dari membang-
Wihin kembali masyarakat desa untuk menanam jagung. Dengan
lemlkian, program kebijakan pemerintah pada zaman kepemim-

Hlun yang sesungguhnya di zaman saat ini masih produkrif. Meski-

gung sebagaimana data di atas. Dengan dominasi terhadap tanam puin harus diakui bahwa terdapat kemajuan yang signifikan dalam
palawija telah menjadikan jagung sebagai alternatif bagi pasar dun emicu animo kerja bagi masyarakat untuk turun menjadi petani
maka secara otomatis output-nya bagi petani yang serta-merta hat il ddewa, tetapi kalau dilihat dari data yang ada tentang pembangun-

menyesuaikan dengan standar petani modern tentunya kesejahter Wi provinsi Gorontalo bahwa ternyata sasaran tentang kedaulatan
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pangan daerah ini terutama tanaman jagung berdasarkan data tahun
2015 hanya 643.512,5. Sesungguhnya capaiannya di bawah rargg
tahun 2015 sebesar 719.780,2 ton, tahun 2016 targetnya 784.5 5(
ton, tahun 2017 targetnya 818.885 ton, tahun 2018 Eammgf,._,
858.053 ton, dan tahun 2019 targetnya 9000.804 ton. Berdasarkal
data bahwa capaian di bawah target tentu harus dilihat ke belakan
tentang kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo yang tidak lag
menempatkan agropolitan jagung sebagai primadona dan andalal
daerah Gorontalo, padahal sektor agropolitan jagung tidak han /
terbukti merangsang kembali masyarakat untuk turun ke desa men
jadi petani, tetapi resonansi Gorontalo sempat terkenal dengan
gung Gorontalo yang sejajar dengan daerah lain penghasil jagun|
secara nasional. Selain itu, daerah Gorontalo menjadi tempat mE,.__m
banding daerah lain yang ingin ikut membangun pertanian jagun|
bagi daerahnya, bahkan dari negara lain, yaitu Afrika.
Potensi yang demikian seharusnya dapat dimanfaatkan dal
menjadi perhatian terutama berkaitan dengan political will dalam
pengambilan kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo sebagaimi
na seperti dijelaskan sebelumnya. Mengapa demikian?
Pertama, karena sektor pertanian di provinsi Gorontalo terma

suk di dalamnya jagung memberikan kontribusi yang sangac besdl
dalam PDRB sebagaimana diuraikan pada tulisan sebelumnya, yaitl
pada tahun 2014 kurang lebih 6,44 persen dan tahun 2015 sedi
kit menurun menjadi 4,26 persen. Secara empiris sektor pertanidl
menjadi primadona yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hi
dup masyarakat termasuk pada masyarakat Gorontalo, bahkan jug
menjadi komoditas ekspor bagi kebutuhan negara lain. Kedua, sum
ber daya para petani di Gorontalo memiliki andil yang cukup besil
bagi kehidupan masyarakat dengan menjadi penyedia adanya keb
tuhan pokok yakni pangan untuk kebutuhan sehari-hari bagi setiaf
keluarga. Oleh karena itu, ikatan antara para petani dan masyaral
merupakan rantai simbiosis mutualisme yang saling tergantung an
tara produsen dan konsumen. Ketiga, bidang pertanian sesunggu

b
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iiyn menjadi pekerjaan yang dapat mengurangi masalah tenaga kerja
ill Indonesia yakni angka pengangguran yang setiap tahun mening-
ki, bahkan dapat dikatakan jika animo masyarakat desa memiliki
lieinginan yang kuat untuk bekerja di sektor pertanian. Jika demiki-
in, dapat dikatakan angka penggangguran pada masyarakat Goron-

filo tentu menjadi cukup kecil. Akibatnya berdasarkan data tahun

J015 penganggurannya telah mencapai 4,65 persen dengan jumlah
24,101 orang dan untuk taliun 2016 angka itu sedikit berkurang
menjadi 21.853 orang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Bila dilihat dari data ini harus diakui bahwa masalah lapangan
lerja terutama pengangguran di provinsi Gorontalo hingga kini
belum dianggap selesai. Mereka kebanyakan lebih bekerja pada bi-
ing pertanian sebagaimana digambarkan di atas, yakni kurang
lehih 48,65 persen yang bekerja tidak penuh pada lahan pertanian
din hanya 28,32 persen bekerja penuh. Artinya hanya kurang lebih
MH,32 persen bekerja sebagai petani, selebihnya bekerja pada sek-
lor industri, jasa maupun publik maupun penganggur sehingga ter-
lipat pergeseran struktur sumber daya pekerja dari sektor pertanian
lie scktor nonpertanian. Sepatutnya kebijakan pemerintah daerah
membangkitkan kembali sektor pembangunan pertanian terutama
Jiging yang tidak hanya memacu kegiatan ekonomi dacrah, tetapi
[t membuka kran bagi lapangan kerja terutama di pedesaan. Upa-
yi pembangunan dalam rangka membangun sumber daya manu-
sln it dacrah seharusnya dapat memberikan trickle down effect bagi
masyarakat desa. Harus ditingkatkan pula sumber daya mereka, ter-
mastile petani, sehingga persoalan tenaga kerja yang produketif bisa
ijawab dengan kebijakan pembangunan yang secara langsung mau-
pun tidak langsung memberdayakan petani.

Iila membaca arah kebijakan pembangunan provinsi Goron-
tilo yang telah sukses membangun kondisi makro ekonomi dae-
til yang berdasarkan data pada tahun 2014 mencapai angka 7,76
prisen, sedangkan nasional hanya 5,02 persen, dan selanjutnya pada
tihiun pertumbuhan ekonomi provinsi 2015 turun sedikit dengan
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6,23 persen dan nasional 4,79 persen, dan secara lengkap telah di
gambarkan dalam grafik di atas. Gambaran perbandingan ini jil§
dipersempit pada lokus wilayah pulau Sulawesi yang meliputi Su
lawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengg
Sulawesi Utara, dan Gorontalo, maka dapat ditunjukkan pemeta
pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019 bahwa tinglat pertum
buhan provinsi Gorontalo menduduki posisi yang tidak terlalu _u,”.,f
beda jauh. Meskipun dari semua daerah angka pertumbuhan pra
vinsi Gorontalo pada tahun 2015 hanya 6,7 persen dan mendudul
urutan paling bawah di pulau Sulawesi, tetapi pada tahun 201¢
merangkak naik dan menyamai Sulawesi Utara dengan perolehil
pertumbuhan mencapai angka 7,2 persen. Untuk lebih jelas sasari
pertumbuhan ekonomi wilayah di pulau Sulawesi dapat dilihat pad
Tabel 17. ]

TaBeL 17. Sasaran Percumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi
Per Provinsi Tahun 2015-2019

Pertumbuhan Ekonomi (Persen

Wilayah 2015 2016 2017 2018

Sulawesi Utara 7.1 72 7.8 7.8

Gorontalo 6.7 7.2 8.4 8.6

Sulawesi Tengah 7.6 1.7 8.1 8.3

Sulawesi Selatan 74 14 8.3 9.1 ,
Sulawesi Barat g1 98 101 102 10K
Sulawesi Tenggara 7.8 8.0 8.2 10.1 10, .

Sumber; Bappeda, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017,

Dari perbandingan pertcumbuhan ekonomi antara provinsi G
rontalo dan nasional seperti dijelaskan bahwa antara tahun 2014
dan 2015 angka pertumbuhan mengalami penurunan (decline) 56
dikit, tetapi untuk pertumbuhan di tingkat lokal bagi dacrah bard
yang sedang melakukan pembangunan daerahnya dianggap culuj
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ienggembirakan bagi pemerintah. Selanjutnya dengan mengacu
pucla data di atas tentang sasaran perrumbuhan ekonomi pulau Su-
liwesi per provinsi tahun 2015-2019 sangat jelas pertumbuhannya
(lilak mengecewakan bahkan pada tahun 2017 daerah ini melewa-
i| Sulawesi Utara dengan perolehan pertumbuhan 8,4 persen dan
yaran percumbuhan tahun 2018 diprediksi dengan angka 8,6
piersen dan bahkan 2019 sasaran pertumbuhannya pada angka 8,9
persen. Namun demikian, mekna pembangunan dengan capaian
ielalui pertumbuhan daerah ini sepatutnya output yang diharap-
lun adalah cara menyejahterakan masyarakat daerah yang menjadi

il dari pemberlakuan terhadap otonomi daerah. Untuk itu, jika

jelihat realita yang ada, maka makna pembangunan daerah harus

*llwujudkan secara nyara bagi kepentingan masyarakat. Ketika mak-

il pembangunan hanya mengejar pertumbuhan tanpa diiringi oleh
_“u__z._.“_Bm: dan kesejahteraan dengan rasa keadilan dapac dipasti-
i masyarakat paling bawah terutama di daerah pedesaan termasuk

i petani tidak bisa menikmati pembangunan dan justru mereka
eihelenggu dengan kemiskinan.

[Karenanya implementasi kebijakan pembangunan termasuk
pertanian dan kepentingan para petani jagung harusnya terkonsoli-
dusl bersama dan menjadi salah satu prioritas yang harus diperhati-

~hun secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan pembangunan di

tierah ini. Angka percumbuhan di atas bila melihat secara kese-

yruhan dan dikaitkan dengan makna pemberian desentralisasi

jinebut yakni mempercepat capaian kesejahteraaan masyarakat di
inplat daerah secara jujur masih perlu dipertanyakan. Mengapa de-

~illdan? Karena bagi kepentingan masyarakat yang tergolong miskin

Jipelen ini dianggap masih belum memenuhi harapan mereka untuk
belinr dari ketertinggalan untuk menikmati hasil pembangunan.
Anplar yang fantasis bagi ukuran lokal yang diraih oleh daerah ini,
Wil sepatuenya konsekuensi strategis pembangunan daerah harus
by muara pada peningkatan sumber daya manusia untuk menca-

il kescjahteraannya termasuk kelompok masyarakat petani. Untuk
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itu, pembangunan dacrah termasuk peningkatan kesejahteraan ya ,‘, il pembangunan daerah yang telah ditetapkan, yaitu kondisi pen-

Mipalannya antara lain pada meningkatnya kualitas pendidikan, ter-
i entasinya pendidikan gratis, dan sebagainya (dikutip dalam
Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pe-
wetintah Daerah Provinsi Gorontalo, 2014).

bermuara pada ekonomi perlu memprioritaskan peningkatan pei

bangunan pertanian yang dibarengi oleh peningkatan peran sel
sumber daya petani dalam rangka penciptaan produktivitas maupul
di sektor pertanian. m

Pemberdayaan sumber daya petani jagung dapat mengacu p

[al ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi
da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMHE {intontalo yang menyinergikan antara peningkatan sumber daya

Provinsi Gorontalo 2012-2017 yang telah menetapkan visi: Terwl Wunusia dan pengembangar ekonomi kerakyatan yang melipuii
judnya percepatan pembangunan berbagai bidang serta peningll

|

an ekonomi masyarakat yang berkeadilan di provinsi Gorontal

1bangan sektor pertanian secara menyeluruh, kehutanan, in-
istr! dan perdagangan, pariwisata dan budaya, serta usaha mikro
it leecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkar-
Jiny pendapatan warga di tingkat desa. Dalam rangka itu pemer-

Juga dengan misi keduanya: Meningkatkan kualitas sumber day
manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenulhi

mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Dengg Wiih dacrah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia

dulim hal pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan serta
enciptakan SDM yang berdaya saing diarahkan dalam konteks
St pertanian. Tujuan ini tidak lain adalah peningkatan produk-

adanya misi kedua ini ditujukan untuk mempersiapkan sumis
daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertl
juan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan gral

terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, t@ 4l dan produktivitas pertanian secara menyeluruh dalam bentk
masuk di bidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahl ,_ ﬂm:.:_.:_:_ perikanan, peternakan, kehutanan, dan pengembangan
Universal Total Coverage. Misi kedua ini memiliki peran strate liwisan pertanian yang terintegrasi serta kedaulatan pangan be-

untuk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yail jipar (1) Program peningkatan produksi pertanian; (2) program

berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khusus peninpkacan nilai tambah hasil pertanian; (3) program penyediaan
bagi warga miskin (pro-poor). Dalam pelaksanaan Rencana Pen

bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012- 2017 mas|

tetap diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia ya

linn pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (4) program
_ _._3__.,_,__: aan sistem penyediaan mutu benih tanaman pangan dan
Wirtikuleura; (5) pembangunan/rehabilitasi UPTD/balai perbe-

dititikberatkan pada sekcor pendidikan, diarahkan pada peningl i mhan/perkebunan (DAK); (6) program peningkatan pengawasan

an pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta membell lan sertifikasi mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; (7)
kan subsidi pendidikan (pendidikan gratis) untuk memastikan an : program pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan; (8)
usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan _un_p__, program pengembangan distribusi dan cadangan pangan; (9) pro-
mengajar dapat berjalan di seluruh desa dengan fasilitas dan jumll yrim pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keaman-
guru yang memadai. Salah satu pencapaian tujuan pembangunil A pangan; (10) program pengkajian dan informasi; (11) program
jangka menengah tahun 2012-2017 diproyeksikan pada pencapaiil Wi centre; (12) program pemberdayaan ekonomi masyarakat pe-
target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran pencapil Wali (13) program pemantapan penyelenggaraan penyuluhan; (14)

an tujuan pembangunan jangka menengah diuraikan berdasarl L Enpuatan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan ke-
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hutanan; dan (15) pengembangan SDM penyuluh, pelaku utal
dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. ,

Usaha peningkatan produktivitas dan produksi di atas hat
dibarengi dengan upaya untuk memacu pembangunan infrastrul
tur daerah dengan penyediaan infrastrukcur dasar dan strategis d
meningkackan ekonomi masyarakat yang berkeadilan melalui usil
mendorong percumbuhan ckonomi yang dapat mengurangi ketil
pangan pendapatan, menanggulangi kemiskinan dan mengural
pengangguran, dan meningkatkan kescjahteraan sosial lainm
Upaya untuk menangani masalah kemiskinan di desa yang sebagl
besar berkaitan dengan para petani, pemerintah daerah mengupa
kan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui program bers
pa: (1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat; (2) progti
pembangunan desa tertinggal; (3) program peningkatan partl
pasi masyarakat dalam pembangunan; (4) program pembing
lesejahteraan keluarga; (5) program pencipraan Wira Usaha Bl
(WUB); (6) program pembangunan dan pengembangan masyaral
dan kawasan transmigrasi; (7) program pelayanan kesehatan pé
duduk miskin (dalam Bappeda: Arah Kebijakan Pembangun
Provinsi Gorontalo, 2017). .

Dalam menanggulangi masalah sosial sekian banyak upaya
merintah daerah untuk mengurangi kemiskinan baik dalam benfl
kebijakan, kelembagaan, maupun program. Secara kelembagaan i
merintah daerah misalnya membentuk Tim Koordinasi Penangf
langan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Satuan Kerja Pemerint
Daerah (SKPD) dengan nomenklatur penanggulangan kemiskingl
demikian pula kebijakan tentang penyusunan masterplan yang b
kaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, WB@_QE,.A.,,.
tasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program di
pemerintah provinsi Gorontalo seperti program pemberdayaan 4
sial, program pemberian bantuan untuk kelompok usaha bersa
(KUBE), program pemberian bantuan untuk masyarakat cerpel
cil, program perlindungan jaminan sosial dalam rangka memban!
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lorban bencana alam dan bencana sosial dan pekerja migran dan
hiegitu banyak lagi program lainnya yang berskala kecil yang bernu-
insa penanganan masalah kemiskinan di berbagai dacrah kabupaten
maupun kota di provinsi Gorontalo.

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan yang sebagian

esar berada di daerah pedesaan yang tentunya termasuk petani ja-

jung, maka pemerintah dacrah berusaha melakukan langkah kebi-
jukan. Implementasi kebijakan didahului oleh perumusan kebijakan
(lengan jalan memberdayakan sumber daya petani sebagai sasaran
strategi arah kebijakan pembangunan di provinsi Gorontalo seba-
yii sebuah policy yang dinilai tepat sebagai salah satu yang dapat
memicu pembangunan daerah. Pemberdayaan terhadap para petani
sebagai warga masyarakat sangat terlihat pada kaitan yang antara
liln diamanatkan secara nometetis dari pasal 27 ayat 2 bahwa ti-
ip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
lnyak bagi kemanusiaan. Anjuran secara normatif ini adalah salah
situ dorongan bagi masyarakat dacrah yang membangun otonomi
dierah atau desentralisasi yang punya kewajiban dalam memberda-
yulan kualitas kehidupan bagi masyarakat daerah termasuk kuali-
(i terhadap produktivitas masyarakat petani. Mengapa demikian?
Hal ini karena harapan terhadap output maupun income arah kebi-
ilkan pembangunan provinsi Gorontalo bisa memberikan nuansa
tethadap peningkatan capacity bagi sumber daya petani yang pro-
(luktif. Hasil ini sesungguhnya tidak bisa diraih secepatnya, tentu
membutuhkan kerja keras dan political will dari pemerintah daerah
untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dalam ben-
(il upaya mencarikan lapangan kerja dengan cara mengefekrifkan
(lan membuka lahan pertanian. Oleh karena itu, salah satu solusi
yang, dianggap terbaik adalah kebijakan mendorong masyarakat desa
tiiun kembali pada lokasi pertanian dan sekaligus membuka lahan
pertanian baru bagi tanaman jagung.

Dengan memprioritaskan pembangunan pertanian yang salah
witinya membuka lahan baru dan peningkatan produktivitas sum-
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ber daya petani, maka terdapat solusi bagi upaya mengatasi masalal
pengangguran di daerah ini. Sementara secara kualitatif arah kebi
jakan pembangunan membuka lapangan baru termasuk lahan pe
tanian yang harus diiringi oleh peningkatan sumber daya petal
Peningkatan sumber daya petani ini diharapkan dapat meningkal

i

kan produktivitas pangan terutama jagung yang secara langsufl
mendongkrak pendapatan para petani. Pemberdayaan sumber day
petani secara insentif untuk bekerja di perkebunan jagung adalil
upaya pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja bd
penghidupan petani secara berkelanjutan.

Berbagai usaha untuk menyelesaikan lingkaran masalah sepl
tar kualitas para petani dalam dunia pembangunan pertanian |
tingkat lokal dianggap sebagai kebijakan yang paling strategis
lam menyelesaikan masalah pengangguran dan pengentasan ker
kinan di Gorontalo. Penyelesaian masalah klasik baik penganggus |
dan kemiskinan di daerah ini adalah tugas pemerintah daerah d
lam melaksanakan pembangunan daerah termasuk dalam peml
ngunan pertanian. Dapat dipastikan secara empiris bahwa ketity
pangan dengan daerah lain yang telah maju membangun sekid
pertanian misalnya tanaman jagung masih sangat terlihat di bel
rapa daerah sebagai kawasan penghasil jagung seperti Sulawesi Ban
dengan Gorontalo. Sebagaimana dikemukakan bahwa ketahan
pargan kita, yaitu komoditas jagung masih perlu dioptimalkan §
cara besar-besaran, karena kebijakan yang sudah digulirkan [amm
sejak terbentuknya provinsi dinilai di bawah target nasional. Until
itu, pembangunan pertanian di bidang agropolitan jagung sedap
mungkin diintensifkan secara terus-menerus di daerah dengan @
dak tergantung pada kepentingan rezim atau pemimpin daerd
yang berkuasa sehingga pendayagunaan potensi agropolitan jaguil
dilakukan secara maksimal supaya hasilnya jelas bagi masyaralg
petani. Karena itu, usaha untuk mencapai pertumbuhan, pemerat
an, dan kesejahteraan para masyarakat petani, salah satunya adald
membuar peta potensi pertanian termasuk jagung sebagai priorig

21

1l A Kontribusi Sumber Daya Petani dalam Agropolitan Jagung

Winma dan sekaligus juga pemberdayaan sumber daya mercka secara
uptimal. Salah satu idiom yang berkembang dalam dunia pemba-
pgunan daerah adalah mempercepat perekonomian daerah, tetapi
il it tidak bisa dilaksanakan dengan baik bilamana sumbangsih
yunp sangat besar dari petani dan dunia usaha tidak maksimal.
Apabila pemerintah daerah tidak memprioritaskan sektor per-
{iiilan yang tentunya memberi dampak bagi pengabaian terhadap
kepentingan para petani, seeara otomatis percumbuhan ckonomi
pirovinsi Gorontalo tidak akan berkembang dengan baik, padahal
wiliyah ini memiliki sumber daya alam termasuk lahan pertanian
yinp, sangat subur yang dapat memberikan kescjahteraan bagi ma-
wittikat dan juga dapat menjadi arena bisnis, perdagangan sebagai
modal pembangunan daerah, serta sebagai sarana terhadap penyele-
wilin lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari upaya memberda-
yakan para petani melalui peningkatan kualitas sumber daya para
)
P,_,___: dengan aturan normatifnya tertuang dalam Undang-undang
Momor 3 Tahun 2000 bahwa kebijakan pembangunan ketenaga-
lerjaan bertujuan untuk: (a) memberdayakan dan mendayagu-
falan tenaga kerja secara optimal; (b) menciptakan pemerataan

i, antara lain melalui arah kebijakan pembangunan ketenagak-

losempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan
lebutuhan pembangunan nasional; (¢) memberikan perlindungan
bl tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya; (d) mening-
lutlan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Sementara perenca-
iian tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang
uti: (a) penduduk dan tenaga kerja; (b) kesempatan kerja; (c)
pelatihan kerja; (d) produkrivitas tenaga kerja; (e) hubungan indus-
(1lul; (1) kondisi lingkungan kerja; dan (g) pengupahan dan kese-

[iliteraan tenaga kerja (Sudarmayanti, 2008).

Iengabaian terhadap politik pertanian dengan tidak memberi-
i prioritas kebijakan terhadap pembangunan pertanian terutama
kimoditas jagung di tingkat lokal pula memberi pengaruh terha-
ip perubahan perilaku para petani dalam merebut lapangan kerja.
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Kondisi ini sangat jelas dari keengganan para perani untuk tul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui RPM]J

pada lahan pertanian sehingga banyak penduduk desa yang mul 1 memprioritaskan W.mv.:.m_am: pembangunan n_m_.mB berbagai
ritas petani membuka kesempatan kerja baru di luar sektor pet Ilung, yaitu sektor pendidikan, Wmmnvmﬁ.m? &SEWHE .WQ&&SS:W
nian, misalnya industri maupun jasa lainnya. Perubahan struki i ditambah infrastruktur. Untuk F.g.r _m_mm:ﬁ.ﬁrznm%mz mmvmm:
kesempatan kerja pada masyarakat petani di Gorontalo sesunggil plut, Pertama, pada sektor pendidikan ﬂm:EW_unSﬁWmn pada
iiberian subsidi pendidikan untuk memastikan anak usia seko-
il lupat melanjutkan pendidikannya dan kegitan belajar menga-
dupat berjalan di seluruh desa dengan fasilitas dan jumlah guru
Wiy memadai dan pembangunan infrastruktur, mutu pendidikan,
i pencapaian MDGS. Kedua, sektor kesehatan, pemberian ja-

Inan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan

nya dapat ditelusuri dengan meminjam teori ekonomi tentang
ubahan strukeur ekonomi bila terjadi suatu proses pembangui
ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapat
per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer, yakni pertaf
bangan dan pertanian, dan semakin besar peran dari sekror sekund
seperti manifakeur dan sektor-sektor tersier di bidang ekonomi. N
mun, semakin besar peran tidak langsung dari sektor pertanian, yil an pos kesehatan terpadu, pusat anmwwﬁ: s wMB-
ni sebagai pemasok bahan baku bagi sekcor induscri manufakeur o Buiitu dan pusat keseharan masyarakat di tingkat kabupaten dan
sektor-sektor ekonomi lainnya (dalam Bukhori, 2013) . ! hiin, serta meningkatkan WanEwﬁﬁ masyarakat &m_m.ﬁ é @.mE:ml

Dengan syarat perlu dukungan permodalan dan pendidil hutan pelayanan pos .Wmmnrmﬁm: di tingkat desa. Ketiga, sektor
maupun #raining yang cukup dalam mengelola hamparan pertafi honomi kerakyatan m.rmmmr_zm: pada pengembangan sekror Hu.mMﬂT
an yang cukup luas di Gorontalo, bahkan banyak lahan tidur yaf Alan, perkebunan, perikanan, er.:ﬁm:m? peternakan, koperasi MD
belum dimanfaatkan dengan baik di daerah ini. Akan tetapi, b IMKM, serta pariwisata melalui wmavmam%mm.: w&oBmow. usaha
kita melihat kondisi faktual justru berbagai masalah muncul d petani, peternak, nelayan, p mw&mmmzmmzu Uiselitar 260 ap sl Mm:m
lam masyarakat petani mulai dari permainan kelompok elit dala finllitas terhadap akses _ﬁw&: usaha m.&&\mﬁ (KUR) untuk melem-
konfigurasi politik pertanian, masalah permainan harga, hingga higalkan kegiatan produktif dan .Em:EmeﬁWmm pendap mEM WakpH
hidupan para petani yang sangat memprihatinkan dengan hidil i tinglkat desa. Keempat, sektor infrastuktur diarahkan pada pem-
serbakekurangan seperti para petani yang tinggal di perkebunan | inan infrastrukeur dasar, mcws:mwﬁﬂ @m_m.a\.mmm: ﬂmz.m@o.zwﬁ_ﬂww?.
gung di lereng-lereng gunung, masalah kualitas sumber daya petaf pudlu, energi, penataan pemukiman, air bersih, &m.n mmznmﬂ melalui
pendanaan, hingga masalah kesejahteraan. Kondisi yang seperti if] pendekatan kawasan dan kecamatan ber-IPM di bawah rata-rata
menjadi pemandangan yang biasa disaksikan di kalangan para petan
desa schingga mereka kebanyakan terbelit dengan kemiskinan, baly
kan dapat dikatakan bahwa orang yang berjasa menghidupkan mi
syarakat hanya dipandang sebelah mata tanpa ada upaya nyara untul
mengangkat harkatnya sebagai masyarakat yang memiliki kesamaa
dalam menikmarti hasil pembangunan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada riset tahun pertama (2016)
bahwa kebijakan pembangunan daerah provinsi Gorontalo adus

['M provinsi.

Scbagai catatan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
piet labupaten telah menunjukkan variasi sebagaimana dapat dilihat
puacdi Tabel 18.

Selanjutnya dengan melihat indikator arah kebijakan pemba-
fpinan provinsi Gorontalo berdasarkan periodesast tahun 2012-
101/ dan dilanjutkan kembali 2017-2022 sudah dipastikan policy
(entung ckonomi politik pembangunan di tingkat lokal tersebut akan
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diimplementasikan oleh rezim pemerintah daerah yang gubern
nya terpilih lagi untuk periode kedua, yaitu Rusli Habibie. Deny
menelusuri muara kebijakan pembangunan daerah tersebut san
terlihat konsep pembangunan daerah yang berkesinambungan (/&
development sustainable) yang dipacu untuk mengejar Wnﬂmmcsm; |
dari daerah lain yang tujuan utamanya adalah peningkatan
jahteraan masyarakat Gorontalo. Untuk itu perkembangan pemil
ngunan dacrah Gorontalo diletakkan pada fondasi nilai pendidilg
infrastrukeur, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan untuk memuf
kan kemandirian daerah ini yang masih tertinggal dari daerah [l
terutama wilayah Indonesia Timur termasuk kawasan Sulawesi,
Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, mil
arah kebijakan pembangunan daerah ini seharusnya antara lain dl
tikberatkan pada sektor pertanian khususnya yang berkairan den
pertanian agropolitan jagung. Kondisi ini dianalisis bisa mendatai
kan nilai yang menguntungkan bagi pembangunan daerah
masyarakatnya, antara lain dapat merangsang ekonomi kerakyat
yang bertumpu pada upaya peningkatan dimensi derajat kesejali
raan penduduk/petani daerah ini yang ditandai oleh meningkat I
pendapatan mereka secara ekonomis. Namun, pencapaian ﬁmnmo,
harus dibarengi atau seiring oleh peningkatan kemandirian dan Iy

mampuan sumber daya manusia Gorontalo yang andal dalam seg

o
bidang yang didorong melalui sektor utama pendidikan dan juj
kesehatan. Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber d
petani yang merupakan aset pembangunan pertanian yang dapl
menjadi pilar dari perkembangan pembangunan ekonomi daerali;

Dalam membukrikan hal itu kita dapat melihat sejauh ma
perkembangan sejarah pembangunan daerah Goronralo yang telul
dibarengi dengan kemajuan ekonomi yang tidak lain sangat ditent
tukan oleh sumber daya penduduk yang bekerja di sekcor pertaniu
terutama jagung. Walaupun harus diakui bahwa sektor lain di lu
pertanian berkembang pula derngan pesat sehingga terjadi transfo
masi lapangan pekerjaan yang dulunya sangat didominasi bidag
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yang mengandalkan kemampuan petani, lambat laun
lapangan pekerjaan yang mulai kompleks di sektor publik,
ilvit, industri, maupun jasa. Untuk menelusuri betapa pentingnya
. bangkan sektor pertanian yang dapat menjadi pendorong
imbuhan ekonomi daerah provinsi Gorontalo yang tidak terpi-
ulilan dengan sumber daya petani dapat dilihat gambaran nasional
_zm, berikut.

[{ehijakan pemerintah daerah provinsi Gorontalo dalam mena-
gl masalah sumber daya manusia terutama para petani yang ten-
Wiyn dibebankan pada tanggung jawab bidang pendidikan dalam
il [0l pencapaian mutu dan kualitas yang baik merupakan langkah
iJu dalam penyediaan tenaga kerja pada sektor pertanian. Menga-
W il berat kemajuan daerah yang disandarkan pada kebijakan

peinbiangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan kualitas

Siinber daya manusia sebagai modal sumber daya petani yang mem-
ihlan mutu pendidikan sebagaimana telah menjadi arah kebi-

_-r pemerintah daerah Gorontalo? Keterkaitan berbagai dimensi
il
Junll studi yang dilaksanakan oleh ADB dan Bappenas (1995) ten-
VL ity on intermediate services: Key to accelerate export development
Wi Indonesia preliminary report telah menunjukkan kebutuhan akan

nemacu peningkatan sumber daya petani ini seiring dengan

i kerja yang terampil dalam menunjang ekspor. Akan tetapi,
ra_ inyakan keburuhan tersebut kurang ditunjang oleh tersedianya
I terampil melalui pendidikan atau pelatihan yang ada. Untuk
Iiii, sepatutnya pemerintah daerah lebih mendorong kualitas dan

iinlas sekeor pendidikan melalui anggaran yang lebih besar un-

fil mendorong animo pada anak usia sekolah di seluruh desa yang

itarn lain dipersiapkan sebagai sumber daya manusia/petani yang
lapit melanjutkan pendidikannya dan belajar serta mengikuti pela-

Whin (1uining) tentang masalah agriculture (pertanian).

[ 1asil riset Barro (1991) serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992)
Wenunjuldlan partisipasi pendidikan dan investasi yang cukup besar
witule pendidikan merupakan faktor yang penting dalam menjelas-
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TaseL 18. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Wmvcwmﬁm?\ﬁonp:
Provinsi Gorontalo, 2010-2015

xmw%%maxﬂm 2010 2011 2012 2013 ‘ 2014
Boalemo 59,92 60,52 61,11 61,71 62,18
Gorontalo 60,00 61,04 61,87 62,22 62,90
Pohuwato 59,11 59,85 60,48 61,38 61,74
Bone Bolango 64,00 64,44 65,13 65,82 66,03
Gorontalo Utara 59,26 59,95 60,71 61,60 61,92
Kota Gorontalo 73,07 73,56 74,06 74,43 74,97
Provinsi Gorontalo 62,65 63,48 64,16 64,70 065,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

!

kan variasi pertumbuhan negara-negara di dunia. Mereka mempel
lihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia menyumbang secit
cukup berarti bagi percumbuhan. Sumbangan itu kira-kira sam
dengan sumbangan physical capital. Hasil temuan ini sangat cocu
dengan teori pertumbuhan endogen dari Becker, Murphy, dan ‘[
mura (1990) yang memiliki perhatian besar terhadap pembanguna
manusia. Apabila pengetahuan baru dan keterampilan terkandun

dalam sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi tergantun)
pada peningkatan teknologi, pengetahuan, dan cara-cara baru dalam

proses produksi, maka keberhasilan pembangunan akan ditentula
oleh proses akumulasi dari kualitas sumber daya manusia. Dala

konsep yang demikian pembangunan manusia sebagai sumber day
pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembanguni
yang memiliki etos kerja produkdif, keterampilan, kreativitas, disl

plin, profesionalisme serta memiliki kemampuan memantaackan,
mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologl

serta kemampuan manajemen (dalam Kartasasmita, 1996).

Mengacu pada argumentasi teoritis ini diperlukan kepedulian

terhadap para petani jagung dalam hal pengetahuan sebagai sum

i
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Wt dasar bagi pemberdayaan yang dimiliki oleh petani Goronta-
Peninglatan kapasitas mereka tentu sangat bersentuhan dengan
, alin pemberian pengetahuan tentang masalah teknologi, penga-

dacrah maupun negara lain yang sukses dalam mengem-
iglean pertanian. Penguatan capacity building terhadap sumber
wliyi petani diharapkan mereka menjadi petani yang berkualitas,
Liwutll, dan mampu berproduksi. Dengan nilai tambah ini petani
Hilile hanya menjadi profesional dalam hal berproduksi, tetapi pula
Wimpu memperbaiki kesejahteraan mereka sebagai indikator untuk
el
Wim harapannya adalah mendorong kualitas sumber daya ma-
Winln Gorontalo dalam bidang pertanian khususnya sumber daya
._13_.._:. yang sesungguhnya sebagai insan yang produktif. Selain itu,
Wetela tergolong sebagai sumber daya pembangunan daerah yang
liliaraplan akan mampu membawa daerah ini menjadi terkenal

can diri dari belenggu kemiskinan. Oleh sebab itu, secara

whigi wilayah yang mempunyai hamparan pertanian jagung dan
Wwearn umum sebagai lumbung pangan dan pilar ketahanan pangan
uslonal. Dengan demikian, daerah ini menjadi maju di sektor per-
junlan khususnya agropolitan jagung dan menjadi daerah besar se-
_E_u_.__ lumbung jagung yang tentunya mampu menjadi daerah yang
e dengan daerah lain sebagai penghasil jagung nasional.

letapa pentingnya peningkatan sumber daya petani di masya-
jalit Gorontalo terutama di daerah pedesaan yang sebagian be-
i hekerja pada sektor pertanian menuntut adanya peningkatan
wimber daya manusia yang dapat mengelola sumber daya alam
Lintontalo khususnya dalam bidang pertanian yang sebagian besar
bl dikelola dengan baik. Kawasan pertanian yang terhampar
lijin sesungguhnya sebagai potensi besar bagi pembangunan perta-
lan di tingkac lokal yang dapat membentuk nilai tukar atau posi-
ol tiwar-menawar yang tidak hanya scbagai modal pembangunan,
fetapl pula dapac menjadi modal bagi peningkatan kesejahteraan
piti petani. Harapan ini harus diiringi oleh kualitas sumber daya

|1
..:
i

|

- petant yang terampil. Karena dalam investasi sumber daya manu-
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TaBeL 19. Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan

Lapangan Pekerjaan

Pertanian

Pertambangan

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, Air

Bangunan

Perdagangan, Hotel, Restoran
Angkutan & Telekomunikasi
Keuangan

Jasa-Jasa

Total

Pekerjaan 2011-2015

2011

159.123
15.020
44.015

175
29.642
84.147
34.590

6.401
91.393
464.506

Kebijakan Pembangunan Pertanlil

2015 (Feh)
174.93
13.081
40.789

0

21.426
108.775
34.084
8.814
115.787
517.687
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ilin pelatihan yang memadai sehingga dunia kerja di bidang perta-
llin sangat siap dengan mereka yang akan mengeksplorasi sumber
iy alam pertanian. Dengan ketersediaan lahan yang banyak, baik
i belum diolah maupun yang sudah dimanfaatkan, dapat terli-
_._ﬂg_ dengan jelas sepanjang jalan yang melintasi lembah dan gunung
heriipa hamparan wilayah pertanian, khususnya jagung. Peman-
il ini dapat ditemui di mana-mana, baik di perkebunan tanah
ditar, di bawah pohon kelapa, maupun di lereng-lereng gunung
yunp menunjukkan bahwa tanaman jagung sebagai tanaman yang
iudah tumbuh dan sebagai penopang atau penyangga ketahanan
anpin daerah maupun nasional untuk kepentingan kebutuhan
ﬂ: p manusia maupun dunia industri dan sebagainya.

mm- r_

Sumber: BPS, 2014 yang dikutip oleh Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Gorontalo, 2015

sia meyakini bahwa penghasilan seumur hidup dari mereka yan
mempunyai pendidikan tinggi akan lebih besar dibandingkan ds
ngan sumber daya yang hanya mempunyai pendidikan rendah. Al
nya peningkatan sumber daya petani melalui upaya pendidikan dal
pelatihan adalah salah satu bentuk dari model peningkatan kualit

kerja dan keterampilan bagi para petani.

Karena itu, indikator tersedia, yaitu lapangan kerja pertanial
di sektor tanaman jagung dan sumber daya petani sangat ditentul
kan bukan hanya dengan perspekuif dari segi kuantitas, tetapi p
segi kualitas seperti dikemukakan di atas. Pandangan ini beralasii
mengingat hal yang paling menentukan usaha pada sektor pertaniu
tersebut adalah kualitas sumber daya petani sebagai fakcor kekuatan
pembangunan pertanian di daerah. Kualitas sumber daya petani s
ngar ditentukan oleh derajat pengalaman, pengetahuan/pendidikau,
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, Bab 5

Ekonomi Politik Pertanian
Berbasis Agropolitan Jagung

Wi bagian analisis ini akan diuraikan masalah kebijakan pemba-
Wgunan di tingkat lokal yang sangat berhimpitan dengan pemba-
\glinan pertanian di Gorontalo, yang telah memunculkan berbagai
i dan argumentasi tentang pro dan kontra terhadap kebijakan
)gunan pertanian yang berbasis pada agropolitan jagung. Per-
1 yang diajukan dalam analisis ini diawali dengan pergulatan
ulitll birokrasi dalam arena kebijakan pembangunan pertanian
iy menitikberatkan pada pembangunan agropolitan jagung. Titik
beint pacda argumentasi pada bagian ini adalah birokrasi di tingkat
il pasca-Orde Baru juga tidak terlepas pada permainan politik
lij dlimainkan oleh aktor yang berkepentingan demi memuluskan
nnya. Dalam arti bahwa birokrasi daerah sebagai eksekutor
| pertanian berada dalam ruang yang tidak pernah ham-
tlilim kepentingan politik lokal sehingga eksistensi sangat sulit
il bergerak secara netral dalam ekosistem pembangunan poli-
h pertanian. Karena itu, birokrasi di era otonomi daerah ternyata

lupal simbol atau pelaku utama politik atau dipermainkan oleh
1 jientingan politik dalam ruang birokrasi. Selanjutnya, pada bagi-
i liln membahas tentang peran ekonomi politik dan kebijakan
mbingunan pertanian yang tidak terlepas dari kepentingan dan
wliter ideologis dari aktor pengambil kebijakan.

letif ekonomi politik pertanian. Memberdayakan petani tidak
i dlari pergumulan terhadap kebangkitan kembali mereka se-

Il dan gerakan partisipatif untuk turun ke areal pertanian se-

101
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hingga dapat merangsang kembali kemampuan yang mereka milil Dari yang dikutip di atas sangat jelas peran birokrasi merupa-

sebagai petani melalui nilai kepercayaan, solidaritas, gotong royon lun simbol yang mewujudkan keberhasilan adanya pembangunan

dan sebagainya. Dengan kearifan lokal maupun modal sosial u\..:___ dan tidak terkecuali pembangunan pertanian di daerah yang sc-

mereka miliki bisa membantu para petani sebagai agen populis % singguhnya merupakan atribut dari kendali kehidupan pembu-

ikut serta menentukan arah pembangunan daerah. ilin kepurusan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi daerah di

linglkungan provinsi dengan sumber daya yang dimilikinya seharus-

5.1. Politik Birokrasi Versus Depolitisasi Birokrasi dalam Aral liyn menjembatani antara peran pemerintah daerah dan akumula-

Pembangunan Pertanian il kepentingan modal bagi pembangunan, misalnya melalui usaha

pioduktivitas pada sektor pertanian agropolitan jagung. Simbiosis

Sebagai bagian dan kelanjutan pada analisis sebelumnya tental intualisme terhadap pembangunan pertanian agropolitan jagung

pembangunan pertanian pada sektor agropolitan jagung di ho flilal terlepas dari kepentingan yang mendesak akan adanya kebu-

Gorontalo dalam ruang birokrasi dacrah tidak terlepas secara E.n._ uhan profesionalitas dari institusi ini yang mengemban tugas besar
g mewakili negara pada lokus lokal demi kehidupan pemenuhan
asyarakac sipil (civil society).

Dengan begitu perlu kebutuhan adanya pelayanan publik um-

dari usaha mewujudkan pemerintahan yang baik dalam cata
J pe yang
pembangunan daerah. Kaitan antara birokrasi dan Wmvnarmmx

pembangunan dengan meminjam berbagai pendekatan yang mel

mhmﬁamﬁﬁmmzwmﬂ model mumHS_UmDmﬁﬂm.S @m&»m— lokus daerah ﬁ_. | —az_:_:_v: _gm:;um @mBTQHSD m&mﬁw\m kemakmuran ammu\mpmrnmﬁ dae-

multiperspekif baik produk domestik bruto dan pendapatan | Juli, misalnya keberpihakan pada masyarakat petani dan sebaliknya

kapita maupun melalui gerakan multidimensi, tidak lain an whalstensi dari nilai profesionalisme birokrasi daerah harus diawasi

sebuah gerakan determinasi untuk mempercepat Wmmm_mrﬁnmms 1 el masyarakac (civil society) tersebut. Pengawasan masyarakat

syarakat. Bagaimana ruang dari peran birokrasi sebagai sumbu Juili peran birokrasi dalam pembangunan daerah ditujukan un-

memainkan kapital yang didukung oleh sumber daya alam yan, i mengeliminasi dominasi maupun hegemoni lembaga ini yang

dalamnya sektor pertanian dan peran aktor dalam pembanguil Siinppuhnya sebagai pelayan publik, tetapi menjadi pengkhianat

dapat dilihat dari scudi Harrod (1948), Nurkse (1953), dan Leil
stein (1957) yang memandang akumulasi kapital, induscriali

, gan masyarakat. Karenanya, pengawasan terhadap birokrasi
Whierah dititikberatkan pada dua hal berikut. (1) Birokrasi terseret
dan intervensi negara melalui perencanaan sebagai faktor penel at dalam kepentingan politik tertentu dan menjadi organ
kinerja pembangunan. Demikian pula Mynt (1954) menunjul | pulitile yang dipermainkan oleh akror politik maupun elit (dibaca
: Wil birokrasi) demi memuluskan adanya ajang politisasi birokra-
| Sebigaimana dikhawatirkan oleh Kaisiepo (2000) bahwa birokra-

diponisilkan sebagai kekuasaan (politik) menghasilkan kekayaan

bahwa sumber daya alam sebagai salah satu fakeor yang menentul
keberhasilan pembangunan dan selanjutnya Mc Celland (196

Ikeles dan Smith (1976) menjelaskan peran determinan milra

dividual atau determinan psikologis seperti achievement motivilf . (1) Birokrasi menjadi organ memperlakukan masyarakat

atau individual modernity dalam menunjang keberhasilan penik bt dimensi yang menikmati kue pembangunan bersifat sangat

ngunan (lihat Tjokrowinoto, dick. 2004). kil kepada pihak tertentu misalnya kepentingan aktor

il /elic atau kelompok pemodal.
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Pilihan kebijakan yang lebih cenderung atau dominan mei
untungkan perolehan materi kepada kelompok elit certencu dals
mengelola pembangunan pertanian, misalnya dalam hal penguasd
distribusi dan harga sangat bertentangan pada kebijakan yang b
kaitan dengan keadilan dan keberpihakan kepada petani. Kebijal
yang cenderung tidak memihak kepada kepentingan populis yalk
petani dikemukakan oleh Hariandja (1999) yang dikutip oleh Pug
(2004) adalah suatu strategi pembangunan yang menitikberatl
pada ukuran-ukuran kasar yang mendorong birokrasi akhirnya by
laku pilih kasih terhadap suacu elemen masyarakat tertencu dal
hal ini pemilik modal. Dalam konteks ini produk jagung sang
membutuhkan para pemodal atau swasta yang bisa Bm:mawcnm,m
sil panen, tetapi kadang kala pemerintah melalui tangan biroki
memainkan peran yang sangat luas untuk ikut serta dengan akf
politik yang memegang kendali kebijakan dalam hal suplai kep
pemodal dan cenderung memainkan intrik politik untuk mendap
kan keuntungan. Dari kepentingan politik birokrasi bahwa org
ini tidak dapat terpisahkan pada bagaimana melakukan tawar-
nawar kepentingan yang dapat mendatangkan keuntungan sehing
menyeret untuk memilih para pemodal yang memiliki dana beg
dan dialah yang diberi lisensi yang cukup besar untuk menguag
peredaran produk jagung. ‘

Sementara itu, di tingkat lokal paradigma pertanian until
mempercepat laju pembangunan daerah yang dimainkan oleh bite
krasi tidak hanya berbicara tentang sumbangan langsung pertaniii
dalam membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonam
daerah yang semuanya telah diuraikan pada tulisan di atas, et
pi pula harus mengedepankan prinsip dasar berkisar pada pring
dasar tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
pembuatan kebijakan dan program yang baik (good policy maki
process), pembangunan inklusif berkelanjutan, paradigama perta
nian untuk pembangunan, pembangunan pertanian berkelanjut
berbasis masyarakat, lingkungan alam dan pelaku agribisnis, pet
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hangunun perti . berorientasi pengembangan usaha pertanian
fikyat, fan beti si esumber daya lokal dan sistem pasar bersaing
sehat din berkein n_ (Kementerian Pertanian, 2014).

Barunglalitr ot dikatakan bahwa birokrasi daerah diharapkan

hisa berfungsi vk «  mengoptimalkan sumber daya alam, kapital,

Clan akgor v\m:?__:ﬁmﬁwww untuk menghasilkan produktivitas yang

Hnpgi dari yamgnrasng optimal menjadi lebih optimal yang pada
il Lrnyg membinarmn public service yang baik. Dimensi di tingkat
lokal in| mensukaksan adanya keharmonisan organ birokrasi se-
ina dijetin 01 dalam prinsip dasar di atas bahwa keberhasilan
__.__:_:_;_,:Dmb pAra: ma pertanian sangat tergantung sejauh mana

bitokrgyl memihirarndasan ideal seperti yang dijelaskan dalam bi-
jokrast Weberlin la - birokrasi selain mematuhi aturan juga apolitis
yung tdak boldurrnmainkan peran ganda secara politik, yakni poli-
{aasi bipokrasimuscan politik birokrasi (bureaucratic politics), tetapi
sebagal organ i 1 remiliki prinsip depolitisasi, yakni harus ne-

tral dag jauh divpepoentingan politik. Dengan demikian, birokrasi
dieral iy densnmaudah menciptakan sinkronisasi dan keharmo-
o dglam miieurdkan suatu keberhasilan pembangunan perta-
ilin melalui nillsil _ai yang diinginkan dalam geod governance, yai-
i birglasi vm_é.._ﬂ,ﬂ_mwhd.&mbww: pemerintahan atau tata kelola yang
balle, Bijolerasiy s : sukses mewujudkan suatu pembangunan yang
hetdinensi godyerexznance menurut Khan (1966) adalah: z political
el buyeancratimanzework which provides an abling macro-economic
niironment funsiesstment and growth, which pursues distributional
inel cquity re llow licies; which makes entrepreneurial interventions
When and whewlinazred and which practices honest and efficient man-
agement princill 1AL committed and imaginative political leadership
dicompanied bitffeFicient and accountable bureaucracy does seem to
b the ey to thibtibelishment of good governance in a country (dalam
M)

wc—u pada teoritikal yang diargumentasikan oleh

['olrowinoto,

_ U_.___.;:
Kahi (ersebulinurm menciptakan sebuah birokrasi daerah yang
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sesuai dengan good governance dalam melaksanakan pembangund kekuasaannya, memobilisasi pendukung, dan melemahkan penen-

pertanian, maka tentu masih jauh dari harapan bagi kita semul ling politiknya.
Mengapa demikian? Kondisi faktual antara berdirinya daerah ba
yang memiliki hasrat untuk mengejar ketertinggalan untuk mem
jukan rakyatnya dan keinginan adanya perbaikan kondisi biro
sebagai aktor yang mengimplementasikan kebijakan daerah selall
didengungkan sejak berdirinya dacrah baru ini hingga sekaran

Sebagai dacrah hasil pemekaran dari Sulawesi Utara, pemering

Kebijakan yang paling urgen dan menjadi harapan masyarakat
liorontalo tentang pembangunan pertanian yang menitikberatkan
_:z_; agropolitan jagung tidak terlepas dari berbagai kepentingan
lintuk mencapai tujuan politik, baik untuk pencitraan maupun un-
file melanggengkan kekuasaan maupun melemahkan lawan-lawan
1:___:7 melalui program kebijakan pembangunan tersebut. Birokrasi
provinsi Gorontalo sangat berambisi untuk memperbaiki kegiaf Jrovins Qoﬂ.o:ﬁmww yang dianggap m.m.vmm& inisiator &m:.g m.mnmbnmwmw
administrasi melalui reformasi birokrasi di tingkat lokal yang sesl 12___5:@:5: berjalan dalam dua sisi mata uang, yakni di satu sisi
dengan ide good governance. Meskipun birokrasi di tingkat lol

pada era reformasi pada hakikatnya tidak banyak berubah, wall

pemerintahan daerah provinsi Gorontalo dihadapkan dengan tun-
litin masyarakat terutama di daerah untuk menjalankan birokrasi
pun sudah digulirkan reformasi birokrasi, institusi tersebut dili ﬁ._::_:ﬁ%w: daerah yang sesuai dengan Wmnmﬂm: EDEW DME %m-
: _ : asi <e-
rapkan sebagai agen pelayanan dan perubahan. Namun, faktan itkan daya guna dan hasil guna a&mﬂ TRERISANEHT gt L
sangat kontra produktif dengan keinginan dan kepercayaan publl wjihteraan masyarakat Goronrtalo, tetapi di sisi lain ada pengaru

Problem empiris terjadi di pemerintah provinsi Gorontalo yang |

rokrasinya tidak bisa melepaskan diri dari politisasi birokrasi, kel

_ __:_ il birokrasi di tingkat lokal yang sesungguhnya kontra ?O&EW-
il terhadap keinginan masyarakat tersebut. Munculnya berbagai

bangkitan kembali atavisme (mengenang masa lalu) dari entitas pa
tik dalam birokrasi lokal yang diperankan oleh kelompok-kelomjp
elit termasuk pejabat publik yang merasa dirinya sebagai keturu

—__.._ soulan di birokrasi pemerintahan daerah tersebut yang menyang-
il masih tingginya angka kemiskinan, berbagai penyimpangan
lilnnya seperti korupsi, KKN, nepotisme, dan sebagainya tentu bisa

aristokrat di masa lalu, dan kemunculan orang kuat lokal dalam | Aienambah suramnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

rolctast {tlah dibentuk para pendiri provinsi ini yang dengan susah payah

Dengan demikian, birokrasi daerah sebagai sebuah biro ielepaskan diri dari daerah induknya Sulawesi Utara.
tan b 5 "

warisan Orde Baru yang memiliki tipe tradisional, acap kali ingf
tusi di tingkat lokal ini sulit memberikan harapan yang diinginl

[Karena telah menjadi fakta begitu banyak dominasi kekuasaan

an politik yang mengubah birokrasi publik di tingkat lokal ini

banyak orang karena berhadapan dengan politik birokrasi mauf Jung, ___,.___:._;:M 4 3&.3\ ani Wm@mbazmmb ﬂmm%mamrmﬁ menjadi R
adanya politisasi birokrasi. Konstelasi birokrasi yang terkontami peimainan politik birokrasi yang erat Wm:w: n_ms.mmﬁ Wn.wnzﬂsm.m:
oleh permainan politik birokrasi maupun politisasi birokrasi sepel Ilividu dan kelompok (Wantu, 2011). Perilaku birokrasi pemerin-
ini menurut Masoed (1994) merupakan asumsi bahwa _ﬂm_um_a_n,_.,_ Juh dacerah provinsi Gorontalo menurut hasil diskusi beberapa tahun
publik adalah bagian dari mekanisme yang dipakai pemerintah | -..._:: lalu dengan mﬁwﬂm:m dan .Swo_a BM: w.m:m _@Q, :Mr Em:mmmmzw_
; : e _ hagai wali I nur Sulawe-

bagai sarana untuk menyelesaikan persoalan politik. Umumnya I fihatin schagai wali kota Gorontalo S Do gt
o Ut mengemukakan bahwa provinsi Gorontalo yang dengan

bijakan publik dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sarana unf

= 5 : : i dibentuk oleh para pendirinya, dewasa ini banyak disa-
mencapai tujuan politik paling mendasar, yaitu mempercahank ya di para i ¢ ¥
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lahgunakan oleh para pemimpinnya. Mereka tidak memiliki inova ber, yakni birokrasi harus menciptakan nilai lebih bagi masyarakat
dalam membangun provinsi baru ini dan sekaligus tidak menjalag
kan prinsip-prinsip good governance, tetapi sebaliknya yang banyal
adalah demi kepentingan politik semata-mata, yang salah adalah gy provinsi sebagai sebagai alat yang menjalankan rugas adminiscrasi?
bernurnya yang banyak mementingkan dirinya sendiri. Akibatny Asumsi yang bisa dibangun adalah birokrasi yang dianggap men-
pembangunan yang bermuara pada kescjahteraan masyaralat tidil lominasi jalannya roda administrasi pemerintahan daerah memiliki
fungsi mengoordinasikan dan mendisiplinkan segala sekror, yakni
witian kerja pemerintah daerah untuk membangun sentra pro-
uksi yang menjadi sumber kapital bagi pembangunan ekonomi
inusyarakat dan selanjutnya menjalankan fungsi pengendalian da-
lim upaya agar masyarakat memiliki etos kerja yang tinggi untuk
imenambah penghasilan (income).

(orontalo teristimewa pada sektor produksi pangan jagung. Dalam
futaran seperti ini apa yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah

ada dan justru kemiskinan meningkat di daerah ini. Realita tersebu
sangat menyedihkan karena wacana lewat janji-janji kapada kepad
rakyat banyak diingkari (wawancara tanggal 18 Maret 2011). _

Secara teoritis birokrasi seharusnya sebagai alat untuk mengin
plementasikan kebijakan secara administratif, tetapi secara empil
birokrasi provinsi tersebut terlibat dalam kehidupan politik masy
rakat dalam arti mereka ikut dalam percaturan mulai dari perumu Dalam cataran menjalankan kebijakan pemerintahan, arah ke-
. . hijukan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada politik
pertanian misalnya yang berbasis agropolitan jagung me_.m& tugas
ilitl pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat supaya
enciptakan surplus produksi, yakni peningkatan produktivitas ja-
Jung para petani. Selain itu, pemerintah daerah punya kewenang-

an kebijakan sampai dengan ikut serta dalam percaturan kebijaks
politik yang scharusnya merupakan areal dari kewenangan pejal
politik. Keterlibatan birokrasi hanya sekadar menjalankan fun|
administrasi yang menjadi ide rasional birokrasi Weber diangg
sebenarnya sudah berlalu. Namun, ada pandangan yang mungl

dan sedikit berbeda dari Weber, yakni birokrasi bukan hanya me Al dalam mengatur tidak hanya yang berkaitan dengan kegiatan
jalankan fungsi mengoordinasi berbagai unsur dalam proses peme imenambah nilai produksi, tetapi juga mengatur berbagai masalah
intahan atau proses produksi, tetapi lebih penting adalah biroks liln mulai dari tata kelola produksi, produksi yang dikonsumsi oleh

iinyarakat, hingga harga yang diterima oleh para petani, bahkan
Hilal investasi yang diperoleh pemerintah daerah dan sebagainya.
Tugas yang mulai dari birokrasi modern seperti ini yang dii-
lpinkan oleh nuansa reformasi birokrasi, dalam arti birokrasi ha-
{in memperbaiki dirinya agar memenuhi kebutuhan dan harapan
Inyirakat Gorontalo terutama supaya mereka dapat menikmati

sebenarnya diciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan d
pengendalian yang berkaitan dengan kapitalisme yakni birokratis
itu terjadi karena kebutuhan kapitalisme untuk memproduksi dii
nya sendiri. Dalam pandangan ini negara selalu akeif mengusahali
agar masyarakatnya bekerja lebih giat dan menghasilkan ou
yang lebih dari sekadar cukup untuk hidup (lihat Betham, 198

dan Masoed, 1994). " _:_:___ ingunan dengan cara meraih kesejahteraan yang dicita-citakan

Mengacu pada asumsi birokrasi pemerintah scharusnya buli shiapiimana amanat otonomi daerah yang diarahkan pada upaya
hanya mengatur masalah prosedur administrasi, tetapi pula masal mentnplkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah.
pengaturan distribusi produksi, maka sepatutnya birokrasi provl ] il itn dibutuhkan cara kerja birokrasi berdasarkan fungsi-fungsi

Gorontalo punya akuntabilitas yang tinggi untuk mengimpleme aikan dengan tugas ideal birokrasi modern yang harus

tasi nilai-nilai birokrasi yang dikatakan oleh para pengkritil W nipu pula menjalankan misinya untuk melakukan penetrasi ke
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dalam kehidupan masyarakat, termasuk kepada para petani melall
penciptaan produksi pada sektor pertanian jagung. Untuk meng
laborasi lebih jauh tentang peran birokrasi provinsi Goronrtalo d;
lam meningkatkan pembangunan pertanian pada sektor agropolitd
jagung, maka dalam temuan penelitian dan analisis akan digunakal
pendekatan teoritis untuk melihat peran negara dalam penciptad
produksi sebagai kebutuhan kapitalisme dengan meminjam ha
karya Clyde Weaver dan analisis Masoed (1994). ,

Bagan pada Gambar 3 memperlihatkan dua parameter, yaituj

A. Birokrasi sebagai aparat negara mempunyai lima _ﬂn_o:-m.o;

fungsi dengan derajat keaktifan yang berbeda sebagai berikut,

Pertama, fungsi administratif, yaitu para birokrasi harus memill
sikap, perilaku, dan sepak terjang administrator dengan nilai respe
sible (tanggung jawab) menjalankan tugas dan kewenangan. Tuy
birokrasi pemerintah daerah bertanggung jawab secara administra
terhadap terwujudnya pembangunan pertanian yang menjadi tuj
dan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan Satuan :
Pemerintah Daerah (SKPD), yakni Dinas Pertanian Tanaman |
ngan dan Hortikultura provinsi Gorontalo. Para pegawai dalam
gan birokrasi tersebut di samping bertanggung jawab, juga hat
memiliki :
berhubungan dengan pembangunan pertanian. Sebab itu, Fr _nn_
(dalam Darwin, 1996 dan Widodo, 2001) menyatakan bahwa tan

gung jawab administratif merupakan standar profesional dan ko

kapasitas dalam mengimplementasikan tugas-tugas

petensi teknis yang dimiliki pegawai (administrator) dalam mi
jalankan tugasnya.

Dengan pendekatan administrasi birokrasi pemerintah provil
Gorontalo dalam konteks pembangunan daerah memerankan dlj
nya untuk mewujudkan pertumbuhan ckonomi terutama ekonaf
kerakyatan melalui sektor pertanian dengan memainkan peran p@
ting dalam membangun sektor pertanian dan memberdayakan sul
ber daya petani yang tersedia di pedesaan. Dari segi pembangul
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pertanian erminan administrasi dapat dilihat dari peran birokrasi
(ierah mehlui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultu-
i1 untuk merancang sebuah kebijakan yang berhubungan dengan
pertanian trutama agropolitan jagung melalui perencanaan hingga
pelaksanaan dan diikuti oleh koordinasi dan pengawasan dengan
baik.

Gavimar 3. Bidang-Bidang Kegiatan dan Intervensi Negara

Produksi dan
Reproduksi Kapital

Reproduksi Tatanan
Masyarakat Dan Politik
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i i i i Misl 1, memfokuskan peningkatan ckonomi atas dasar opti-
Peran birokrasi pemerintah daerah mengimplementasi I .

ja dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan daerali
hal ini bisa dilihat pada Rencana Pembangunan Janglka Mengl
Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012-2017 yang telih
netapkan visi: “Terwujudnya percepatan pembangunan berls
bidang serta peningkatan ckonomi masyarakat yang berlceadi
di provinsi Gorontalo”. Visi ini menjadi bingkai utama atau (i
strategis seluruh stakeholder dalam akselerasi pembangunin
Gorontalo lima tahun ke depan sebagai amanah untuk meningl
kan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan visi di atas mengandi
2 (dua) unsur penting, yaitu pertama, mewujudkan percepatan
bangunan di berbagai bidang. Aspek ini merupakan target king
aksi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ¢
rah dalam konteks pemerataan melalui optimalisasi segala sumil
daya yang ada. Artinya, semua pihak harus lebih berinovasi, sl
ligus membangun sinkronisasi antardaerah kabupaten/kota unii
mendorong akselerasi pembangunan daerah. Kedua, peninghut
M\M_HHHEM,mW@&WMMMMMMMMMMﬂWM&MMM%.\HM5”““ H”:MW»NMMMM ui melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat serta mem-

/|

masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, men
bangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan kinerja sektor u
gulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengang
ran, dan peningkatan infrastrukeur ekonomi. Semua ini diharaplé
akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat provii
Gorontalo. Perwujudan visi RPJMD adalah: (1) Peninglatan angh
IPM (HDI); (2) peningkatan pertumbuhan ekonomi; (3) pem
ataan pendapatan (indeks gini); (4) penurunan angka kemiskini
(5) peningkatan kualitas pelayanan SKPD dan peningkatan kualiti
tata kelola pemerintahan (good governance). Seluruh perwujudan visl
tersebut dijabarkan di dalam penetapan indikator kinerja di RPJMI
dan renstra SKPD. Untuk pencapaian visi daerah selang lima tahufi
ke depan, misi yang diemban pemerintah daerah adalah:

llyl pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju in-
W, percepatan pembangunan infrastrukeur pedesaan, sckaligus
figeimbangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara
wilun terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.
Misl 11, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
Jilekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualicas
jyelenpgaraan pendidikan dan kesehatan.
Misi 111, mengembangkan manajemen pengelolaan potensi
mber daya perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, ke-
fnan, perkebunan, dan pariwisata yang lebih baik, saling ter-
jprasi, dan lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat
i memeclihara dan melestarikan Danau Limboto sebagai sumber
pediaan air bersih untuk pengembangan perikanan air tawar dan
lyerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wu-
Wil memelihara linkungan (pro green).
Misi IV, mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan
inusyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara

Werkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap
Jial, termasuk isu kesetaraan gender dalam ppembangunan.

~ MisiV, menciptakan sinergi antara pemerintah provinsi dengan
.ma::._.::mr kabupaten/kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi
dierih sekaligus untuk meninglkatkan kinerja pelayanan publik,
runkan angka kemiskinan, dan menjalankan sistem tata pe-
jierintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemba-
ppunan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth)
piencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta
li|i1 investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing dae-
il kabupaten/kota schingga rakyat provinsi Gorontalo lebih cepart
[i¢lar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya san-
(inp, pangan, dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infra-
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3

strukeur dasar jalan, jembatan, air bersih, dan listrik yang selami

ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Misi pertami
ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sekror unggulan dae
rah berupa konsep agropolitan jagung sebagai branding Oomoﬁmm_,
yang diintegrasikan melalui pengelolaan peternakan sapi, sekaligu
meningkatkan manajemen pertanian dan perkebunan dengan pok
one village one production, serta wnzmmavm:mmw wawm%w&m& farmi
sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.
samping itu, hal yang didorong berupa membangkitkan indu
dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan, dan kemu
dahan dalam akses permodalan di antaranya melalui kredit usall
rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit (dikutip dalam Peratul
an Gubernur No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerif
tah Daerah Provinsi Gorontalo, 2014).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae
(RPJMD) yang antara lain dititikberatkan pada perencanaan pel
bangunan pertanian agropolitan harus melibatkan aspirasi petil
mulai dengan melihat keinginan masyarakat petani, kepenting
kedaulatan pangan, dan ngmen-an:.mwN: lainnya, misalnya i
tensi produksi hingga harga. Pelaksanaan pembangunan terutd
politik pertanian harus mengangkat derajat para perani yang Ui
menguntungkan taraf hidup mereka yang tinggal di pedesaan.
ordinasi dikaitkan dengan menghindari tumpang tindih kebijalé
yang memunculkan adanya dominasi kebijakan tertentu dan m
inggirkan kebijakan lain pada sektor pertanian. Pengawasan mei
di faktor penting dalam birokrasi daerah khususnya yang berkal
dengan dinas yang terkait, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pany
dan Hortikultura sebagai satuan kerja birokrasi yang netral terhad
politik. Institusi pemerintah daerah tersebut harus sedapat mungh
untuk menghindari adanya diskresi manjemen, abuse of power il
para pejabat politik maupun para akror birokrasi itu sendirf
tidak terdapac hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya cerjacll 1
administrasi atau penyelewengan te thadap implementasi kebijali
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Kedua fungsi regulasi dan arbitrase, dengan birokrasi daerah
schagaimana pula birokrasi pada umumnya menurut pandangan
Weber ini dirangkum oleh Warwick (1975:4) yang menyatakan
hahwa dalam birokrasi yang ideal itu terdapat antara lain adanya
aturan-aturan/regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang

~mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya

(formal rules, regulations and standards governing operations of the or-
winization and behavior of the members). Pandangan ini diperkuat
oleh La Palombara (1967:49 yang mengemukakan aturan-aturan
ulministratif yang sangat terdiferensiasi dan terspesialisasi (special-
lued highly differentiated administrative rules). Persoalan yang diargu-
menkan tersebut bisa saja menurut Cheema (2005:152-156) sebagai
masalah kritis yang muncul akibat globalisasi yang dihadapi oleh
hirokrasi sektor publik. Globalisasi menuntut perubahan paradigma
peran negara antara lain dari kontrol ke regulasi, dengan penekanan
picla akuncabilitas dan transparansi (terlalu kuatnya kontrol menye-
biubkan mayoritas orang miskin kehilangan hak dan tidak berani
menuncut hak mereka). Dari kapasitas negara bersifat tradisonal ke
leterampilan baru perlu peningkatan penegakan aturan hukum juga
imendorong kompetisi dan partisipasi untuk meningkatkan kapa-
bilitas. Indikator ini menciptakan adanya pemimpin atau pejabat
dalum birokrasi yang tradisional kepada pemimpin birokrasi yang
modern (dalam Wantu, 2011).
engan berbagai pandangan teoritis tersebut dikaitkan dengan
peimbangunan pertanian agropolitan jagung, maka dapat dikatakan
liliwa birokrasi atau birokrasi daerah dalam mengimplementasi tu-
gn dan kewajiban secara administrasi seperti dikatakan di atas dia-
{11 dalam berbagai nometetis atau peraturan yang berlaku dengan

iinensi yang jelas. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa
bitokiasi daerah sebagai organ yang mampu menjembatani antara
kepentingan pemerintah pusat hingga daerah terutama berhubung-
i denpan pertanian dan kepentingan masyarakat termasuk petani.

N cmpiris maupun kontekstual seperti ini dapat kita meminjam




116

Kebijakan Pembangunan Pertanii

istilah Hans Kelsen dan Nawaysky tentang stufentheorie, yakni mel
hat hukum dalam bentuk yang grundnorm dan hukum yang bent
norma sebagai hukum dasar yang merupakan staatsidee, tentun
masih dalam rataran norma, sehingga untuk dapat dilaksanalg
dibutuhkan aturan pelaksana di tingkat bawahnya (lihat Koesnal
dan Hermailiy, 1975; Tjokrowinoto dkk., 2004). y
Kontekstual empiris yang didasari pada regulasi tentang peml
ngunan pertanian khususnya agropolitan jagung di provinsi Gort
talo dapat dilihat dari berbagai regulasi yang ada mulai dari pem
intah pusat hingga daerah. Untuk lebih jelas uraian tentang berba
regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maka tidak sal
mengutip kembali hasil riset dari Moonti dan Wantu (2016)
ngan menguraikan secara ikhtisar kembali Undang-Undang,
turan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Kej
tusan Menteri hingga Peraturan Daerah (PERDA) yang semudi
berhubungan dengan pertanian atau pangan. Berdasarkan dia
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 10
hun 2004 aturan yang berhubungan dengan pembangunan seié
pangan maupun pertanian atau yang menjadi pendukung atui
tersebut dapat direlusuri sebagai berikur. .
1. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan I'é
nian Pangan Berkelanjutan 1
2. UU No. 7 Tahun 1996 yang diubah dengan UU Nay
Tahun 2012 tentang Pangan
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
bangunan Nasional :
4. UU No. 20 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan I’
nian, Perikanan, dan Kehutanan
5. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
6. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Peml
dayaan Tani
7. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi |
bangunan untuk Kepentingan Umum
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10.
1.

12.

I
14

16,

20,

LI

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025

UU No. 20 Tahun 2006 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 10
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
LS.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Kerta-
hanan Pangan

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetap-
an dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 ﬂmnﬁmmm‘ Pena-

tagunaan Tanah

. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 tentang Penye-

lenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum

. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan

Percepatan Penganckaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indone-

sia (MP3EI) 2011-2025

. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014

2. Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2011

. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang

Cierakan Percepatan wm:mm:mwmﬁmmmam: Konsumsi Pangan
Menteri 273/KPTSIOT.

160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan

Peraturan Pertanian Nomor
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Petani Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kelembag . bagaan Petani Berkaitan dengan Profesionalisme Petani da-

1

P lam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2008 ten
tang Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Dengan melihat regulasi yang menjadi payung hukum terha-
(lup pembangunan pertanian di daerah ini sebagaimana tercantum

9/M-DAC

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 dalam diagram tersebut, sesungguhnya birokrasi daerah dengan
PER/3/2014 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor B Jemangat reformasi birokrasi sepatutnya membenahi payung hu-
ras menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Ni liim berupa produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan

12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Ekspor di pertanian. Hal itu harus dirancang dan diimplemetasikan dengan

Impor Beras
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 tahun 2007 tental
Strukeur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian da

buik dengan koordinasi dan pengawasan berbagai pihak supaya
tldak terjadi anomali atau anomi hukum. Untuk itu, pemerintah
| provinsi Gorontalo dalam mengembangkan agropolitan jagung se-
lipai bagian penting dari pembangunan pertanian diarahkan untuk
mewujudkan lzw enforcement sebagai pilar penting negara hukum
(sechtstaar). Hal ini tidak terlepas dari keberadaan birokrasi yang

imengedepankan good governance, antara lain penegakan hukum (rule

Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo berkaitan dengil
Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dalam Pelaksanaan P
gram Kerja i
PERDA No 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgill
sasi dan Tata Kerja Badan Pusat Informasi Jagung Berkalts
dengan Tugas dan Fungsi BPIJ dalam Pelaksanaan Proguil

0/ luw). Indikator penggunaan kekuasaan atau kepentingan sendi-
il yang hanya menguntungkan segelintir orang (misalnya politisi,
kelompok pemodal) yang menikmati kue pembangunan pertanian
piudn sekror jagung dan tidak mempedulikan kaum petani merupa-
kiun pelanggaran konstitusi atau hukum yang perlu dibenahi.

Agropolitan Jagung .
PERDA No. 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Bad
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehuta

a1 berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Penyuluh d Sementara fungsi arbitrase diharapkan birokrasi sebagai penga-

: fit kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan de-
Ijun pertanian agar masyarakat petani tidak dirugikan terhadap

pulltik ckonomi yang dipermainkan oleh para aktor yang berkepen-

lam Program Agropolitan Jagung _
Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 119 Tahun 20
tertanggal 26 April 2006 tentang Harga Jual Jagung dala
Wilayah Provinsi Gorontalo Berkaitan dengan Melindu
Petani dari Permainan Harga oleh Pedagang

(lngin untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Instrumen ke-

an birokrasi termasuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Fortikultura adalah lembaga yang mengatur sarana produksi yang

Surac Keputusan Nomor 15-/Tahun 2005 tentang e

tapan Koordinator Kecamatan Seprovinsi Gorontalo Tali hetkuitan dengan pertanian jagung dengan perlindungan terhadap
2005 Berkaitan dengan Pemberian Kewenangan dan Pl sl sesuacu yang berhubungan dengan pertanian maupun petani.
berdayaan/Pendampingan Petani i Farena itu, fungsi arbitrase maupun regulasi sangat jelas untuk me-
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/Q Wit dian memberikan perlindungan terhadap keberadaan pemban-
160/4/2007 2005 tentang Pedoman Pembinaan Kele Junin pertanian terutama agropolitan jagung tersebu.
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Sasarannya untuk menciptakan terwujudnya ketahanan pangal
dan kedaulatan pangan termasuk jagung di provinsi Gorontalo da
lam tulisan ini mengutip indikator dari hasil studi Lembaga Peng
kajian Independen Kebijakan Publik (2014) yang dipakai seba
analisis berdasarkan kajian agropolitan jagung sebagai berikut. (1]
Tersedianya jaminan hukum untuk ketersediaan dan perlindungat
lahan pertanian pangan; (2) tersedianya perangkat hukum yan|
memfasilitasi peningkatan kesejahteraan para petani; (3) penguati
kelembagaan pertanian dan tata cara koordinasi antardinas; (4) tel
wujudnya sistem pengaturan sarana penunjang kedaulatan pangat
(5) adanya kesadaran hukum dalam keadaan krisis pangan. Selal
itu, fungsi arbitrase diberikan pula kepada petani ketika para petal
berhadapan dengan kekuatan pemodal besar yang mengubah keb
jakan penggunaan lahan agropolitan jagung menjadi tanaman laif
misalnya kelapa sawit. Antara kekuatan di luar petani yang bel
hadapan langsung dengan mereka sebagai petani tentu bila cidd
dilakukan fasilitasi melalui birokrasi daerah, maka akan lahir konfll
yang melahirkan ‘.m.
cemburuan dan berakhir dengan konflik terbuka yang bernuan

komunal yang dipicu oleh kesenjangan sosial

horizontal maupun vertikal. Karena itu, dari berbagai hasil wa _
cara dengan pejabat birokrasi pemerintah yang berusaha membe
kan perlindungan hukum bagi kepentingan kelompok masyarali
bawah termasuk masyarakat tani yang rentan dengan masalah h
kum diupayakan melalui Peraturan Daerah {Perda) misalnya di l§
bupaten Pohuwato. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dae

i

terseburt dikatakan oleh salah satu staf pemerintahan R Nento:

Saat ini pemerintah daerah Pohuwato sudah melahirkan sebuah pel
turan daerah tahun 2017 yang memberikan perlindungan terhadg
fakir miskin yang tentunya adalah masyarakat yang berada pud
kelompok tingkat bawah misalnya juga para petani yang tergolof
miskin dalam menghadapi masalah hukum (wawancara tanggal
Agustus 2017).
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Kondisi kelompok masyarakat tani yang rentan dengan masalah
hukum dalam mempertahankan hak mercka terhadap perebutan la-
han pertanian hampir terjadi di berbagai dacrah di provinsi Goron-
talo, misalnya sengketa lahan antara petani dengan pihak swasta.
Dalam konflik tanah tersebut sebagian besar petani menjadi korban
dalam perebutan lahan dan selama ini selalu dikalahkan sehingga
pemerintah seolah-olah tidak berpihak kepada kelompok masya-
rikat petani. Fakta empiris ini hingga kini menjadi bom waktu
yang dapat memberikan kerawanan sosial berupa konflik laten yang
sewaktu-wakeu bisa meledak menjadi konflik termanifes yang dapat
berwujud konflik horizontal maupun vertikal dalam masyarakat.

Ketiga, fungsi kontrol finansial, moneter, dan fiskal, yakni
melalui birokrasi daerah diharapkan untuk menata dengan baik
sumber kehidupan ekonomi masyarakat daerah melalui sumber
pendapatan dari sektor pangan, yakni jagung. Pemerintah daerah
harus menata pasar konsumen maupun produsen sebagai sumber
pendapatan pemerintah daerah, yakni akumulasi kapital. Dalam
hal ini adalah cara memberi kemudahan bagi para petani untuk
mendapackan kredit dengan bunga rendah dan juga membuka
lemudahan bagi pemodal untuk menginvestasikan uangnya pada
pembangunan pertanian agropolitan jagung, dan sebaliknya pula
birokrasi daerah menganggarkan dananya untuk merangsang para
petani untuk meningkatkan produksi jagung.

[Kecempat, tindakan langsung adalah peran birokrasi pemerin-
tuh dacrah terlibat langsung dalam pembangunan pertanian dengan
(iijian utamanya menerapkan kebijakan agropolitan jagung sebagai
kebutuhan pangan, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasi-
nhal tetap eksis dalam kehidupan masyarakat petani. Mengapa de-
filian? Tidak lain karena pembangunan pertanian sebagai sumber
pitnpan merupakan perintah dan dilindungi oleh konstitusi negara,
yilni Undang-Undang Dasar 1945. Sumber pangan yang dimaksud
teivebue misalnya di daerah ini sejak terbentuk menjadi provinsi baru

itah kebijakan pembangunan pertanian antara lain dititikberatkan
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pada agropolitan jagung sebagai bagian pentingdari pangan %P.“.,_,
merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena ity dengan kekuatdl
penuh (absolute power) melalui kebijakannya pada sektor perekon
mian tersebut, maka agropolitan jagung sebagai salah satu solu
penting untuk dilaksanakan sebagai program kebijakan dacrah yanj
harus dipertahankan untuk kepentingan mencipukan sumber day
pangan di tingkat lokal hingga nasional melalui ketahanan pang u
kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. i

Untuk menjelaskan target capaian pembangunan pertanid
yang berfokus pada agropolitan jagung untuk meraih ketahandl
pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan tersebil
maka sebaiknya menjelaskan kembali rumusan Undang-Undai
dengan mengutip pendapat dari Lembaga Pengkajian Independl
Kebijakan Publik (2014) yang mengungkapkan bahwa kedaulat
pangan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri m
nentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan b
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakar untuk menenfl
kan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lolé
Sedangkan kemandirian pangan dirumuskan sebagai kemampud
negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka &
gam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutul
an pangan yang cukup sampai di tingkat perseonnngan dengan |
manfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonoi
dan kearifan lokal secara bermartabat. Sementaraketahanan pangs
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai n_ns‘..,;_
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya paingan yang culkiy
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata du
terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, di
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, akeif, dan produli
secara berkelanjutan.

Dengan masuknya tanaman jagung termasuk dalam katege
kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, maka sepatuti
pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya lokal sebagai pang |
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yang merupakan salah satu sumber kehidupan dari kenekaragaman
pangan yang memiliki bobot yang sangat tinggi bagi kebutuhan na-
slonal dan internasional. Berdasarkan temuan dan data primer serta
sckunder dari arah kebijakan yang didasari hasil capaian indikator
yusaran pokok pembangunan nasional di provinsi Gorontalo tahun

2015, yaitu dengan mengacu pada 156 indikator RPJMN yang ada

i provinsi Gorontalo, ditemukan bahwa kedaulatan pangan dengan
membandingkan antara padi,-jagung, dan kedelai berdasarkan data
sungat terlihat bahwa dari rekomendasi tentang kedaulatan pangan
yang, dititikberatkan pada padi diperoleh target capaian dapac di-
{Ingkatkan, untuk kedelai target capaiannya rasional dan perlu pro-
yram cfekeif, sedangkan jagung capaiannya di bawah target dan per-
I dioptimalkan programnya.

[asil rekomendasi ini menunjukkan kepada kita bahwa secara
kedaulatan pangan dengan menampilkan padi, jagung, dan kede-
lul, sesungguhnya masih di bawah target yang diharapkan untuk
mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahan-
un pangan di tingkat lokal. Apalagi bila melihat keberadaan jagung
yung sejak dulu membawa harum nama provisi Gorontalo di tinglac
fislonal bahkan internasional sebagai program unggulan pemba-
figunan pertanian daerah yang dikenal sebagai agropolitan jagung.
Namun, bisa kontra produkrif dengan realita jika kebijakan yang
imelambungkan daerah ini yang dulunya menjadi salah satu wilayah
yung produkef jagung kemudian mengalami kemunduran kebi-
ilin yang tidak lagi meresonansikan dan mengimplementasikan
kebijukan nyata dalam wujud program khusus pembangunan agro-
piulitan jagung. Perkembangan kebijakan yang fluktuatif dengan ha-
il produksi misalnya tahun 2014 dengan produksi 719.780,2 ton
iin 2015 turun hanya 643.512,5 ton, tentu sedikit menyedihkan
karena hasil rekomendasinya ternyata di bawah target. Organ biro-
Linsi dacrah tentu harus bertanggung jawab dalam membangun
Letijaan pertanian di Gorontalo termasuk jagung, dan rasa akunta-
hilitas terhadap pelayanan publik bagi masyarakat dalam menikmati
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hasil pembangunan antara lain dari sektor pertanian tersebut adal
pemerintah daerah atau birokrasi daerah turun rangan untuk n
lindungi komoditas yang sangat penting dan telah menjadi ranaf
an tradisi bagi keburuhan hidup dan bisnis. Sebab itu, @mBQE_W
daerah dengan pemimpin gubernur yang baru yang masa jabat
kedua (periode 2017-2022) scharusnya mengubah kebijakan dalil
merumuskan usaha pencapaian kedaulatan pangan, WmBm:&u
pangan, dan ketahanan pangan di tingkat lokal dengan memban
kitkan kembali agropolitan jagung, |

B. Instrumen-Instrumen Kebijaksanaan Negara yang
U-m:amrm: untuk Mencapai U:m Tujuan Umum

HEQ:SQES sebagai berikur.
Produksi dan mm_uwo&:rm_ kapital meliputi upaya birok

si Em:&ogmm peningkatan produksi barang dan jasa, wmannﬁ?
sirkulasi kapital, efisiensi ekstraksi surplus, dan peningkatan @
mulasi kapital. ]
Dalam menghasilkan produksi dan reproduksi kapital birald
si harus merangsang dan mendorong para petani jagung ufl
meningkatkan nilai produksi yang tinggi, baik dari segi jumil
maupun mutu atau kualitas produksi. Rangsangan dan dorol
yang kuat dilakukan oleh birokrasi dacrah bertujuan agar mere
sebagai petani mempercepat sirkulasi tanam yang dapat menghu
kan produksi yang melimpah yang diharapkan terjadi adanya i
plus jagung besar-besaran untuk mengantisipasi permintaan
penawaran barang, yakni jagung dari masyarakat. Akibatnya .,S_
terjadi akumulasi kapital yang bisa menguntungkan para petani d
juga secara makro menjadi sumber daya bagi kepentingan unil
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pem ,_,
ngunan daerah.
Karena itu, untuk Embmmzam%mﬂ mgmb%m Wm_mnm_sm: p rod
jagung di masyarakat maupun di pasar, salah satu caranya ad alah uy
ya reproduksi kembali yang dilakukan terus-menerus dan secara li
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pida masyarakat petani untuk rajin turun ke ladang dan menanam
secara besar-besaran. Cara seperti itu harus didahului oleh komuni-
kasi cerhadap para petani akan adanya daya tampung dan penetapan
hiurga yang sesuai dengan kondisi pasaran nasional dan internasional
yung tentunya mereka harus dilindungi dari permainan harga. De-
figan demikian untuk menjalankan tugas ini, maka birokrasi dae-
iih yang punya kewenangan sebagai mesin pengatur yang menata
insyarakat petani jagung yang-semula pasif menjadi aktif maupun
ugresif dalam melakukan pembangunan pertanian yang berbasis
ipropolitan jagung. Birokrasi daerah sebagai motor penggerak yang
imembuka lahan baru dan mengefektifkan lahan-lahan tidur yang
holum digunakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, dan
memberi peringatan kepada petani untuk tidak berpindah-pindah
fmpat membuka lahan di lereng-lereng yang ketinggiannya sangat
tiram dan dapat membahayakan lingkungan yang menyebabkan
fisaknya hutan dan erosi. Birokrasi daerah menjadi bertindak se-
bigai organ yang mampu menyulap pemerintah daerah menurut
Lonsep entreprenenrship yang sempat dipraktikkan oleh Gubernur
Hidel ketika berambisi membangun daerah Gorontalo melalui agro-
pulitan jagung dengan mengimpikan petani berproduksi sejuta ton.

2. Reproduksi tatanan masyarakat dan politik mengharuskan
pemerintah untuk menjamin bahwa hubungan sosial yang men-
dunari proses produksi bisa dilestarikan, kebutuhan akan tenaga ker-
i welalu terpenuhi, suprastrukeur harus tetap stabil, dan kedaulatan
politile harus tetap dipertahankan.

Reproduksi tatanan masyarakat dan politik menjurus pada
hagiimana birokrasi daerah mampu menjamin tertib sosial dan
menpurangi konflikeual yang ada di kalangan masyarakac dengan
menata kembali masalah tanah yang menjadi potensi konflik. Ba-
fyale lahan pertanian yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh
inyarakat, tetapi keberadaannya dikuasai oleh para pemodal dari
lijur maupun dari dalam wilayah yang tentunya untuk kepentingan

ain seperti tanaman tebu, cokelat, maupun kelapa sawit. Meski-
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pun penguasaan di bawah kendali pihak di luar petani, tetapi- politik lokal sangat penting dibutuhkan dalam pembangunan dae-

yang menjadi konflik pertanahan yang melibatkan para petani d juh? Untuk merespons pertanyaan ini bahwa sebuah daerah yang
pemilik lahan. Dalam kondisi seperti ini tentu para petani i b berkembang seperti provinsi Gorontalo sangat membutuhkan
Jitu kestabilan dalam segala dimensi dan hal ini sangat ditentukan
pleh tertib sosial (social order) maupun tertib politik (political order)

in pula dukungan masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan

hanya berhadapan dengan para pemilik lahan, tetapi pula de 1
aparat negara dan acap kali mereka menjadi korban. Untuk meng
takan tertib sosial dalam menjamin lancarnya reproduksi yang tit
dipenuhi oleh konflik sosial di masyarakat tani, maka mmmmE,___
pemerintah daerah menyelesaikan masalah pertanahan dengan at

fitanan adat dan agama yang kental dan menjadi pola hidup me-
juln, Budaya Gorontalo yang diimplementasikan dalam kehidupan
wehiri-hari tersebut bernuansa religius dengan semboyan “Adat Ber-
Wmpu pada Syara, Syara Bertumpu pada Al-Quran (Adat Hulo-Huloa
i Swraa, Saraa Hulo-Huloa To Qurani).” Secara sosiologis kultur

an yang adil. Tertib sosial dapat dihadirkan di kalangan masyarl
petani bila mana para elic politik dalam menerapkan kebijakan pe

bangunan pertanian pada sektor agropolitan jagung mengutam 1

kepentingan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan b Lintontalo sangat mewarnai seluruh kehidupan mulai dari kelahir-

untuk pencapaian kepentngan politik. Hubungan _ﬂm_omdwor Wi, perkawinan, kematian, dan acara seremonial lainnya, seperti

politik berjalan dinamis dan terintegrasi dengan baik secara | itn kenegaraan yang dilakukan pada lokus daerah. Bahkan tidak

matis atas jalannya kebijakan agropolitan jagung bisa _ummrpmcm utang di daerah pedesaan para petani dalam hal menanam jagung

ngan baik dengan diimbangi oleh tercipranya proses produ slilu memperhitungkan nilai adat yang sudah menjadi pedoman

gung yang melimpah sebagai wahana terciptanya penumpil lildupnya di dalam bermasyarakat, misalnya memperhitungkan bu-

sumber kapital yang bisa membiayai pembangunan daerah dan i dalam menanam jagung dan sebagainya.

lam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mﬂmrﬁm_.?,_ [Carena itu parameter tertib sosial (social order) maupun ter-

ini akan memberi efek yang positif bagi terbukanya lapangan 1§ il politik (political order) dan budaya lokal menjadi modal sosial

dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat termasuk _8 dun prasyarat mutlak untuk menyelenggarakan pembangunan

pok petani. Jung berhasil dan selalu berorientasi pada percumbuhan ekonomi

Dengan proses produksi berjalan stabil di masyarakat teru misyarakac. Hal ini menjadi penting bahwa pembangunan daerah

para petani secara otomatis tidak hanya terbuka lapangan ket Hilale hanya mengejar pertumbuhan dan pemerataan, tetapi juga

sektor pertanian, tetapi juga bergerak hingga menghasilkan o peinbingunan harus berdasarkan pada kepentingan populis atau

lain pada sektor pertanian, yakni dunia industri, yang semuan Winynrakac dalam segala pranata sosial termasuk kelompok petani.

Tmmmm MCHHHUQH EEMCW D.—mpm.:dmuc‘gm &m; Bmaﬁugwm _m.wm.: Wﬁ.ﬂ.\mﬁ | .. ——__-___._ cara —qnﬁ@m_ﬂmﬁ ﬂNmmOSML ﬁmmhﬂmm:ﬂ_. &.C,WSH..—@N: mOmwm«.r muo—wﬁhw.u Q.ND

bagi masyarakat. Semua ini akan terealisasi dengan baik bila ja biitlaya cersebut akan tercipta kondisi yang stabil dan sangat menen-

an penciptaan produksi dan reproduksi kapital yang berkemh {ilian munculnya percumbuhan ekonomi yang dipacu dari sektor

di masyarakat berkembang dengan pesat seiring dengan tertih peitanian dengan didukung oleh daya potensi besar yang datang

sial dan keharmonisan masyarakat dan kalangan elic yang kondl (lutl sumber daya petani sebagai elemen yang membuka pasar tenaga

dan kohesivitas dalam membangun demokrasi ekonomi di da i rz___ pada arcal pertanian dan mengurangi kemiskinan, misalnya

melalui pembangunan pertanian. Mengapa tacanan masyaraki Jiellui usaha berproduksi dengan tanaman jagung. Kemunculan
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suatu kondisi masyarakat yang memiliki pranata sosial ekono
daerah yang didukung oleh iklim yang kondusif secara ekonomi d
sosial, budaya, serta kestabilan politik yang dilahirkan oleh kelot
langsung dapy
menjadi sumber peningkatan komoditas produksi jagung mmg

pok elit maupun yang berkepentingan, secara tidak

modal dasar bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pengawalan yang diberikan oleh birokrasi daerah secara teal
tis terhadap terselenggaranya produk dan reproduksi kapital dala
ranah pembangunan, misalnya agropolitan jagung yang &:”o_u;_,
olch tatanan masyarakart, baik dari segi budaya dan politik yang hd
monis dan terintegrasi dengan baik, maka terbentuk kehidupan d
lam masyarakat dacrah yang tercib dan kondusif serta partisipatifd
lam menyelenggarakan pembangunan daerahnya sendiri. Birok !
daerah yang dimaksud adalah birokrasi daerah yang dibentuk deng
kemampuan organisasi yang peduli terhadap kepentingan popul
yakni masyarakat petani. Sebaliknya, masyarakat petani sebagai .

2

lompok masyarakat yang memiliki kekuatan populis didorong
arah itu dengan cara pemberian keleluasaan dan mmnmmgﬁﬁn_”
untuk menciptakan prakarsa yang kuat pada bidang wmﬁmn_m: J
gung. Pengawalan terhadap petani tidak hanya dalam bentuk i
bauan karena ada kebijakan, tetapi dibutuhkan adanya implement
si dalam wujud mereka harus diberdayakan dengan membutuhlg
persiapan melalui cara mereka dilatih, dididik, dan dikawal hing
masa tanam dan panen, sampai dengan pengawalan harga dan |
bagainya. Untuk menciptakan pembangunan daerah yang berhi
baik terutama dari sektor pertanian, maka harus mengandalkan pil
petani yang mampu menjadi sumber daya untuk berkreasi dan b
inovasi dengan penguasaan pengetahuan yang mencukupi untl
melakukan eksplorasi di lahan pertanian jagung.

Arah untuk mendorong masyarakat petani tersebut adald
si jagung big

sar-besaran sebagai sumber pemasok bagi kepentingan perdagangl

menghimpun akumulasi kapital melalui proses produk

Sebaliknya, keleluasaan yang harus difasilitasi dan diawasi oleh
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jokrasi daerah selain yang dikemukakan di atas adalah kemudahan-
kemudahan kepada petani jangan sampai membuat mereka menjadi
imulas dan sangat memunculkan perilaku yang saling ketergantung-
i kepada pemerintah daerah, misalnya dengan program bantu-
in penyaluran bibit, pupuk, dan sebagainya. Sering kali bantuan
fersebut dinilai hanya memanjakan para petani karena memberi
dimpak pada keterlambatan maupun ketiadaan membuat mereka
tldak turun untuk menggarap -pertanian, bahkan beberapa kasus
{erdapat beberapa penerima bantuan itu menjual kembali kepada
nrang/petani lain.

Jadi, yang dibutuhkan dalam konteks pembangunan pertanian,
[hususnya agropolitan jagung, adalah peran masyarakat petani dan
hirokrasi yang harus bersinergi, dengan cara para petani didorong
uituk rurun pada areal pertanian yangakan memberi manfaat pada
peningkatan pendapatan dan kesejahweraan mereka. Sementara bagi
lalangan birokrasi itu sendiri melindungi kawasan pertanian jagung
swcira berkelanjutan, menjamin tersedianya ketahanan, kemandi-
flin, dan kedaulatan pangan melalui jagung, serta melindungi dan
inemberdayakan sumber daya petani. Dalam konteks pemberdayaan
selitor pertanian jagung yang melipui lahan dan para petani un-
fik menciprakan sumber produksi din reproduksi kapital tersebur,
i tepatlah yang dikemukakan oleh Masoed (1994) bahwa nega-

i yang menjelma dalam birokrasi pemerintah menempuh upaya

sehapai berikur: (1) menyiapkan kondisi-kondisi yang diperlukan
dulum proses produksi yang tidak bisa disiapkan sendiri oleh inves-
[l swasta; (2) melalui aparat hukum dan keamanannya menjamin
bihwa proses produksi itu tidak teranggu; (3) mengintegrasikan
lielus dominan.

Jadli,

{anfan jagung yang melibatkan peran serta dan upaya birokrasi

yang dapat dikatakan dalam bingkai pembangunan per-

provinsi Gorontalo adalah mengembalikan agropolitan jagung se-
bt basis produksi pangan lokal dan sekaligus melindungi tataran
fmisyarakac melalui penciptaan political will yang didukung oleh
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jaminan stabilitas elit secara politik bahwa pembangunan politl
pertanian sangat penting dan mendesak serta diimplementasikarn
cara berkelanjutan. Dengan demikian, pembenahan birokrasi yau
dikendalikan oleh aktor politik yang memiliki
berpihakan pada kepentingan sesaat (vested interest) untuk menjad

kepedulian dan

kan kebijakan ketahanan pangan lokal melalui agropolitan jagul
adalah pencapaian yang jelas terhadap arah kebijakan pembanguii
daerah provinsi Gorontalo yang meletakkan visi misinya antara i
pada ekonomi kerakyatan. Untuk itu, tinggal bagaimana kebijak
yang pro-populis yang mengedepankan rakyat termasuk masyaral
petani harus dibentuk melalui mekanisme politik yang demokeil
deliberative dengan didukung oleh minimnya konflik men:n__,b,_
an (vested interest). Melalui birokrasi daerah yang memiliki nua
depolitisasi, yakni apolitik yang tidak terlibat pada konspirasi d
bargaining politik, maka secara otomatis menciptakan produktivi
jagung yang maksimal untuk memperluas lapangan kerja dan mel
kemiskinan
Karena itu hubungan simbiosis antara para petani dan birolg

bebaskan masyarakat Gorontalo dalam jaring-jaring

daerah sering kali berjalan dalam rel yang berliku pada tataran'l
bijakan maupun program publik, yang di satu sisi menguntungl
para petani, tetapi di sisi lain merugikan atau tdak memberi
faat para petani. Karena itu sangat tepat yang dikatakan oleh Fsm
(dalam Effendi, 2010) bahwa kebijakan dan program publik sel
cenderung menciptakan gainers dan loser. Harapan yang mengg
birakan atau mengecewakan dapat muncul dengan adanya prali
administrasi publik melalui birokrasi yang menjadi saluran pem
intah dapat terlihat bila birokrasi daerah sangat lemah dalam ur It
pelayanan publik dan sebaliknya kuat dalam memainkan peran if
dipermainkan oleh kepentingan akcor dalam ranah politik biral
si maupun politisasi birokrasi. Dalam konteks makro yakni mi
jalankan roda pembangunan daerah dan sementara konteks il
pembangunan pertanian dinilai setengah gagal acau bahkan mei

di gagal dalam fungsi maupun inscrumen menjalankan kebija
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maka ticlak dapat dimungkiri birokrasi tersebut tidak memenuhi
harapan masyarakat daerah.

Berbagai tuduhan yang langsung mencap adanya setengah ga-
gl atau  kegagalan pemerintah daerah ini dapat dibuktikan oleh
kinerja y-ang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan masya-
tuikat Gorontalo dan ini dianggap sebagai hasil buruk yang tidak
fertbantahkan dan merupakan fenomena yang sesungguhnya mirip
dengan yang dikatakan oleh-Migdal (dalam Jati, 1980:6) bahwa
_:__:.vn_mw_ﬁzmm: pembangunan di kalangan dunia ketiga, termasuk
il dalamnya kemiskinan tidak terlepas dari hambatan-hambatan
ying muncul dan justru dari kalangan aparat negara. Mengapa de-
mikian karena dalam birokrasi patrimonial sangat terpelihara hu-
hingan-hubungan secara intern dan ekstern adalah hubungan patron
lin clierzz yang bersifat sangat pribadi dan khas. Dilema yang diha-
tlapi oleh birokrasi provinsi ini dalam menangani Bmmm_mw‘wmavm_-
liplinan pertanian dan pengentasan kemiskinan serta masalah tenaga
lierja di daerah Gorontalo antara lain adalah banyaknya kepentingan
k yang dimainkan oleh berbagai aktor di dalamnya terhadap

' hierbagai kebijakan publik. Kepentingan publik yang menjadi arena

permainan dalam politik birokrasi misalnya berkaitan dengan masa-

lih perkembangan agropolitan jagung yang pada akhirnya melupa-

kin tugas uncuk menyejahterakan masyarakat daerah. Permainan
kopentingan politik dengan tidak mendukung kebijakan agropoli-
I jagung sangat nyata antara lain: (1) Pada awal kemunculan ke-
bijakan agropolitan jagung yang tidak didukung oleh para bupati
it tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, dan (2) Isu miring
putar agropolitan jagung yang biasa muncul pada perhelatan poli-
il i dacrah semisal pemilihan kepala daerah yang melecehkan pro-
fram sejuca jagung yang kebetulan calon yang muncul adalah yang
imemiliki program tersebut. Kondisi ini dapat dilihat pada pilkada
provinst Gorontalo yang memunculkan program politik beberapa
bandidat, yakni pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim, pasangan is-
(1 Fadel Muhammad yang dianggap ikon agropolitan jagung yakni
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Hanna Fadel Muhammad-Tonny Yunus, dan pasangan Nmmbcm,,__
Hasan-Adhan Dambea. Mereka mengusung kebijakan dan prograt
masing-masing dan di antara para @m:&cwzzm kandidat ini banyal
yang membawa isu kegagalan mmao_uo_;m: jagung dengan sejuta to
dan pula ada yang mengaitkannya antara agropolitan jagung dengi
kegagalan mengentaskan kemiskinan di Gorontalo dan isu-isu mi
ring lainnya seputar kebijakan jagung. 1

Pandangan politik birokrasi seperti ini dikemukakan oleh Rigg
(1966) dan Masoed (1994:81) dengan konsep bureaucratic kwa\._,
yang menguraikan sistem politik sebagai berikut. (1) Birokrasi Eo_"“,_
jadi arena utama permainan politik; (2) Yang dipertaruhkan dalag
permainan itu sering kali adalah kepentingan pribadi, bukan wﬂun__._
tingan publik; dan (3) Dalam permainan itu massa atau masyaralg
tidak relevan. Dalam politik seperti ini, birokrasi betul-betul ticla
tanggap terhadap kepentingan di luar dirinya. Hal ini dimungkit
kan karena birokrasi mengendalikan hampir semua sumber day
yang diperlukan untuk kelestarian kekuasaannya (dalam Wantu
2011

5.2. Ekonomi Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian
Menjadi Roh Bagi Agropolitan Jagung A
Dengan membaca arah kebijakan pembangunan provinsi Goro !
talo yang berpola pada empat pilar, yaitu pendidikan, infrascru
tur, kesehatan, dan eknomi kerakyatan, sangat mudah mengatall
bahwa kebijakan pembangunan daerah ini mencerminkan dinamil
ka pergulatan ekonomi politik terutama dalam hal pembanguna
pertanian di tingkat lokal. Mengapa demikian? Secara empiris pif
akror daerah dalam merancang pembangunan tidak pernah ham

dalam ruang politik terutama dapat dilikat dimensi perkembangii
mengenai ekonomi politik pembangunan pada sektor pertanian dlf
tingkat lokal yang bergerak dalam ranah dan konstelasi politik lolul

daerah. Berbagai perumusan kebijakan telah berkembang sejak te

)
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hentuknya provinsi baru ini dan hal ini diwujudkan dalam bentuk
dan cara mengimplementasikan kebijakan yang tentunya berkaitan
dengan politik ekonomi, khususnya pembangunan agropolitan ja-
pung.

Hubungan simbiosis antara pembangunan ckonomi dan pem-
hangunan pertanian berbasis pada agropolitan jagung tidak bisa
murni hanya pada konsep antara ekonomi dan pertanian semata,
tetapi pula dengan mengutip kembali istilah Kuncoro dan ilmu-
wan lainnya sebagaimana dikutip dan diuraikan sebelumnya bahwa
pembangunan di tingkat daerah tidak hanya memberi andil pada
tetbukanya lapangan pekerjaan termasuk di sckror pertanian adalah
(/ross Domestic Bruto (Produk Domestik Bruto), lncome Per Capita
(Pendapatan Per Kapita), dan pembangunan yang berorientasi pada
multidimensional. Dan salah satu perspektif yang tidak bisa dile-
paskan dengan pembangunan ekonomi maupun pertanian adalah
politik sebagai bagian dari pendekatan multidimensional di atas.

Solichin (2010) memberikan pandangan tentang ekonomi poli-
il yang membahas relasi timbal balik antara ekonomi (aktivitas dan
usaha ekonomi), kekuasaan, dan sekaligus menyangkut hubungan
kausalitas berupa kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung
dengan pasar dengan kekuatan ekonomi sebagai sebab dan kejadi-
an politik sebagai akibat atau sebaliknya. Dengan mengacu pada
irgumentasi teoritis tersebut, secara empiris praktik pembangunan
pertanian tentang agropolitan jagung yang berkembang di provin-
Wl tidak terlepas dari pendekatan tersebut. Dikatakan bahwa ruang
pembangunan pertanian yang berhubungan dengan agropolitan
jipung sangat ditentukan social order (tertib sosial) yang didukung
olch konstelasi iklim ekonomi dan politik yang kondusif dan dina-
imis. Kondisi ini sangat ditentukan oleh sejauh mana terbentuk ke-
hijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan
pembangunan politik pertanian yang didukung oleh dinamika dan
stabilitas politik lokal yang berdimensi ekonomi politik.
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Untuk merangsang pembangunan yang berdimensi pada sal 1
satu indikator pembangunan, yakni pembangunan agropolitan
gung di Gorontalo, hal yang mendesak untuk dilakukan adala
adanya gerakan sosial bagi petani untuk berfungsi menjadi keku
tan civil society dalam bidang pertanian dari bawah. Gerakan ini di
tujukan supaya mampu mengendalikan kondisi-kondisi kehidupas
para petani secara hakiki dalam memenuhi kebutuhan dasar mu
nusia, yakni pangan, dan sckaligus mengangkac dan memberdayi
kan semangat mereka untuk berupaya mengeluarkan mereka dai
jaring-jaring kemiskinan. Untuk mengeliminasi kesenjangan sosl
yang berakibat pada persoalan kehidupan sosial, misalnya yang bel
hubungan dengan angka kemiskinan pada sebagian besar masys
rakat, maka perlu ada pelaku pembangunan daerah, yakni aktol
politik yang sangat menentukan harus melakukan intervensi ,_“,.,
lam proses pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pem bil
ngunan pertanian melalui penguatan kembali ekonomi politik yan
berdimensi lokal. p

Karenanya kita perlu untuk melihat kembali snapshor (gamba
an) arah kebijakan pembangunan daerah Gorontalo pada masa sejl
terbentuknya provinsi hingga sekarang yang diperankan oleh kedul
aktor politik tersebur di atas, yakni berkaitan dengan @mﬁurmsm_,:.w.,_,.w
pertanian agropolitan jagung tersebut. Bisa dipahami bahwa ter
dapat cerminan pergulatan empiris terhadap kebijakan yang di
luarkan yang sangat berpengaruh terhadap kostelasi pembangumnis
pertanian dan komunitas sumber daya petani. Untuk menelusu
kondisi ini, maka tidak salah kita melihat kembali dan mengutip
cara berpikir Masoed (1994) tentang tipologi pembangunan yari
menggunakan klasifikasi kebijakan ekonomi politik sebagai berls
kut. (1) Politik sebagai panglima; (2) Ekonomi sebagai panglimuy
dan (3) Moral sebagai panglima. Ketiganya ditentukan oleh aktany
yakni negara (pemerintah), pasar (pengusaha), dan komunicas okl
(rakyar). Sementara mekanismenya, yakni melalui kekuasaan polls
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ik, kekuasaan ekonomi, dan kekuatan rakyat. Dan juga ideologi
berkisar pada statisme/konservatit, liberal, dan populis.

Seberapa jauh pemerintah provinsi Gorontalo dinilai setengah
pagal dalam memperkuat kebijakan pembangunan berorientasi pada
agropolitan jagung? Untuk merespons persoalan empiris ini, ber-
dasarkan penelusuran data primer dan sekunder, maka kebijakan
pembangunan pertanian tentang jagung dari pendekatan ckonomi
politik dapat dianalis dengan-melihat kembali kebijakan dengan
menelusuri secara diakronis kebijakan berdimensi lokal dengan
lokus Gorontalo yang berkaitan dengan ekonomi politik pemba-
ngunan pertanian pada sektor agropolitan jagung mulai dari zaman
(jubernur Fadel Muhammad sampai dengan era Rusli Habibie. Se-
cara ekonomi politik ada berbagai perspektif yang dapat dilihat atas
kebijakan kedua pemimpin tersebut. Kebijakan pembangunan per-
tanian Gorontalo pada zaman kepemimpinan Fadel secara ekonomi
politik menekan peran pemerintah dalam mendominasi pembinaan
basis pembangunan pertanian yang dititikberatkan pada agropoli-
tan jagung. Sementara di zaman Rusli Habibie pembangunan perta-
nian yang dicitikberatkan pada jagung tidak lagi menjadi prioritas,
tetapi menjadi bagian dari program pembangunan pertanian secara
keseluruhan. Dari dua tipe kepemimpinan tersebut, pada tataran
kebijakan pembangunan daerah sangat didominasi oleh aktor poli-
lik, yaitu Fadel Muhammad yang sangat menekankan penumpukan
material jagung sebagai lambang kekuatan kebijakan politik daerah
yang sudah diresonansikan di tingkat nasional, bahkan internasio-
nal. la mengeluarkan paket kebijakan pertanian yang bersimpul pada
pembangunan kedigdayaan agropolitan jagung yang mampu menja-
di sumber kapital dalam membangun daerah. Dalam membangun

aan yang berhubungan dengan agropolitan jagung tersebut di
wimping melalui kebijakan politik daerah, juga melalui akumula-
ui dlari sumber daya swasta yang sangat menentukan dalam peran
clonomi politik untuk meraih keuntungan finansial sebagai sum-
ber pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, Rusli Habi-
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Untuk merangsang pembangunan yang berdimensi pada salall
satu indikator pembangunan, yakni pembangunan agropolitan i
gung di Gorontalo, hal yang mendesak untuk dilakukan adalal
adanya gerakan sosial bagi petani untuk berfungsi menjadi kekud
tan civil society dalam bidang pertanian dari bawah. Gerakan ini di
tujukan supaya mampu mengendalikan kondisi-kondisi kehidupan
para petani secara hakiki dalam memenuhi kebutuhan dasar ma
nusia, yakni pangan, dan sckaligus mengangkat dan memberdays
kan semangat mereka untuk berupaya mengeluarkan mereka das
jaring-jaring kemiskinan. Untuk mengeliminasi kesenjangan sosial
yang berakibat pada persoalan kehidupan sosial, misalnya yang bers
hubungan dengan angka kemiskinan pada sebagian besar masyi
rakat, maka perlu ada pelaku pembangunan daerah, yakni akel
politik yang sangat menentukan harus melakukan intervensi da
lam proses pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembi
ngunan pertanian melalui penguatan kembali ekonomi politik yang
berdimensi lokal. _,

Karenanya kita perlu untuk melihat kembali snapshot (gamba ,
an) arah kebijakan pembangunan daerah Gorontalo pada masa sejal
terbentuknya provinsi hingga sekarang yang diperankan oleh ked
akror politik tersebut di atas, yakni berkaitan dengan pembangunan
pertanian agropolitan jagung tersebut. Bisa dipahami bahwa te
dapat cerminan pergulatan empiris terhadap kebijakan yang di
luarkan yang sangat berpengaruh terhadap kostelasi pembangunan
pertanian dan komunitas sumber daya petani. Untuk menelusul
kondisi ini, maka tidak salah kita melihat kembali dan mengutip
cara berpikir Masoed (1994) tentang tipologi pembangunan yang
menggunakan klasifikasi kebijakan ekonomi politik sebagai berfs
kut. (1) Politik sebagai panglima; (2) Ekonomi sebagai panglimay
dan (3) Moral sebagai panglima. Ketiganya ditentukan oleh aktar
yakni negara (pemerintah), pasar (pengusaha), dan komunitas lokal

(rakyat). Sementara mekanismenya, yakni melalui kekuasaan polis
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lik, kekuasaan ekonomi, dan kekuatan rakyat. Dan juga ideologi
berkisar pada statisme/konservatif, liberal, dan populis.

Seberapa jauh pemerintah provinsi Gorontalo dinilai setengah
gagal dalam memperkuat kebijakan pembangunan berorientasi pada
agropolitan jagung? Untuk merespons @Qwo&mb empiris ini, ber-
dasarkan penelusuran data primer dan sckunder, maka kebijakan
pembangunan pertanian tentang jagung dari pendekatan ekonomi
politik dapat dianalis dengan-melihat kembali kebijakan dengan
menelusuri secara diakronis kebijakan berdimensi lokal dengan
lokus Goronralo yang berkaitan dengan ekonomi politik pemba-
ngunan pertanian pada sektor agropolitan jagung mulai dari zaman
(jubernur Fadel Muhammad sampai dengan era Rusli Habibie. Se-
cara ekonomi politik ada berbagai perspektif yang dapat dilihat atas
liebijakan kedua pemimpin tersebut. Kebijakan pembangunan per-
tanian Gorontalo pada zaman kepemimpinan Fadel secara ekonomi
politik menekan peran pemerintah dalam mendominasi pembinaan
basis pembangunan pertanian yang dititikberatkan pada agropoli-
lan jagung. Sementara di zaman Rusli Habibie pembangunan perta-
nian yang dititikberatkan pada jagung tidak lagi menjadi prioritas,
(ctapi menjadi bagian dari program pembangunan pertanian secara
keseluruhan. Dari dua tipe kepemimpinan tersebut, pada tataran
licbijakan pembangunan daerah sangat didominasi oleh aktor poli-
(il, yaitu Fadel Muhammad yang sangat menekankan penumpukan
material jagung sebagai lambang kekuatan kebijakan politik daerah
yang sudah diresonansikan di tingkat nasional, bahkan internasio-
nal. la mengeluarkan paket kebijakan pertanian yang bersimpul pada
pembangunan kedigdayaan agropolitan jagung yang mampu menja-
di sumber kapital dalam membangun daerah. Dalam membangun
licrajaan yang berhubungan dengan agropolitan jagung tersebut di
simping melalui kebijakan politik daerah, juga melalui akumula-

vi dari sumber daya swasta yang sangat menentukan dalam peran
ckonomi politik unruk meraih keuntungan finansial sebagai sum-

ber pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, Rusli Habi-
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bie dalam hal kebijakan pembangunan tidak terlalu mendominal
dan keputusan-keputusan politik pembangunan termasuk pembi
ngunan politik pertanian banyak ditentukan oleh saluran-salural
berbagai kepentingan, misalnya para staf ahli dan para tokoh
nior di daerah. Jadi decision maker tentang kebijakan pembanguniii
tidak hanya aktor Rusli Habibie, tetapi pula aktor-akeor lainn
termasuk para penentang yang menganggap kebijakan Fadel kuran
menguntungkan kepentingan daerah dan masyarakat Gorontalo, -

Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad sektal
swasta yang sangat beperan sebagai aktor ckonomi dalam memaify
kan akumulasi kapital terhadap bisnis jagung hanya satu atau dul
orang schingga penumpukan melalui hegemoni salah satu pengusal
dicurigai oleh lawan-lawan politik sebagai usaha yang anmz:ﬂ:_.”_
kan pribadi. Kekuatan kebijakan pembangunan terletak pada mo
del kepemimpinan Fadel Muhammad yang dianggap brilian dalan
meramu kepemimpinannya, yang tidak hanya transaksional, tefd
pi juga transformatif dan diterima sebagai kelebihannya di tingld
lokal hingga nasional. Melalui pertarungan kepentingan ekono N
politik yang dimainkan oleh aktor politik tunggal Fadel Muhat
mad yang didukung oleh kekuatan penuh politisi yang vﬁ.mm:.
dengan kekuatannya tersebut dan ditambah masyarakat Gorontl
lo sangat menambah kedigdayan hegemoni politiknya di daeral
Meskipun dia dikepung oleh lawan politik dan birokrasi kabupatel
kota, dia masih eksis dalam konstelasi politik lokal dan terbulkti
menjadi menteri pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyoi
Akumulasi modal politik dan sosial berupa dukungan masyarali
Gorontalo yang ditambah dengan pengalaman dan jam cerbaly
dalam konstelasi politik nasional sesungguhnya dinilai sebagai m@
dal dasar dalam memuluskan kebijakan politiknya, yakni dalam il
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembanguni
pertanian khususnya agropolitan jagung yang dinilai oleh berbag
kalangan pendukung dan diterima masyarakat Gorontalo termast
masyarakat di tingkat nasional sebagai kebijakan yang sukses.
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebi-
jakan pembangunan melalui perhelatan kebijakan ekonomi politik
adalah sejarah persaingan konspirasi politik lokal dalam arena pem-
bangunan lokal, misalnya pembangunan politik pertanian. Prolog
konflik politik dalam tataran lokal tersebut dapat dilihat dalam dua
habak pro-kontra kebijakan agropolitan jagung sebagai berikut. Per-
tama, penolakan kebijakan pembangunan termasuk agropolitan olch
clit politik senior yang memilki pengalaman dan terlibat langsung
dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah, seperti Ah-
mad Pakaya mantan anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara dan
DPR/MPR serta bupati kabupaten Gorontalo. Selanjutnya juga dari
[asan Abas Nusi mantan walikota Gorontalo dan wakil gubernur
Sulawesi Utara. Mereka mengganggap Fadel tidak layak memimpin
dierah ini karena tidak memahami masalah Gorontalo yang ketika
ltu masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara dan tidak memiliki
kontribusi terhadap terbentuknya provinsi baru Gorontalo. Prolog
kedua, persaingan kedua pemimpin, yakni Fadel Muhammad dan
i Habibie dalam merumuskan kebijakan pembangunan provinsi

(iorontalo. Kebijakan ekonomi politik Fadel yang berorientasi pada
pendekatan pembangunan dengan meminjam pemikiran Masoed
(1994) adalah politik dan ekonomi sebagai panglima. Saat itu ke-
bijakan pembangunan daerah sangat mempertimbangkan prioritas
politik lokal dengan menekankan pada peran pemerintah daerah
ying menonjol yang diperankan oleh seluruh aparat birokrasi (Satu-
ih Kerja Pemerintah Daerah). Dalam konteks seperti ini model kebi-
fillan mirip dengan apa yang dirumuskan oleh Masoed (1994) bah-
wi politik sebagai panglima mengutamakan prioritas pertimbangan
politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan nega-
i yang diwakili oleh para birokratnya sebagai aktor utama pemba-
npinan. Negara yang didukung oleh mekanisme kekuasaan politik
tin dituntun oleh ideologi statist dipandang sebagai satu-satunya
pelilu yang mampu melakukan intervensi ke dalam proses pem-
bangunan, Selain icu, kebijakan pembangunan daerah menekankan
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pada ckonomi sebagai panglima. Dalam hal ini Fadel tidak hany
mendominasi pertimbangan politik dalam merumuskan kebijakat
agropolitan jagung, tetapi membutuhkan peran ekonomi sebag
panglima yang menempatkan pengusaha sebagaimana dijelaskan ¢
atas untuk melakukan korporasi dalam melakukan penetrasi sebagil
indikator terhadap akselarasi pembangunan daerah. Fadel dengas
latar belakang pengusaha nasional memahami seluk-beluk bisnis g
hingga dengan modal tersebut dapat membaca potensi sumber day

GAMBAR 4. Perkembangan Anggaran Operasional DPRD dan
Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2009

o 3
: % 5" Y 3
5% % % % % 2

Sumber: BPKD Provinsi Gorontalo, 2011
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ilam dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sebagian besar ada di
pecdesaan, yakni pertanian jagung yang sudah lama menjadi sumber
penghidupan masyarakat Gorontalo. Kepentingan ekonomi polidk
mengilhami pembangunan agropolitan jagung sebagai alternatif
ying diambil menjadi kebijakan utamanya dengan membaca nilai
bisnis dan pertimbangan pasar nasional maupun internasional, ken-
dati kebijakan yang menempatkan jagung sebagai unggulan diang-
jup sebagai kebijakan klasik yang tidak populer dan dinilai lamban
untuk menciptakan akselarasi pembangunan daerah.

Para politisi dan para pesaing di daerah curiga dan sangat ti-
tlak suka dengan kebijakannya dan menganggapnya hanya sebagai
pencitraan semata-mata untuk mengelabui dengan membujuk ma-
syarakac. Termasuk juga segelintir elit daerah awalnya tidak suka jika
l'adel Muhammad menjadi gubernur pertama dan lebih cenderung
menyukai putra daerah asli, yakni Ahmad Pakaya yang saat itu men-
fudi bupati kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, kebijakannya
terhadap agropolitan jagung didengungkan menjadi kebijakan dae-
tih yang juga disertai dengan pemenuhan segala kebutuhan petani
mulai dari penyediaan pupuk, bibit, dan sebagainya. Pemberian
berbagai fasilitas (pemanjaan) kepada petani melalui kebijakannya
dlanggap juga sebagai salah satu faktor penycbab ketidakmandi-
tlan para petani. Untuk menghadapi krisis politik lokal dan erosi
ilukungan masyarakat Gorontalo terhadapnya, Fadel dinilai sangat
telatan dan lihai membaca karakter masyarakat dengan politik take
ini give melalui politik anggaran yang disuplai kepada para politisi
yung, ada di badan legislatif daerah (dapat dilihat pada banyaknya
anpgaran untuk DPRD provinsi Gorontalo pada masa kepemim-
plnannya (Wantu, 2011).

Untuk melihac lebih jauh distribusi politik anggaran kita me-
iptip kembali hasil studi Wantu (2011) yang memberi contoh salah
st bargaining dan kompromi politik terhadap politik anggaran
dilim pemerintahan provinsi Gorontalo. Berdasarkan sumber BK-
PAD provinsi Gorontalo pada tahun (2010) sejak lima tahun tera-
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khir pemerintah daerah provinsi selalu menganggarkan dana bay
kepentingan anggaran operasional DPRD dan sekretariac DPRI
yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Distribusi dengan memainkan kebijakan politik anggaran |
pada institusi pemerintah di tingkat lokal dan masyarakat petals
tidak lain adalah sebuah strategi untuk mendukung kebijakan yar
banyak mendapart perlawanan dari para elit yang menolak cerhadiy
kepemimpinannya menjadi gubernur. Model strategi politik yan
ditempuh olch Fadel mirip dengan yang dilakukan oleh pemeri
tah Orde Baru dalam menghadapi tantangan terhadap krisis polifi
dengan melakukan perubahan strategi politik. Erosi dukungan bi
diatasi dengan mengembangkan kebijakan yang pada intinya adalal
membeli dukungan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan materi
Dengan sumber dana yang besar, pemerintah mampu menggun
mekanisme APBN untuk memobilisasi kembali dukungan rakys
Untuk berbagai lapisan penduduk di perkotaan maupun pedesi
pemerintah memberikan berbagai program reformis, dengan tuju
memungkinkan mereka menikmati lebih banyak buah hasil pemf
ngunan (Masoed, 1994). _

Selanjutnya dalam konteks kebijakan pembangunan daer
Gorontalo yang ditempuh melalui kebijakan yang menempatld
sumber daya ekonomi sebagai panglima juga mirip dengan yang:
argumentasikan oleh Masoed (1994) bahwa pendekatan ekona
sebagai panglima mengutamakan pengusaha dan korporasi dala
proses pembangunan. Para aktor ini dibayangkan melakukan alol
si sumber daya dan pembuatan keputusan ekonomi lain berdasy
kan pertimbangan pasar, yaitu mengikuti dinamika permintaan ¢
penawaran. Dengan melihat kebijakan Fadel dan mengaitkani
dengan teorisasi dari Masoed, dapat dikatakan terdapat sedikit
gagalan yang menempatkan ckonomi sebagai panglima teruti
tiadanya intervensi pemerintah yang sangat jauh dalam pemb
ngunan pertanian pada sekror agropolitan jagung, antara lain dal
memperbaiki sumber daya petani. Hal terlihac dengan jelas tent
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kondisi dan kualitas sumber daya petani yang tidak mampu bang-
kit dari keterpurukan yang dinilai sebagai hal yang mendatangkan
meningkatnya angka kemiskinan di kalangan mereka. Berbagai
kalangan bahkan segelintir birokrat daerah berbalik menuduh ke-
bijakan agropolitan jagung sebagai program yang manfaatnya mi-
nim bagi masyarakat, bahkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk
membangun agropolitan jagung terlalu besar, tetapi hasilnya belum
mencapai impian sejuta ton jagung. Mereka hampir sebagian besar
sepakat bahwa kondisi kualitas sumber daya petani masih minim
yang ditandai oleh kurangnya produktivitas dan angka kualitas ke-
hidupan mereka masih di bawah harapan yang diimpikan, yakni
peningkatan kesejahteraan. Ketidakmaksimalan pemerintah dae-
tih di zaman Fadel Muhammad yang kemudian diganti oleh Gus-
nar Ismail itu dituduh sebagai faktor penyebab ketidakberhasilan
tersebut. Namun demikian, bila melihat nuansa kebijakan yang
diimplementasikan oleh Fadel Muhammad, sesungguhnya dapat
dikatakan sebagai peletak dasar bagi pembangunan politik perta-
nian. Kebijakan maupun program agropolitan jagung telah cukup
berhasil membawa daerah sebagai wilayah produksi jagung nasio-
nil, bahkan sedikitnya telah membuat petani jagung berbuat untuk
dirinya dalam hal mengupayakan kesejahteraan keluarganya. Untuk
Iti, perlu melanjutkan kebijakan yang dianggap positif dalam rang-
ki membangun ketahanan pangan di tingkat lokal, misalnya pada
icktor komoditas jagung, apalagi pemerintah pusat memprogram-
kin kedaulatan maupun ketahanan pangan melalui program PAJA-
LI! (padi, jagung, kedelai). Untuk itu, pemerintah daerah dituntut
untuk melanjutkan kebijakan ini dan sekaligus memiliki tanggung
[awib dalam memperbaiki kondisi yang dialami oleh para petani
apr dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya.

Namun sebaliknya, zaman Rusli Habibie pembangunan perta-
Hlan tidak lagi berfokus pada agropolitan jagung, dalam arti jag-
iy tidak lagi dijadikan sebagai kebijakan pertani yang hegemoni
(i intara komoditas lainnya. Walaupun tanaman jagung ini masih
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menjadi bagian dari target pencapaian ketahanan pangan di tingkat
lokal dalam bingkai pembangunan pertanian daerah, tetapi lebil
cenderung pada membangun ketahanan pangan daerah melalui
naman padi dan sebagainya. Sangat terlihat bahwa sesungguhny
kebijakan ini sangat kontra produktif dengan kepemimpinan sebe
lumnya. Selanjutnya, pembangunan pertanian pada sektor komodi
tas jagung masih menjadi fokus kebijakannya dan tetap dianggi
memiliki andil yang cukup besar dalam mendorong sektor yaf
menyuplai ketahanan pangan daerah. Demikian pula ada hal yan
positif pada masa kepemimpinan Rusli Habibie terutama berkaitil
dengan kebijakan terhadap pembangunan pertanian yang dimain
kan dalam ruang yang lebih terbuka dan transparan dengan keku l
an para pemodal di daerah. Hal ini lebih cenderung ada nuanl
dalam memainkan peran kebijakan pertanian termasuk komodit
jagung terhadap sumber yang mendatangkan akumulasi kapital dil
pas pada pasar bebas schingga dengan kebijakan ini berbagai bise
swasta yang berafiliasi dengan jagung muncul di mana-mana i
dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini sangat menguntungkan pi
petani, dalam arti mereka bisa memilih alternatif lain dan tiadan
ketergantungan pada segelintir pemodal yang dianggap hegeme
dalam urusan jagung. Dengan posisi kebebasan dan banyak alte ;
tif tersebut menyebabkan para petani bisa memilih harga yang seil
dengan yang diinginkannya, meskipun dalam prakciknya seb
besar petani masih terjerat dengan praktik ijon dan sebagainya yil
sesungguhnya tidak menguntungkan bagi kepentingan merel "
bagai pahlawan pertanian. .

Selanjutnya, kebijakan yang cukup menarik dari kepemimpiii§
antara Fadel Muhammad dan Rusli Habibie tentang kebijakan ¢
Jam menentukan arah pembangunan daerah khususnya dari se
pertanian dapat dilihat bahwa keduanya menerapkan pendelal
moral sebagai panglima. Hal yang berhubungan dengan masil
pertanian, baik jagung sebagai andalan kebijakan Fadel T
tanaman lainnya terutama tanaman padi di bawah kendali [
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Habibie, diserahkan kepada kepentingan masyarakat (petani) yang
dapat menentukan dirinya sendiri. Kendati tidak bisa disangkal bah-
wa berbagai kebijakan yang dilahirkan dari kedua kepemimpinan
mereka adalah untuk membantu para petani, tetapi hingga kini para
petani belum menemukan jati diri mercka sebagai petani yang andal
dan profesional dan terbukti pekerjaan yang mercka geluti di la-
pangan pertanian belum memenuhi harapan bagi kesejahteraan dan
pembebasan dari kemiskinan:-

Model kepemimpinan kedua aktor politik yang mendesain
arah pembangunan pertanian daerah dapat dilihat dari pendekatan
Masoed (1994) yang dijelaskan secara gamblang di atas, yakni we-
wenang pembuatan keputusan tentang pembangunan yang selama
Ini dimonopoli oleh pemerintah harus dikembalikan kepada rakyat
atau komunirtas lokal. Jadi, pemerintah diberi tugas untuk mem-
bantu mereka menentukan kekuatan mereka sendiri dan sekaligus
membangkitkan kembali ideologi populisme yang menganjurkan
pengaktifan kembali lembaga-lembaga komunitas lokal. Dengan
demikian perlu adanya pemberdayaan (enpowerment) melalui usaha,
yakni: (1) mengandalkan pengorganisasian politik termasuk kebijak-
in dan ekonomi politik yang berdimensi pada pembangunan perta-
nlan misalnya tanaman jagung di tingkat lokal dengan menggerak-
kan kekuatan modal sosial dan gerakan-gerakan sosial lainnya yang
imempunyai kepentingan untuk membangun daerah dan menye-
Jihterakan masyarakatnya. (2) Pembangunan pertanian yang terpa-
(i ancara lain berfokus pada mm.wowo:mm: jagung dengan melibatkan
wimber daya yang mencakup sumber daya petani, lingkungan, kea-
ifan lokal, dan investasi yang berdimensi pada keberlanjutan bukan
vested interest (kepentingan sesaat) para aktor politik. Oleh sebab
i1, pembangunan agropolitan jagung misalnya harus dibangun se-
i paripurna berdasarkan pada kepentingan sumber daya petani
(lin nilai kearifan lokal sehingga pembangunan pertanian dengan
stiultur kebutuhan hidup dalam rangka untuk menyuplai keta-
linnan pangan, industri yang tentu membutuhkan nilai kompetitif
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dalam mengejar penciptaan produktivitas yang tinggi. (3) Penyt
diaan bantuan modal usaha dalam mengelola pertanian jagun,
(4) Perlindungan mereka dengan dasar hukum yang kuat hin
peraturan di bawahnya berupa Peraturan Daerah (Perda) kepad
kelompok petani, misalnya kerawanan dalam menghadapi masalal
hukum ketika berhadapan dengan kepentingan para investor atd
pemodal besar yang sering memanfaatkan negara untuk BmBE 1
kan kepentingan dan ambisi besar pada penguasaan lahan pertaniaf
Dengan demikian, kelalaian negara dalam era otonomi daerah yan
hanya berpikir mendatangkan modal besar bagi kepentingan wn
bangunan dan pada dimensi lain mengabaikan kepentingan masy
rakat bawah termasuk petani merupakan suatu kegagalan pemb
ngunan yang berdimensi kerakyatan dan bertentangan dengan n _
Pancasila.

Dalam praktiknya sebuah daerah yang hanya mengejar pertu
buhan melalui sektor swasta tanpa mengindahkan kepentingan d
masa depan masyarakat sering kali melahirkan korban pembangun:
di mana-mana. Kasus Lampung Utara dan daerah lain di Indone¢
menjadi pelajaran penting yang harus diambil hikmahnya. Mengd
demikian? Karena secara fakrual korbannya adalah masyarakat bii
yang di dalamnya adalah banyak petani yang terancam bukan
nya sumber kehidupannya, tetapi pula jiwa mereka bila Umnrmn_?‘_.._
dalam arena konflik vertikal antara masyarakat/petani dan swl
dan anehnya negara sering kali tidak hadir atau &y omission (denj
pembiaran) bahkan lebih memihak kepentingan di luar masyaralé
petani dalam penyelesaian kasus konflik lahan pertanian tersebut,

Dengan demikian, konflik sosial selalu menjadi potensi v‘_“_
siap meledak kapan saja dan biasanya selalu hadir ketika daep
itu tidak bisa menghadirkan kesejahteraan masyarakat atau daers
itu tergolong miskin. Karena itu, satu-satunya solusi uncuk men|
di alternatif dalam menghindari ancaman konflik tersebut adali
pembangunan lebih berpihal kepada masyarakat daerah yang b
orientasi pertanian nativisme (asli) yang sudah berkembang dali
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masyarakat tersebut, misalnya tanaman jagung. Selanjutnya, menja-
dikan kebijakan pembangunan pertanian yang sebagian besar pen-
duduknya berada di desa harus menjadi prioritas pembangunan.
Salah satu kebijakannya adalah pembangunan pertanian yang berdi-
mensi lokal maupun kearifan lokal, yakni membangkitkan kembali
lebijakan komoditas pertanian antara lain agropolitan jagung yang
diikuti oleh pemberdayaan terhadap sumber daya petani, termasuk
di dalamnya perlindungan terhadap eksistensi mereka sebagai sum-
ber daya yang menjadi pilar ketahanan pangan daerah maupun na-
sional.

Dalam konteks seperti itu diharapkan instrumen-instrumen
kebijakan daerah yang disponsori oleh birokrasi daerah digunakan
untuk mencapai dua tujuan, yaitu: pertama, peningkatan produk-
sl yang melimpah dalam bidang agropolitan jagung dan dibarengi
oleh reproduksi kapital yang menghasilkan modal usaha bagi petanis
ledua, pemberdayaan melalui peningkatan tatanan masyarakat pe-
tani yang tidak terpisahkan dengan kebijakan politik lokal yang
berorientasi pada pendekatan populisme yang membangkitkan
lembaga-lembaga sosial di tingkat lokal yang diharapkan merang-
sung naluri untuk turun pada areal pertanian, khususnya tanaman
Japung. Secara politis, kebijakan ini diharapkan mendapatkan nilai
tumbah berupa: pertama, indikator adanya pemekaran daerah de-
npan mengimpikan sesuatu yang memiliki perspektif jangka pan-

fung, yakni tujuan pemisahan Gorontalo menjadi daerah baru yang

otonom dengan memekarkan diri dari provinsi Sulawesi Utara lebih
lee arah peningkatan produksi pertanian jagung, percepatan sirkulasi
lcapital berupa modal usaha para petani, dan sekaligus meningkat-
liin akumulasi kapital untuk menyejahterakan para perani. Indi-
liitor kedua diharapkan terjadinya reproduksi tatanan masyarakat
petani dan politik lokal yang mewajibkan pemerintah daerah untuk
menjamin bahwa proses produksi yang dihasilkan oleh pembangun-

i pertanian termasuk jagung bisa berkelanjutan agar dianggap
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dapat menjamin kestabilan ckonomi politik dalam menyediak ..
kebutuhan pangan di tingkart lokal. A

Kendati demikian dengan melihar fakea di lapangan, yaitu ke
beradaan wilayah dan kondisi masyarakat pedesaan yang dilihat
dari perspekeif sejarah, kurang lebih sejak tahun 2000 pembe
tukan provinsi yang dimulai dengan peletakan dasar kebijakan
pembangunan masih jauh dari keinginan masyarakat Gorontal .
yakni bagaimana daerah ini memperoleh kemajuan dalam pembas
ngunan yang bisa memberi dampak bagi kepentingan masyarakil
daerah termasuk petani. Apalagi dengan dimulainya kebijakan perr
bangunan pertanian terutama agropolitan jagung yang digerakk
sejak terbentuknya daerah ini, secara realita berdasarkan jumlah pro .
duktivitas menyangkut jumlah maupun kualitas hingga eksisten
sumber daya petani masih sangat memprihatinkan, meskipun ke
suksesan digembor-gemborkan oleh pemerintah daerah. |

Akan tetapi, yang terjadi berupa kegagalan dalam proses pe
bangunan pertanian khususnya menyangkut jagung, dan pertand
ketidaksuksesan tersebut dapat dilihac dari euzput yang dihasilka
oleh bidang ini yang tidak mampu mendongkrak kehidupan mas !
rakat pedesaan yang sebagian besar hidup di sektor pertanian, mi
salnya merebaknya kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan bus
nyaknya pengangguran. Kondisi masih labilnya strukeur ekono |
dan ketiadaan dari konsistensi kebijakan politik terutama ekonaril
politik yang sifatnya berkelanjutan dan berdampak pada struke
sosial masyarakat ditengarai atau ditcuduh oleh berbagai pihak §
bagai pemicu munculnya pembangunan dan pranata masyarakil
yang belum berubah secara drastis. Karenanya berbagai pihak mes
lontarkan tuduhan yang saling menyalahkan, baik para elic politl
kalangan birokrasi, masyarakat sendiri, hingga kalangan akademis E
sebagai kegagalan pasar (marker failure) yang antara lain ketidales
mampuan menyuplai sumber pertanian jagung dan kegagalan t?_
merintah daerah.
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Dalam kerangka seperti itu scharusnya pemerintah daerah se-
bagai birokrasi yang profesional mampu menjaga kestabilan dan di-
namisasi dalam arena pembangunan pertanian yang dikawal oleh
kondisi ekonomi politik yang kondusif. Parameter yang dibutuhkan
untuk itu adalah meniadakan kebijakan dan politik yang bermuara
pada kontradiksi kepentingan dalam proses akumulasi kapital yang
tentu berdampak pada erosi tethadap pemberdayaan sumber daya
petani. Sebab itu, tugas utama pemerintah daerah dan stakeholder
sangat berkepentingan membangun otonomi daerah yang diraih
kurang lebih 17 tahun sejak terbentuknya provinsi baru ini. Peme-
rintah juga harus meniadakan kepentingan berupa ambisi politik,
kerakusan ekonomi para pemodal, dan ambisi birokrasi daerah yang
menjadikan institusi ini sebagai ajang kepentingan politik dengan
memanfaatkan arena politik birokrasi.

Sebab itu, nasihat ekonomi politik dalam arena pembangunan
pertanian paling tepat mengikuti argumentasi Masoed (1994) yang
telah menjelaskan secara gamblang di atas bahwa wewenang pem-
buatan keputusan tentang pembangunan yang selama ini dimono-
poli oleh pemerintah harus dikembalikan kepada rakyat atau komu-
nitas lokal. Jadi, pemerintah diberi tugas untuk membantu mereka
menentukan kekuatan mereka sendiri dan sekaligus membangkitkan
kembali ideologi populisme yang menganjurkan pengaktifan kem-
bali lembaga-lembaga komunitas lokal. Dengan demikian, perlu
adanya pemberdayaan (enpowerment) melalui usaha: (1) mengandal-
kan pengorganisasian politik termasuk kebijakan dan ekonomi poli-
ik yang berdimensi pada pembangunan pertanian misalnya tanam-
an jagung di tingkat lokal dengan menggerakkan kekuatan modal
sosial dan gerakan-gerakan sosial lainnya yang mempunyai kepen-
tingan untuk membangun daerab dan menyejahterakan masyarakat-
nya. (2) Pembangunan pertanian yang terpadu antara lain berfokus
pada agropolitan jagung dengan melibatkan sumber daya petani,
lingkungan, kearifan lokal, dan investasi yang berdimensi pada ke-
berlanjutan bukan vested interest (kepentingan sesaat) para aktor
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politik. Oleh sebab itu, pembangunan agropolitan jagung misal )
harus dibangun secara paripurna berdasarkan kepentingan sum
daya petani dan nilai kearifan lokal sehingga pembangunan pertan
an dengan struktur kebutuhan hidup untuk menyuplai ketaha
pangan, kemandirian, maupun kedaulatan pangan, bahkan uncu
kepentingan industri tentu membutuhkan nilai kompetitif dalay
mengejar penciptaan suatu produktivitas yang tinggi.

Bab 6
Kebijakan Pembangunan
dan Kelembagaan Agropolitan Jagung

6.1. Sekilas Dimensi Kelembagaan dan Pembangunan
Berkelanjutan

Sebelum membahas kelembagaan tentang agropolitan jagung, alang-

cah baik menguraikan tentang pilar pembangunan berkelanjutan
melalui pengembangan kelembagaan berdasarkan pertemuan Pre-
siden Megawati Sockarnoputri dalam Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika pada
tanggal 3 September 2002 bahwa Indonesia akan bertekad melak-
sanakan berbagai kesepakatan yang disetujui dalam KTT tersebut
dan akan menjadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan di
Indonesia di masa mendatang. Hasil KTT tersebut tentu pada pem-
bangunan termasuk pertanian. Ini menurut Menteri Luar Negeri
RI dalam sambutannya pada peluncuran buku dan forum diskusi
“Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan”
yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dan UNDR
Jakarta 11 April 2003. Selanjutnya, menurut Santosa (2003) ada
tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) Pengentasan ke-
miskinan (poverty eradication), (2) Perubahan pola konsumsi dan
produksi yang tidak berkelanjutan (changing unsustainable pattern
of consumption and production), (3) Perlindungan dan pengelolaan
basis sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi dan sosial
(protecting and managing the natural resources bais of economic and
wcial development). Keberadaan kelembagaan di tingkat pemerintah
untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sangatlah penting.

149




Kebijakan Perbangunan Pertanial

150

1

Lebih jauh dinyatakan bahwa keberadaan kelembagaan di ting
kat pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutafl
sangatlah penting. Angka 165 pada Plan of Implementation KTl
Johannesburg menegaskan hal sebagai berikuc.

Memajukan lebih lanjut pembentukan atau penguatan dewals
pembangunan berkelanjutan dan/atau strukeur koordinasi di ting
kat nasional, termasuk di tingkat lokal, agar dapat memberikan
fokus tingkat tinggi pada kebijakan pembangunan rm%m_mécﬁm N
Dalam konteks ini, partisipasi antara pemangku kepentingan perli
didukung. {

Angka 166 pada Plan of Implementation:

Mendukung upaya semua negara, khususnya negara berkembang dan
negara dalam transisi ekonomi, untuk memperkuat penataan kelen
bagaan nasional bagi pembangunan berkelanjutan, rermasuk di ting

kat lokal” ... ( dalam Awiati, 2005) )

Mendasari pada hasil KT'T di Yohanesburg rentang ﬁmﬁvmsmc i
an berkelanjutan dan posisi Indonesia menjadikan sebagai acual
dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang. Unti |
melihat lebih lanjut pendefinisian tentang pembangunan berkelail
jutan, kita melihat kembali tulisan Moonti dan Wantu (2016) yan|
mengutip karya Suryana (2005) yang menjabarkan pembangunil
menurut Organisasi Pangan Dunia sebagai manajemen dan kon
servasi basis sumber daya, dan orientasi perubahan teknologi di
kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya keb
tuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang. Pembangu
an pertanian berkelanjutan mengonservasi lahan, air, sumber day
genetik tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tep :
guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara soslul
(FAQ, 1989). ,_

Meskipun Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada tahun 1989
menggariskan bahwa perranian berkelanjutan merupakan impl
mentasi pembangunan berkelanjutan, tetapi dalam tataran konsefs
tual semata-mata dan bukan impelementasi sesungguhnya, K :n:
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faktanya pembangunan nasional hingga dacrah mendudukkan pem-
bangunan pertanian masih dianakrtirikan dalam arti pemerintah ti-
dak serius mengurus masalah pertanian tersebut, padahal sektor ini
sangat vital sebagai kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian,
kebijakan pembangunan pertanian sebagai implementasi pemba-
ngunan berkelanjutan sesungguhnya memang agak sulit dilak-
sanakan sebagai andalan dan titik berat dan tentu ini sangat kontra
produktif dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih mengede-
pankan pada pembangunan sektor industri.

Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan pembangunan ckonomi
yang dilaksanakan dengan dua prinsip dasar sebagai berikut. Perta-
ma, pembangunan diarahkan untuk mengejar target laju pertum-
buhan yang setinggi-tingginya. Kedua, pembangunan dilaksanakan
dengan menjadikan sektor industri sebagai andalan. Ketiga, pem-
bangunan dipacu dengan berorientasi pada ﬁnnmwo:o::w: ekster-
nal (outward looking strategy) dalam hal sumber daya pembangunan
(khususnya modal, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahan baku).
Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian dan
pedesaan kurang mendapat perhatian. Pembangunan pertanian
lebih diarahkan sebagai penunjang dan pendukung pembangunan
nasional dan bukan sebagai andalan dan titik berat pembangunan.
Scharusnya sektor pertanian harus direposisi dari sektor penunjang
menjadi sektor andalan perekonomian nasional (Suryana, 2005).

Berdasarkan ketimpangan dan diskriminasi terhadap pemba-
ngunan pertanian, maka sepatutnya langkah yang harus diambil
oleh pemerintah pusat hingga daerah termasuk provinsi Gorontalo
untuk melakukan reformasi kebijakan terhadap pembangunan per-
tanian yang pada awalnya hanya scbagai penunjang dan pendukung
percumbuhan ekonomi seharusnya diubah menjadi pembangunan
pertanian harus ditempatkan sebagai sektor andalan atau titik berat
pereckonomian nasional maupun daerah. Untuk itu, perlu memba-
npun kembali pembangunan pertanian sebagai core pembangunan

nasional dengan langkah-langkah pengelolaan yang baik sebagaima-
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na mengutip tulisan Suryana (2005) sebagai berikut: (1) membangg
pemerintahan yang baik dan memosisikan pertanian sebagai sekt
andalan perekonomian nasional (termasuk daerah); (2) mewu
kan kemandirian pangan dalam tatanan perdagangan dunia
bebas dan tidak adil; (3) mengurangi petani miskin, membang
basis bagi partisipasi petani, dan pemerataan hasil pembangu
(4) meningkatkan percumbuhan sektor pertanian; (5) EmB_umnn_.,_
sistem agribisnis terkoordinasi; (6) melestarikan sumber daya 4
dan fungsi lingkungan; dan (7) membangun sistem [PTEK .W_,
efisien.

Berdasarkan parameter yang telah diuraikan di atas, l
pendekatan tentang pembangunan pertanian yang berbasis pil
sektor agropolitan jagung sebenarnya dapart dijadikan sebagai § ,
ber produktivitas dengan syarat melalui perbaikan kelembagaan
pengelolaan kebijakannya bersifac keberlanjutan. Pembentukan
tidak lain mendorong sektor agropolitan jagung sebagai kepent
an terhadap perlindungan kebutuhan hidup dasar, kepentin|
petani, dan peningkatan produktivitas sebagai keberlanjutan ten
dap pertumbuhan perekonomian daerah. 1

Ada beberapa indikator dalam membangun sektor agropall
jagung sebagai pembangunan pertanian daerah yang berkelan]
an dengan mengutip indikator yang dikemukakan oleh Sup
go (2010), yaitu status keberlanjutan pengelolaan kawasan pil
sangat tergantung pada gambaran dari suatu efisiensi strategl ¢
kemampuan masyarakat petani untuk mempertahankan usahi
Penilaian terhadap keberlanjutan sangat tergantung pada aksi
digambarkan dalam beberapa indikator sebagai berikuc. .

(1) Produktivitas, yang perlu diperhatikan berupa perlu “_
lahan yang menerapkan pertanian yang berkelanjutan, luas [l
(hekrar) dari waktu ke waktu berpindah dari prakeik percanian |
ngan secara konvensional menuju pertanian yang berkelan]uls
Produksi berhubungan dengan pendapatan anggota kelo
petani yang diperoleh dari penerapan pertanian yang berleeluiif
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in. Memproses bahan pangan anggota kelompok yang disediakan
dan diproses oleh anggota sendiri. Pascapanen prosentase anggota
kelompok yang memiliki fasilitas dan mempraktikkan kegiatan-ke-
piatan untuk penanganan pascapanen.

(2) Keterkaitan dengan kelembagaan, yaitu pemasaran dengan
jumlah dan macam lembaga pemasaran serta perdagangan secara
formal maupun informal yang telah bekerja sama saling mengun-
tungkan dengan kelompok tani dalam meningkatkan penghidupan-
nya. Lembaga teknis berkaitan dengan jumlah lembaga baik peme-
tintah, swasta, atau LSM yang secara langsung memfasilitasi secara
berkala bantuan teknis dalam penerapan praktik-praktik budi daya
pingan, pengolahan pascapanen, dan pemasaran kepada kelompok
tuni. Finansial sangat bersentuhan dengan persediaan kelembagaan
[inansial atau kredit, misalnya koperasi yang dimanfaatkan anggota
lelompok tani dalam berbudi daya pangan. ;

(3) Organisasi dan manajemen, sangat berkaitan dengan orga-
nisasi formal dengan jumlah kelompok tani yang telah memiliki
badan hukum dan dokumen lainnya, demikian pula tentang ma-
fnjemen dalam pengambilan keputusan tentang organisasi apakah
melalui musyawarah atau mufakat.

(4) Teknologi, yaitu berhubungan dengan adaptasi tentang de-
ijat teknologi digunakan untuk memperbaiki, memodifikasi, atau
mendorong kegiatan-kegiatan lokal (hal-hal yang telah dipraktikkan
nleh anggota kelompok). Replikasi tentang penggunaan teknologi
yang, telah diterapkan salah satu atau beberapa anggota kelompok
kepada anggota kelompok lain atau kelompok tani lain. Pelatihan
telenis berupa jumlah dan tipe pelatihan yang dilakukan uncuk men-
dorong adopsi teknologi dalam rangka memperkuat praktik-prakeik
yang, telah ada, partisipasi masyarakat, dan lain-lain.

(5) Partisipasi dan penerimaan anggota kelompok, yaitu berba-
{l keuntungan tentang mekanisme yang menjamin distribusi keun-
finpan yang adil di antara anggota kelompok tani dan persepsi ting-
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kat kepedulian anggota kelompok dan tingkat pemahaman tujuaf
kelompok tani. L

(6) Prosedur merating, yakni pengurus kelompok rani mengs
identifikasi secara berkala terhadap tujuan penilaian dan menilal
indikator yang terkait. Bila kelompok tani membutuhkan, bisa me
minta perguruan tinggi, LSM, atau tim fasilitator dari pemerint
daerah untuk melakukan kegiatan ini pada kelompoknya. Pengis
rus atau fasilitator melakukan wawancara masing-masing anggofi
kelompok tani. Selanjutnaya melakukan evaluasi kemajuan kegiatal
kelompok tani dalam upaya menuju pengembangan sistem pertail

an berkelanjutan. 1

6.2. Kelembagaan tentang Agropolitan Jagung |
Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu yang berhubungl
dengan masalah pembangunan pertanian yang bersentuhan secl
langsung dengan struktur sosial dan ekonomi, maka pada bagil
ini peran kelembagaan sangat menentukan dalam hal pencapaif
keberhasilan agropolitan jagung. Untuk itu, salah satu kegiati
pemerintah dalam perspektif kelembagaan yang berkaitan deng
sumber daya petani, yakni usaha yang didahului dengan 2:._._._,”
meningkatkan kesejahteraan petani dan gerakan untuk menuju hi
tersebut adalah melakukan berbagai program pembangunan pert
nian yang antara lain pengembangan sumber daya pertanian d
kelembagaan petani.

Sebelum mengurai lebih jauh tentang kebijakan yang _u
hubungan dengan kelembagaan yang berkaitan dengan tﬁdw !
ngunan pertanian yang berbasis agropolitan jagung, maka langl
baiknya dijelaskan pemahaman tentang kelembagaan. Istilah keleim
bagaan dapat didefinisikan dengan berbagai perspekeif ilmu apa 5
termasuk dalam tulisan ini, yang ingin meminjam beragam istilil
terutama dari pendekatan ilmu ekonomi. Pendekatan ini akan b
rusaha menganalisis dari sudut teoritis dan empiris dengan menys
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dingkan antara ilmu ckonomi dan pembangunan pertanian yang
berorientasi pada perspektif empiris dari sektor agropolitan jagung.
Dalam konsep ilmu ckonomi pembangunan menurut Maning
(1991) bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma
dalam masyarakat. Untuk itu, Maning mendefinisikan kelembagaan
scbagai regulasi yang stabil dan prinsip-prinsip atau aturan-aturan
organisasi yang mengelola proses interaksi antara orang-orang, Se-
mentara North (1994) memraknai kelembagaan sebagai aturan-atur-
an yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk memba-
ngun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial (dalam Yustika,
20006).

Berangkat dari pendekatan di atas, pengertian yang diberikan
oleh kedua pemikiran dari Maning dan North bisa dikutip sebagai
landasan analisis untuk melihat adanya kelembagaan pembangunan
pertanian karena argumentasi mereka dengan menjelaskan adanya
proses interaksi dan pencegahan terhadap konstruksi kelembagaan
yang berkaitan dengan pendekatan politik, ekonomi, maupun so-
sial. Konstruksi teoritis inilah yang menjadi landasan empiris untuk
menjelaskan tentang pembangunan pertanian di tingkart lokal, da-
lam rangka pencapaian terhadap kedaulatan, kemandirian, maupun
ketahanan pangan yang tentu sangat membutuhan wahana kelem-
bagaan untuk mengurus proses interaksi dan aturan main dalam
pembangunan politik pertanian.

Derajat pembangunan dacrah yang ditempuh melalui pertum-
buhan ekonomi yang salah satunya disuplai dari pembangunan per-
tanian harus diakui bahwa untuk membangun daerah Gorontalo
tidak semata-mata hanya menggantungkan diri pada perekonomian
agraris, tetapi pula mengembangkan sektor industri dan jasa. Peru-
bahan secara gradual ini tentu tidak boleh hanya bergantung pada
sumber daya alam Gorontalo yang kaya yang tentu lama-lama akan
berkurang dan habis sama sekali. Problem pembangunan pertani-
an di daerah, misalnya pada sektor pertanian jagung memunculkan
masalah tersendiri terutama dalam hal yang berkaitan dengan la-
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han yang kian hari beralih fungsi, baik untuk kepentingan tanaman
lain, perumahan, maupun industri seperti dijelaskan di atas. WmHoJ
nanya solusi terbaik adalah membangun desa dan mempertahankar
wilayah ini sebagai mahkota pangan yang tentu tidak lain didomis
nasi oleh sektor pertanian.

Untuk itu, perlu ada pemikiran ke depan bagaimana kecergans
tungan pada sumber daya alam harus seiring dengan @mamDmeﬁx_.m.
sumber daya manusia yang merupakan indikaror utama bagi mﬁmﬁuu,.,b
pembangunan daerah. Apalagi dengan otonomi daerah pada satul
sisi telah terjadi transfer kewenangan termasuk dalam pengelolaan
sumber daya alam berupa lahan pertanian sebagai sumber ketaha ,“
an pangan. Akan tetapi, pada sisi lain daerah itu sendiri dengan
alasan mengejar pendapatan asli daerah (PAD) telah mengubal
kepentingan tanah pertanian untuk kepentingan lain yang lebik
menguntungkan dengan berbagai alasan dan alibi yang membodoh
masyarakat. {

Umpamanya bahwa perubahan kebijakan yang lebih memen
tingkan kepentingan industri, jasa, dan perkebunan dalam skal
yang lebih besar dan bentuk eksplorasi lainnya yang mengubah st
tus lahan menjadi kepentingan lainnya yang dibalut melalui kepei
tingan politik maupun kebijakan yang bersifat diskresi. Tujuan da
hasrat mereka sering kali mengatasnamakan kepentingan kesejahite
raan, pertumbuhan ekonomi, dan memacu kinerja birokrasi yan
harus diberi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau istilah lain Tt
jangan Penghasilan Pegawai (TPP). Keduanya sesungguhnya sebuf
renumerasi, meskipun dengan berbagai istilah di tingkat pemerl l
tah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam rangka pencapaian ter L
but sering kali aktor politik, politisi, dan birokrasi dengan mud
mengubah kebijakan pembangunan termasuk di sektor pertani
yang sesuai dengan hasrat kepentingan yang mana lebih mengun:
tungkan dan mana yang kurang atau tidak menguntunglkan sam
sekali bagi kepentingan pembangunan dan kepentingan diri sendiik
Karenanya konsistensi atau keberlanjutan kebijakan pembangun

Bab 6 Kebijakan Pembangunan dan Kelembagaan Agropolitan Jagung 157

pertanian, misalnya dalam agropolitan jagung sangat dibutuhkan
bagi ketahanan pangan yang nantinya menjadi modal dasar bagi
pembangunan dan peningkatan masyarakat daerah.

6.3. Membangkitkan Kembali Arah Kebijakan Pemerintah
Melalui Pembangunan Pertanian Jagung sebagai Sumber
Pangan

Pengabaian potensi agraris melalui pembangunan pertanian tentu
mengakibatkan konsekuensi bagi kepentingan masyarakat termasuk
petani di daerah pedesaan, apalagi pembangunan pertanian tidak
lagi menjadi prioritas dan tergantikan dengan prioritas lain di luar
sektor pertanian jagung. Sementara itu, pemerintah telah berusaha
sekuat tenaga untuk mendorong sektor ini dengan kebijakan yang
bersifat sustainable (berkelanjutan) sehingga ketersediaan pangan
yang berasal dari komoditas jagung selalu dihadirkan oleh masya-
rakat petani. Bilamana ketidakseriusan pemerintah daerah yang ti-
dak melalui dukungan political will yang berorientasi pada politik
pertanian dan hanya dilakukan dengan fentative (coba-coba) dan
tidak serius, maka ini akan menjadi doomsday (hari kiamat) bagi
kepentingan masyarakat dan industri yang sangat tergantung pada
sumber daya alam yang bersumber dari dimensi pertanian agropo-
litan jagung. Untuk lebih jelas melihat potensi yang sangat meru-
gikan bagi pembangunan pertanian dengan berorientasi keingin-
an mengubah kebijakan yang pada awalnya diperuntukkan bagi
kepentingan eksploitasi sumber daya pertanian yang beralih pada
kebijakan lain, maka secara otomatis hal itu memurus rantai kebu-
tuhan dasar manusia dan modal dasar pembangunan. Keinginan
yang berorientasi pada usaha untuk mengabaikan pembangunan
pertanian sebagai andalan besar bagi sumber daya alam Gorontalo
lcbih tepat kita ingat kembali yang disampaikan oleh Lay (2003)
bahwa akibat pengalihan kekuasaan secara besar-besaran kepada
dacrah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri akan dengan
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cepat menderivasi keuntungan-keuntungan ekonomi jangka pendel
yang tidak terbayangkan sebelumnya. Namun, ini akan dibayar §
cara sangat mahal dalam jangka panjang, kecuali ada kesadaran bari
yang muncul di kalangan pengambil kebijakan di daerah. Hal in
semakin diperkuat oleh keterbatasan pengalaman dan kelemahal
manajemen serta kealpaan teknologi yang sangat serius %Wm&?
oleh dacrah-daerah dan akan memaksa daerah-daerah untuk meny
gantungkan pengelolaan sumber daya alamnya pada kekuatan laf
yang secara praktis berarti kekuatan kapiralis.

Berdasarkan argumen ini bisa dipastikan pengabaian atau _unn.
alihan kebijakan terhadap sumber daya pertanian dari salah sal
keragaman ketahanan pangan, yakni agropolitan jagung di Gorot
talo tidak hanya akan memberikan dampak yang sangat besar ba
kebutuhan dasar dan pembangunan daerah, tetapi pula sumb
daya petani. Pembiaran atau ketidakseriusan terhadap pembangut
an agropolitan jagung sebagai salah satu fase daerah ini memasul
perjudian besar dalam hal kebijakan dan bisa dipastikan membaw
kerugian besar bagi masyarakat termasuk para petani. Secara emplil
mereka yang terabaikan dalam pertarungan dari arena kepentin
an ini sangat membahayakan keberlangsungan kehidupan petil
dengan salah satu indikator yang muncul adalah menurunnya ke
jahteraan mereka yang diikuti oleh naiknya angka kemiskinan yait
sebagian besar ada di kantong-kantong pertanian yang ada di de
Bahkan lambat laun dapat dipastikan para petani akan menjadi |
nerasi yang hilang pada sektor perranian yang tentu menambi
daftar pengangguran dan kemiskinan di desa. Apalagi saat ini mef
ka dengan ketidakmampuan manajemen maupun pengetaliti
dan teknologi secara paksa harus menyeret kondisi mereka menji
petani tradisional (peasant) yang secara terus-menerus sebagai petill
yang penghasilannya hanya sedikit bahkan tidak cukup membiay
keluarga dengan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, status yaf
mereka emban bukan petani modern (farmer).
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Salah satu cara untuk keluar dari jaring-jaring kapiralis yang
menyesatkan adalah mengubah kebijakan pembangunan yang ber-
orientasi pada kearifan lokal maupun komunitas daerah dengan
mengedepankan pembangunan daerah maupun pertanian yang ber-
nilai populis (kerakyatan). Hal ini sesuai dengan konsep kebijakan
pembangunan daerah provinsi Gorontalo yang memprioritaskan
ckonomi kerakyatan yang dapat dipastikan roh dan jantung pere-
konomiannya ada di desa dengan mayoritas sumber daya pertanian-
nya termasuk komoditas tanaman jagung. Solusi yang terbaik adalah
pertama, mengubah kebijakan pembangunan daerah yang berorien-
tasi pada pembangunan yang sesuai dengan nilai Pancasila bukan
dengan model pembangunan kapitalis malu-malu (pseudo capiral-
ism) di tingkat lokal, yakni dikatakan bukan kapitalis, tetapi da-
lam praktik sesungguhnya menerapkan nilai-nilai kapitalis. Kedua,
melakukan reformasi kelembagaan yang berorientasi pembangunan
pertanian sebagai sikap dan semangat masyarakat daerah yang lebih
peka pada dimensi moral sebagai panglima, yaitu kewenangan da-
lam pengambilan kebijakan pembangunan daerah termasuk pemba-
ngunan pertanian harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat,
tidak terkecuali komunitas petani lokal. Dan sebaliknya, pemerin-
tah daerah dalam hal ini birokrasi sebagai organ yang mengatur alur
kepentingan politik pemerintah daerah yang pro rakyat memiliki
tanggung jawab dalam pembangunan pertanian sebagai sandaran
bagi hajat hidup orang banyak. Pembangunan pertanian yang ber-
hasis pada kepentingan komunitas dan pro petani menjadi salah

satu solusi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan
yang berdimensi pada pencapaian terhadap penurunan angka peng-
anguran maupun kemiskinan. Salah satu prasyarac untuk mem-
hangkitkan animo masyarakat petani untuk turun pada lahan per-
tanian adalah melakukan reformasi terhadap kelembagaan termasuk
lkomunitas petani yang ada di desa.

Berbagai aturan normadif telah dibuat berdasarkan payung
hukum nasional maupun lokal sebagaimana secara lengkap di-
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gambarkan pada uraian sebelumnya tidak lain untuk melakukal
perlindungan terhadap pembangunan pertanian maupun ma
rakat petani Gorontalo supaya eksis dan dapat bersaing secara glo
bal. Upaya untuk menyusun semua kebijakan ini baik bersifat scrulé
tur kelembagaan maupun penataan secara politis yang berkaital
dengan kehidupan yang secara kondusif bagi aktor yang terlibat d
dalamnya untuk megurus masalah pertanian yang berbasis agropoll
tan jagung. Para aktor yang paling menentukan dan berkepenting
an mengoperasikan kebijakan tersebut harus berpatron pada aral
kebijakan pembangunan provinsi Goronrtalo yang berafiliasi pad
ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sendiri sangat identil
dengan demokrasi ekonomi dengan kedudukan maupun kedaulat
an rakyat yang terletak pada bidang kehidupan ekonomi. Secal
rasional tentang konsep demokrasi ekonomi akan dikutip argumel
tasi Kartasasmita (1996) yang menguraikan pengertian demok
si ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan du
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau menuruc rumusan Ul
1945 bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawal
pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmil
an masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang §¢@
rang. Warna kerakyatan dalam kehidupan ckonomi tersebut adali
sama dengan cita-cita keadilan dalam kehidupan ekonomi. _
Dalam tataran lokal sesungguhnya orientasi demokrasi ekonaf
yang diwujudkan secara khusus pada arah kebijakan ekonomi leer
kyatan dalam perjalanan pembangunan daerah ini selama kurdl
lebih hampir 17 tahun sebagai provinsi telah menunjukkan ket
juan pembangunan yang dapat memberikan efek bagi kesejahte i
an masyarakat. Akan tetapi, harus disadari belum semuanya sesi
dengan harapan semua masyarakat Gorontalo, apalagi bagi petil
yang sangat mengharapkan kebijakan yang bermuara pada pembel
dayaan pertanian jagung harus terus dilaksanakan sebagai surmly
bagi kelangsungan hidupnya. Secara gamblang snapshot (gambu
an) gerak pembangunan yang diperlihatkan melalui percumbul

?

161

Bab 6 Kebijakan Pembangunan dan Kelembagaan Agropolitan Jagung

ckonomi dapat dilihat pada uraian sebelumnya yang tentunya telah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kunci keberhasilan pem-
bangunan daerah ini. Sebab itu, untuk memacu semangat dalam
mengejar keterbelakangan dengan daerah lain, maka pemerintah
daerah harus menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang
antara lain berorientasi pada agropolitan jagung yang merupakan
pilar utama ekonomi kerakyatan. Orientasi yang cenderung men-
jadikan agropolitan jagung sebagai penopang ekonomi kerakyatan
tersebut ditujukan untuk mencapai perckonomian yang berdaya
saing tinggi terutama dalam menghadapi era globalisasi. Dengan
cnergi yang menempatkan agropolitan jagung sebagai modal dasar
ckonomi kerakyatan, tentu dapat dikatakan bahwa kebijakan pem-
bangunan provinsi Gorontalo searah dengan pembangunan yang
berorientasi pada demokrasi ekonomi yang juga menjadi simpul
utama kebijakan pembangunan nasional, misalnya WmU:.meD‘Q&mE
menciptakan ketahanan pangan melalui program PAJALE (padi, ja-
pung, dan kedelai).

0.4. Kelembagaan Ekonomi Sebagai Pilar Pembangunan
Agropolitan Jagung

Penjelasan tentang hubungan antara arah kebijakan pembangun-
an yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai demokrasi
ckonomi dalam ruang lingkup pembangunan pertanian jagung di
dacrah Gorontalo merupakan argumen yang semakin memperjelas
pemberdayaan agropolitan jagung. Hal itu dibutuhkan sebuah insti-
tusi atau lembaga secara ekonomi maupun politik yang diwujudkan
dengan pendekatan populis yang mengedepankan komunitas petani
sehagai sumber daya pembangunan. Keberhasilan sebuah institusi
atau kelembagaan hanya diukur bilamana sistem kelembagaan terse-
Lt bersifac dinamis dan menyesuaikan dengan kondisi kehidupan
imasyarakat petani yang masih bergelut dengan berbagai keter-
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batasan dan kemampuannya yang sebagian besar masih tergolong
scbagai petani tradisional.

Sementara itu, secara ekonomi dan politik kondisi petani di-
era globalisasi harus bertarung dan berkompetisi untuk mendapat-.
kan tempat dalam kehidupan ckonomi dan pencarian kehidupan
yang lebih maju dan sejahtera. Dukungan pemerintah daerah yang
kuat, baik secara politik maupun ekonomi, yang diarahkan melalui
kebijakan sebagai solusi yang terbaik menuju masyarakat dacrah
yang dicita-citakan tersebut antara lain mampu menyelesaikan ma-
salah kemiskinan yang semakin menggurita di daerah ini. Persoalan
kemiskinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah lokug
persoalannya berada pada wilayah pedesaan yang sebagian besar
mercka hidup di ladang pertanian termasuk tanaman jagung. Ses
bagai solusi dasar yang dianggap sebagai resep untuk menyelesaikar:
masalah yang mendasar ini adalah salah satunya lembaga harus hadir
di tengah-tengah masyarakat petani, jika tidak keberadaannya hany
sebagai konsumsi politik pada saat pesta demokrasi seperti pilkas
da dan sebagainya. Salah satu contoh yang menarik adalah terjadis
nya penurunan hasrat politik maupun ekonomi yang pada awaln __,f_,
menjadikan pembangunan pertanian yang diarahkan pada agropolis
tan jagung, saat ini tetjadi policy decline (kemunduran kebijakan)y
karena tidak lagi menjadikan kebijakan sebagai primadona dalamy
pembangunan pertanian. i

Mengapa secara kelembagaan pemerintah daerah ridak dapaf
mempertahankan kebijakan yang pada awalnya unggul, tetapi sel .m_
rang tidak? Ada dua premis untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu
sebagai berikut.

Premis pertama, bisa jadi dari sisi kelembagaan kebijakan age
ropolitan jagung dianggap tidak unggul dan banyak daerah dalamy
membangun proses desentralisasi politik maupun ekonomi meng
anggap tanaman jagung tidak dapat dengan cepat En_:ac:m_cﬁr.
pertumbuhan ckonomi masyarakat. Bahkan dalam bukunya Sabug

(2006:30-31) secara jelas menulis alasan Fadel memilih keb
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agropolitan jagung sebagai solusi untuk menyejahterakan masyarakat
Gorontalo. Pada beberapa kalangan menyatakan bahwa berdasarkan
sejarah, tanaman jagung sebenarnya tidak layak untuk dikembang-
kan dan dijadikan komoditas unggulan karena selain tidak mem-
berikan nilai tambah dan faedah bagi manusia, jagung juga hanya
tepat dijadikan pakan ternak, misalnya untuk kuda. Pemikiran yang
didasarkan pada latar belakang sejarah tersebut sesungguhnya dapat
ditelusuri dari pengalaman yang ada bahwa tata kelola tanaman ja-
gung hanya dilakukan secara tradisional, bukan modern, sehingga
dengan jelas hasilnya sangat minim dan tentu dampak kesejahtera-
annya sangat rendah.

Namun, bila melihat dengan perspektif ekonomi, tentu kebi-
jakan agropolitan jagung memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi
kebutuhan industri sehingga permintaan begitu besar. Permintaan
secara ekonomis dan kebutuhan dunia industri tentu sangat ber-
dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mem-
baca nilai kebutuhan dan permintaan secara ekonomis yang memberi
efek bagi perbaikan kesejahteraan penduduk termasuk petani, maka
kebijakan pertanian pada masa awal terbentuknya daerah diarahkan
ke agropolitan jagung. Pionir yang meletakkan fondasi kebijakan
terhadap agropolitan jagung tidak lain adalah gubernur pertama
Gorontalo, yaitu Fadel Muhammad. Dengan pembangunan per-
taniannya Fadel menjadikan kebijakan agropolitan jagung sebagai
unggulan daerah yang membawa efek besar bagi pembangunan
pertanian nasional, yakni beberapa daerah yang memiliki produksi
jagung yang besar berlomba-lomba mendesain kembali kebijakan
pertaniannya agar tidak kalah dengan kebijakan pertanian Goronta-
lo. Buktinya berbagai daerah di Indonesia banyak melakukan studi
banding untuk belajar tentang kebijakan agropolitan jagung Goron-
talo. Fadel dengan berbekal ilmu kebijakan publik dan didukung
oleh para ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas
Hasannudin Makassar sangat yakin dengan perhitungan masak bah-
wa masyarakat Goronralo sejak zaman leluhur sudah mengenal ko-
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moditas ini dan perlu mengemas kembali dalam bentuk Wn@:.m#mn..
politik maupun ekonomi. Meskipun kebijakan agropolitan jagung
sangat bertolak belakang dengan kebijakan daerah lain dalam hal
menata pertumbuhan ekonominya, tetapi Fadel Muhammad tidak
mundur dari kebijakannya. Hal ini sangat kontra produktif dengan
daerah-daerah lain bahwa mereka beramai-ramai membangun dae«
rahnya dengan kemampuan globalisasi serta proyek-proyek prestis
sius dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi, justru Gorontalo
kembali ke masa lalunya. i

Premis kedua, dari sisi kelembagaan gubernur Fadel di masa
kepemimpinannya yang menjadikan tanaman jagung sebagai ro”
moditas unggulan ternyata memberikan sedikic kemajuan bagl
daerah Gorontalo, sedikitnya bagi kepentingan pembangunan pe
tanian. Terlepas pro dan kontra keberhasilan tersebut, tetapi kebis
jakannya memberikan hasil antara lain: (1) meningkatnya pertu
buhan ekonomi yang pada tahun 2002 hanya 6,7% menjadi 7,3%
pada tahun 2005 (dikutip dari Sabar, 2006); (2) Dengan berbag |
prestasi tersebut presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tah
2005 menempatkan provinsi Gorontalo sebagai salah satu dari |
provinsi menjadi pilot project pelaksanaan revitalisasi pertanian, per
ikanan, dan kehutanan (Sabar, 20006). A

Berbagai prestasi dalam kurun waktu antara tahun 2001 sampal
dengan 2005 secara rasional dapat dikatakan bahwa daerah ini m
lai bergerak maju dalam pembangunan sejajar dengan daerah-dae
rah lain di beberapa daerah di kawasan [ndonesia, baik di Sumate I,
Kalimantan, Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timue
atau kawasan Indonesia Timur. Salah satu kunci keberhasilan Gitg
bernur Fadel dalam mereformasi kelembagaan secara ekonomi ma
pun politik terutama birokrasi daerah sebagai organisasi publik yan
mampu menjalankan kebijakannya. Secara ekonomi rﬁ.&mmu_.rp_”
data di atas telah digambarkan berbagai indikator keberhasilan teris
tama kinerja kelembagaan ekonomi masyarakat dan institusi sebag |
pendobrak ekonomi daerah. Menurut Kartasasmita (1996) dalam
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sistem perekonomian paling sedikit dikenal tiga unsur kelembagaan,
yaitu pelaku ekonomi, pasar, dan pengatur atau aturannya.

Norma-norma kelembagaan telah dijabarkan dalam UUD
1945 yang perangkat kelembagaannya sebagai berikut. Pertama,
berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dikenal tiga bentuk usaha, yaitu
badan usaha milik negara, usaha swasta, dan koperasi yang berinte-
raksi dengan konsumen atau rumah tangga dalam proses produk-
si dan distribusi, dan konsumeén barang dan jasa. Semua bentuk
usaha tersebut perlu tumbuh secara seimbang, serasi, dan bersama
atau bermitra, serta saling mengisi dan saling menunjang, sehingga
menjadi kekuatan yang tangguh. Dalam konteks ini agropolitan ja-
gung di samping sebagai kebutuhan dasar masyarakat, juga dikate-
gorikan sebagai bahan distribusi bagi kepentingan barang dan jasa.
Oleh karena membutuhkan badan usaha seperti di tingkat lokal ada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perintis usaha yang

-mengelola produksi secara efisien dan produktif, sementara usaha
swasta merupakan lembaga yang melakukan penetrasi pasar nasi-
onal maupun internasional tentu harus memiliki modal besar dan
di provinsi Gorontalo ada usaha besar yang khusus menangani pro-
duksi jagung.

Kedua, konsumen yang merupakan lembaga ekonomi yang
penting pada dasarnya adalah seluruh masyarakat melakukan kegi-
atan konsumsi sebagai kebutuhan. Pilihan terhadap produk jagung
sebagai sumber kepentingan dunia industri maupun pakan ternak
cukup besar.

Ketiga, pasar, sebagai mekanisme atau proses interaksi para pe-
laku ekonomi dan menentukan volume produksi barang dan jasa
serta harga menurut hukum permintaan dan penawaran. Komodi-
tas jagung saat ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan industri,
maka terbuka pilihan memasuki pasar bebas, baik untuk kebutuhan
nasional hingga internasional dalam kancah perdagangan. Sebab itu
perlu ada intervensi langsung dari pemerintah daerah.
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Keempat, pemerintah, dengan aparat birokrasinya sangat pen-
ting dalam menentukan upaya mewujudkan tatanan QOWo:oBmmn.,
yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan peran strategis: (1)
penegakan hukum, (2) menciptakan persaingan yang sehat, (3) peran
redistribusi, dan (4) pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Parameter:
keempat ini dititikberatkan pada peran pemerintah daerah yang bers
tanggung jawab dalam merencanakan dan membangun ketahanan
pangan yang berintikan pada pertanian jagung yang dihasilkan oleh
sumber daya lokal sebagai modal pembangunan ekonomi daerah,
Peran strategis pemerintah/birokrasi dacrah adalah mengarur distris
busi tentang mekanisme pasar komoditas jagung dalam menings
katkan produktivitas. Karena itu, tingkat keberhasilan pemerincahy
sangat ditentukan oleh sejauh mana terwujudnya kedaulatan, kes
mandirian, dan ketahanan pangan pada sektor komoditas jagung
sebagai sumber ekonomi kerakyatan schingga masyarakat Gorontala 0
terutama para petani bisa meraih kesejahteraan. Peran pemerintali
provinsi Gorontalo dalam mewujudkan kedaulatan, kemandiriany
dan ketahanan pangan pada komoditas jagung yang berlandasarkan
pada nilai demokrasi ekonomi di tingkat lokal sangat sejalan dengan
prioritas RPJM pada tahun 2009-2014, yakni ingin mewujudkar
Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Selain itu, peran strategis pemerintah daerah adalah yang bes
kaitan dengan penegakan hukum antara lain membangun pijakan
berupa aturan main dalam mengelola pembangunan pertanian dan
keberpihakan kepada petani, misalnya dalam bentuk peraturan dag g
rah (Perda) berupa pengaturan tentang lahan pertanian khusus uns
tuk komoditas jagung sebagai simbol kebijakan agropolitan jaguny
kesejahteraan petani khususnya para petani jagung, serukecurigusl
kelembagaan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), pengaturaf
sarana penunjang pertanian seperti pupuk, bibit, peralatan pertanis
an, dan sebagainya. Untuk lebih jauh LPIKP (2014) merumuskan
tentang arah sasaran kebijakan hukum dan aturan mainnya secaiil
hukum yang mengatur kebijakan pangan, yakni: (1) pengacurai
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ketersediaan lahan pertanian pangan; (2) pengaturan tentang kese-
jahteraan petani, restrukeurisasi kelembagaan pertanian; (3) di-
versifikasi pangan; dan (4) pengaturan sarana produksi pertanian.
Dengan indikaror ini, maka sasaran di bidang hukum adalah: (1)
tersedianya jaminan hukum untuk ketersediaan dan perlindungan
lahan pertanian pangan; (2) tersedianya perangkat hukum yang
memfasilitasi peningkatan kescjahteraan petani; (3) penguatan
kelembagaan dan tata carakoordinasi antarkementerian/lembaga;
(4) tercapainya diversifikasi; (5) terwujudnya sistem pengaturan
sarana penunjang kedaulatan pangan; dan (6) adanya kesadaran hu-
lkum dalam keadaan krisis pangan.

Di samping itu, pemerintah sebagai organisasi publik yang
ada di daerah harus pula menciptakan persaingan yang schat da-
lam mewujudkan sistem pertanian yang menghasilkan komodi-
tas jagung sebagai sumber perdagangan yang diarahkan pada cara

- mengatur mekanismenya mulai dari produksi hingga petani sebagai

penghasil diperlakukan dalam sistem iklim politik pertanian yang
sehat dan jujur. Hal ini disertai dengan tidak ada kepentingan yang
merugikan petani lain dan mengandung unsur bahwa produksi dari
lkomoditas hingga sumber daya petani harus diperlakukan secara
adil. Selain itu, peran pemerintah sebagai organisasi publik di ting-
kat lokal secara umum menjamin terpeliharanya tataran mekanisme
pembangunan pertanian yang berorientasi mekanisme pasar sehat
yang mengatur distribusi komoditas jagung untuk bersaing di ting-
kat pengumpul hingga pedagang sampai dengan para pengusaha.
Sejalan dengan penegakan hukum, maka dibutuhkan pula pe-
ran redistribusi komoditas hasil pertanian, yakni jagung, berdasar-
kan rasa keadilan dan kewajaran secara ekonomis. Secara otomatis
ckonomi kerakyatan dalam iklim demokrasi ekonomi harus melalui
_F.,,.nm:g_um:mm: antara para pengusaba, pedagang, dan pengumpul
schagai satu pihak dengan pihak lain, yakni para petani secara seim-
bang dan adil. Tklim seperti yang dirasakan oleh mereka sebagai
keberpihakan kepada kekuatan petani yang kecil dan lemah yang
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scbagian besar digolongkan petani tradisional dan secara ki
titas dalam jumlah besar agar mereka merasa diperlakukan §¢
psikologis, ekonomis, dan politik sebagai kekuatan sumber
ckonomi yang ada di desa yang harus diperhitungkan dan dil
dayakan. Untuk itu, birokrasi daerah sebagai organisasi publik y
didukung oleh keputusan politik para aktor pejabat politik du
perlu memperkuat sumber daya petani. Dukungan itu sebagalni
dijelaskan di atas, baik secara hukum, politik, maupun ckonals
melalui kebijakan anggaran untuk memberdayakan mereka sely
petani sehingga teratasi kesenjangan sosial, misalnya penganggill
dan kemiskinan. _

Selain itu, hal yang paling urgen untuk memperkuat dan m
berdayakan para petani jagung Gorontalo adalah melalui kepeduls

pemerintah daerah terhadap pelayanan-pelayanan publik lain sel
dua indikator di atas, yakni pemenuhan kebutuhan dasar ral§
Indikator ini seperti dikatakan lebih cenderung menekankan
implementasi kebijakan pada pembangunan pertanian yang il
arah pada redistribusi jagung yang terjadi pada tingkat mekanl
pasar yang bisa memberikan dampak bagi para petani. Tentu da
dikatakan bahwa indikator redistribusi yang diperkuat dengan
an normatif secara kelembagaan dari perspektif ekonomis teris
harus juga dipayungi oleh perspektif lainnya berupa hak-hal y8
mendukung di luar pangan lainnya, misalnya perlindungan halew
si manusia yang diberikan oleh birokrasi pemerintah daerah seb
organisasi publik. Organ ini memprioritaskan keberpihakan dlal
bentuk pemberdayaan terhadap hak-hak petani yang merupii§
kelompok masyarakat yang sebagian besar masih tergolong sebi
kelompok yang harus mendapat perhatian pemerintah dalarm k
pembebasan dari kemiskinan.

Layanan publik yang harus dihadirkan dalam masyaralit
tani tersebut misalnya perumahan, pendidikan, dan keschatun |
ra petani yang merupakan hak dasar yang diberikan oleh negy
melalui pemerintah daerah. Kedua hak dasar yakni masalah pefl
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dikan dan kesehatan pemerintah daerah provinsi telah memberikan
perhatian besar melalui kebijakan pendidikan dan keschatan gratis
di seluruh wilayah provinsi Gorontalo termasuk di daerah pedesaan
dengan masyarakat petani yang hidup dalam ekosistem pedesaan
yang sebagian besar di areal pertanian. Akan tetapi, di samping pe-
menuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan gratis,
pemerintah daerah provinsi Gorontalo selayaknya memenuhi ke-
butuhan dasar bagi petani, yakni bantuan perumahan khusus bagi
petani, meskipun saat ini telah ada program perumahan mahayani.

Kepedulian pemerintah dalam menjalankan amanah terhadap
publik servis tersebut dengan kebijakan terhadap pemenuhan kebu-
tihan dasar bagi petani tersebut, secara langsung sangat bersentuhan
dengan adanya kebijakan pemerintah daerah tentang pilar ekonomi
kerakyatan yang sangat sesuai dengan nilai demokrasi ekonomi.
Pemenuhan kebutuhan petani dalam konteks demokrasi ekonomi
yang didukung oleh implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan
idalah sebagai bagian dari memperkuat konstelasi sistem politik
lokal yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi di tingkar lo-
lal yang antara lain melalui upaya menggiatkan modal sosial dalam
hentuk kearifan lokal dalam mendukung pembangunan pertanian
schagaimana diuraikan pada bagian tulisan sebelumnya. Oleh sebab
wahana pemenuhan kebutuhan dasar sebagai simpul untuk mem-
berdayakan para petani melalui usaha ekonomi kerakyatan dengan
¢lsplorasi sumber daya lokal misalnya melalui dimensi pertanian ha-
rus digali oleh komunitas lokal, yakni para petani, untuk memper-
haiki kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya pula ekonomi kerakyatan
yang berperan serta dalam memberdayakan pertanian pada sekror
apropolitan jagung yang didukung oleh semangat kearifan lokal di-
harapkan dapat membantu untuk membangkitkan kepercayaan diri
din kebersamaan terhadap para petani. Nilai ini memiliki arti pen-
ting untuk menjadi modal dasar bagi pembentukan karakrer perani
yang unggul untuk menjadi petani modern (farmer) setelah melalui
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proses transisi dari petani tradisional (peasant) dalam mengeksploi- |
tasi sumber daya alam pertanian Gorontalo. .
Dengan demikian membangun politik pertanian melalui kebis
jakan pemerintah daerah harus didukung secara empiris WBEmEn?.,
tasinya demi kepentingan masyarakat lokal yang di dalamnya antara
lain kelompok petani. Kelompok inilah yang scharusnya mendapat
perhatian besar dalam keikutsertaan mereka dalam menikmati kue
pembangunan daerah melalui arah kebijakan pembangunan provins
si Gorontalo, yakni keschatan, pendidikan, dan pembangunan ins
frascrukeur misalnya untuk kawasan pertanian jagung dan ekonomi
kerakyatan dengan membangkitkan koperasi, kelompok usaha tani;
dan kemudahan terhadap kredit usaha rakyat (KUR) untuk melem
bagakan kegiatan produktif dan pendapatan warga petani di desa,
Dengan memperkuat dan mengimplentasikan kebijakan secara
mutlak (absolus) pro populis, yakni masyarakat petani jagung melalul
arah kebijakan pembangunan provinsi sebagaimana dikemukakan
di atas, maka organisasi publik yang diperankan oleh birokrasi pes
merintah daerah mengemban amanah maupun tanggung jawal
politik lokal. Konstelasi politik lokal yang diejawantahkan melalul
kebijakan pemerintah daerah dikendalikan oleh aktor pejabat polls
tik (gubernur, bupati, DPRD) dan dilaksanakan oleh birokrasi sertd
didukung oleh para elit politik dan ekonomi sesungguhnya merts
pakan pembangunan berdimensi moral kerakyatan, atau gu:m,,,_.,u.,
meminjam istilah Masoed (1994) sebagaimana dikemukakan di ati
adalah moral sebagai panglima. Pendekatan ini pada esensinya bers
muara pada bagaimana mengembangkan komunitas lokal melalul
kedaulatan masyarakat petani dalam berbagai perspektif ekonafml
dan politik demi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang seftis
bang, wajar, dan berkeadilan yang sesungguhnya bagian dari integrak
pembangunan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, s
mandirian pangan, dan kedaulatan pangan pada lokus lokal.
Dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah  provil
Gorontalo diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sosial ber 1
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pa kesenjangan dan kecemburuan sosial yang dapat membawa pada
kerawanan dan konflik sosial di masyarakat akibat kemiskinan dan
kelangkaan lapangan kerja. Untuk itu, solusi yang terbaik dalam
membangun ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pertanian
dengan indikator komoditas jagung salah satu jalan keluarnya adalah
memberdayakan petani sebagai inti atau subjek pembangunan dae-
rah, menumbuhkan ekonomi yang digenjot melalui pembangunan
pertanian yang berbasis agropolitan jagung.
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Bab 7

Kesimpulan dan Saran

7.1. Kesimpulan

Pembangunan pertanian menjadi bagian elemen dasar untuk mem-
perkuat pembangunan dacrah seiring dengan sumber kehidupan
untuk memenuhi kebutuhan manusia, yakni dalam rangka mencip-
takan ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Unruk
itu, pembangunan daerah di provinsi Gorontalo tanpa terkecuali
pembangunan pertanian diperuntukkan bagi usaha meningkatkan
taraf hidup masyarakat (petani). Salah satu sektor komoditas ada-
lah agropolitan jagung yang tidak lain diarahkan bagi kemakmur-
an masyarakat petani di daerah itu dengan memberikan perhatian
yang besar bagi pembangunan pertanian yang secara terus-menerus
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat yang sebagian besar di daerah pedesaan.

Saat ini terjadi perubahan kebijakan yang bersifac flukcuarif,
yang pada awalnya pertanian termasuk agropolitan jagung sebagai
prioritas, tetapi saat ini tidak lagi menjadi andalan daerah. Ada dua
pemicu perubahan kebijakan ini adalah (1) Perubahan kebijakan
tentang pembangunan pertanian berdampak pada pertanian agro-
politan jagung menghadapi masalah yang mengantarkan pada tidak
(crcapainya target yang diinginkan sebagaimana diuraikan sebelum-
nya. Belum lagi penurunan hasil panen jagung juga disebabkan oleh
kondisi daerah tropis Gorontalo yang tanahnya mulai ada kejenuh-
an, kondisi air yang menjadi sumber kehidupan tanaman untuk
hidup sehingga rentan dengan kekeringan yang berkepanjangan,
dan tingginya hama pertanian. (2) Kurangnya mobilisasi terhadap
perhatian adanya pengetahuan terhadap sumber daya petani.
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7.2. Saran

Dalam pembangunan pertanian peran birokrasi daerah di lingkung
an provinsi seharusnya lebih efektif dalam menjembatani upaya
akumulasi kepentingan usaha produktivitas pada sekror pertanial
agropolitan jagung. Simbiosis mutualisme terhadap pembanguna
pertanian agropolitan jagung tidak terlepas dari kepentingan yang
mendesak akan adanya kebutuhan profesionalitas dari institusi inl
yang mengemban tugas besar yang mewakili negara pada lokus lokal
demi kehidupan pemenuhan kebutuhan Bmm%mwmwﬁ ]

Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan @Q.:_u '
ngunan yang berorientasi pada kearifan lokal maupun komuniti
daerah dengan mengedepankan pembangunan pertanian yang _ui
nilai populis (kerakyatan). Kondisi ini sesuai dengan konsep kebl
jakan pembangunan daerah provinsi Gorontalo yang Em:.:.ulg,.
taskan ekonomi kerakyatan yang dapat dipastikan roh dan jantun
perekonomiannya ada di desa dengan mayoritas sumber daya perti
niannya termasuk komoditas tanaman jagung. ¥
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